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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan
Pasal 264 ayat (1} dan ayat (4} Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194S5;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573};

10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178});

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

13.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengan Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor
16, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 96);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menetapkan

dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
2021-2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
ilgzgksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi
daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat
RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang
selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen, yang
selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Rencana Stategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode S (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.



16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

20. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan.

21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh Pemerintah Daerah.

22. Musyawarah  Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah.

BAB I
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan
dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan
lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari:
a. Visi, Misi dan Program Bupati terpilih Tahun 2021; dan
b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai
dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen dan RPJMN serta
memperhatikan:
a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
¢. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota sekitar.



Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

b. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

¢. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V :  VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BABVI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIIl : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BABIX : PENUTUP

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD,; dan

b. pelaksanaan RPJMD.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah.

(5) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa penilaian hasil
pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir
pembangunan jangka menengah.



6) Pgnila.ian hasil pelaksanaan RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (S) dapat
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 {dua) tahun masa jabatan
Bupati dan Wakil Bupati berakhir.

(7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1} Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan,
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan
nasional.

(3) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang
bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target
pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen serta mengacu pada RPJMD
Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI KEBUMEN,
ttd
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-172/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SE’I‘DA KABU A; __,N KEBUMEN,

IRA PUSPITA$ARI, SH.,M.Ec.Dev
- "Pembtha
NIP. 19800417 200604 2 015




L.

1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KEBUPATEN KEBUMEN
- NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KEBUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem pembangunan nasional, yang disusun dalam periodisasi jangka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek. Dalam rangka memberikan arah dan
tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai
dengan visi, misi kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
disertai dengan rencana-rencana kegiatan yang bersifat indikatif serta
penetapan indikator kinerja daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-udangan. Rencana Pembangunan -Jangka Menengah Daerah
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah pada setiap tahun anggaran.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 184 |
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2021-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang
berada pada bagian selatan. Kebumen awalnya merupakan salah satu kabupaten dari
Kerajaan Mataram Islam dengan nama Kabupaten Panjer. Pada zaman Kerajaan
Mataram Islam, Kabupaten Kebumen (Panjer) mempunyai peran penting dalam
melawan kolonialisme Belanda dengan membantu penyediaan dan perbekalan pasukan
Sultan Agung Raja Mataram Islam dalam menyerang Batavia. Nama Kebumen berasal
dari kata Ki-Bumi-An yang merupakan tempat padepokan/pondok yang dibangun oleh
Kiai Pangeran Bumidirjo. Kiai Pangeran Bumidirjo adalah adik Sultan Agung Hanyokro
Kusumo yang melarikan diri ke Kebumen karena bersitegang dengan Raja Mataram
Islam kala itu yaitu Sunan Amangkurat I.

Kabupaten Kebumen secara yuridis formal, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kebumen, telah ditetapkan Hari Jadi
Kabupaten Kebumen pada hari Selasa Wage tanggal 1 Suro atau 21 Agustus 1629. Hal
ini didasarkan pada peristiwa sejarah pada saat Kiai Bodronolo membantu penyediaan
dan perbekalan pasukan Sultan Agung dalam menyerang Batavia. Hari Jadi tersebut
merupakan momentum sejarah yang memiliki makna mendalam dan mendasar sebagai
titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk
meningkatkan kreativitas dan atraktivitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, secara resmi Kabupaten Kebumen terbentuk melalui Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini Kabupaten Kebumen telah dijabat
38 kepala daerah sejak masa pemerintahan Negara Indonesia, baik kepala daerah yang
definitif, pelaksana tugas (PIt) maupun pejabat sementara (Pjs). Saat ini Kabupaten
Kebumen dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati H. Arif Sugiyanto, SH dan H;j.
Ristawati Purwaningsih, S.ST, MM. Pasangan tersebut merupakan pasangan Bupati dan
Wakil Bupati terpilih dari Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9
Desember 2020. Pasangan ini dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa
Tengah.

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Kebumen didasarkan pada perencanaan pembangunan
yang telah ditetapkan, baik jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah/RPJPD) maupun menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah/RPJMD). RPIJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
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yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
perangkat daerah dan lintas-perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selain itu, pembangunan Kabupaten Kebumen juga memperhatikan
pembangunan yang berwawasan lingkungan. Evaluasi pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 didapatkan
98 indikator yang sudah mencapai target dengan rincian 70 indikator sudah
dilaksanakan dan 28 indikator belum dilaksanakan. Sementara itu, terdapat 37 indikator
TPB yang belum mencapai target yang terdiri dari 30 indikator yang sudah dilaksanakan
namun belum mencapai target nasional dan 7 indikator yang belum dilaksanakan serta
belum mencapai target nasional. Indikator yang sudah dilaksanakan namun belum
mencapai target nasional, meliputi: 5 indikator kemiskinan (TPB 01), 4 indikator hidup
sehat dan sejahtera (TPB 03), 5 indikator pendidikan (TPB 04), 2 indikator kesetaraan
gender (TPB 05), 5 indikator air bersih dan sanitasi (TPB 06), 4 indikator pertumbuhan
ekonomi inklusif (TPB 08), 1 indikator infrastruktur (TPB 09), 1 indikator kesenjangan
(TPB 10), 1 indikator permukiman (TPB 11), 1 indikator masyarakat inklusif dan damai
(TPB 16), dan 1 indikator kemitraan global (TPB 17). Adapun indikator yang belum
dilaksanakan serta belum mencapai target nasional, yaitu: 1 indikator ketahanan
pangan (TPB 02), 1 indikator hidup sehat dan sejahtera (TPB 03), 1 indikator
pendidikan (TPB 04), 1 indikator kesetaraan gender (TPB 05), 1 indikator air bersih dan
sanitasi (TPB 06), 1 indikator pertumbuhan ekonomi inklusif (TPB 08), dan 1 indikator
pola produksi dan konsumsi (TPB 12).

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan strategis 5 (lima) tahun sebagai wujud penjabaran Visi Misi Bupati Arif
Sugiyanto, SH dan Wakil Bupati Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, MM dan merupakan
tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPIPD Kabupaten
Kebumen Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kebumen
tahun 2005-2025 adalah “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”.
Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi,
yaitu: 1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; 2) mengurangi tingkat
kemiskinan penduduk; 3) meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan
dasar di wilayah strategis; 4) mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil, dan
menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan; dan 5) menerapkan prinsip-prinsip
tata kepemerintahan vyang baik (good governance) dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.

Dokumen RPIJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas-
perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun
2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di
Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian,
Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPIJMD dan
bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja
tahunan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 juga wajib mengacu dan
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
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Penyusunan dokumen RPJMD melewati beberapa tahapan sampai pada akhir
tahapan yaitu penetapan RPIJMD. Tahapan pertama dari proses penyusunan dokumen
RPIJMD adalah penyusunan dokumen Rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD disusun
sebelum ditetapkannya kepala daerah terpilih. Tahapan penyusunan RPIJMD secara
lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.1.

p ernsi apan Penyusunan Perumusan
Penvusunan RPIMD » Rancangan Awal Rancangan Akhir » Penetapan RPIJMD
S ) RPIMD RPIMD
‘/_. Pembentukan tim \\ ‘ t
PeEnyusun
2. Orientasi
3. Penyusunan
agenda kerja e
4, Penyiapan data
dan informasi Pelaksanaan
B TmMAR Pecysunan - Musrenbang
PIM
E::i:?:t':k RPIMD Rancaean REIWD RPIMD
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan RPJMD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap
Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf
Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6334);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6368);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6399);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi
(Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan,
Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes
Tegal — Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 96);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi
Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan daerah lima tahunan, RPJMD merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara
RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan dokumen lain yang relevan di
antaranya RPJMN, RPIJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten lain yang berbatasan, RPIPD,
RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPIJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral
lainnya.

Selanjutnya, dokumen RPIJMD yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi
pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan setiap tahun dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman
penyusunan rancangan KUA-PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya,
serta menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
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Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen

1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Daerah
lain yang berbatasan.

Penyusunan RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 memperhatikan dan
mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilakukan dengan cara menyelaraskan
sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah
dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan
program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan
karakteristik daerah. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, RPIJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan
RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah kabupaten
dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk
bidang pembangunan, serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan,
kondisi, dan karakteristik daerah. Selain itu dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPIJMD kabupaten lain yang
berbatasan dengan menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah
daerah dengan daerah lainnya.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten kebumen Tahun 2021-2026 dengan
RPJIMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1.1
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPIJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

No RPIMD Provinsi Jawa Tengah RPIJMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2018-2023 Tahun 2021-2026
VISI
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan | Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin
Berdlikari, Tetep Mboten Korupsi, Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama
Mboten Ngapusi Rakyat
MISI
1 | Membangun masyarakat Jawa Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun,
Tengah yang religius, toleran, berbudaya dan bermartabat
dan guyup untuk menjaga NKRI
2 | Mempercepat reformasi birokrasi | Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan
serta memperluas sasaran ke yang baik melalui pelayanan birokrasi yang
pemerintah kabupaten/kota responsif serta penerapan e-gov dan open-
gov terintegrasi
3 | Memperkuat kapasitas ekonomi Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi
rakyat dan memperluas lapangan | daerah melalui pengembangan potensi
kerja untuk mengurangi sumber daya aIan_1, pariwisatg d_an kearifan
kemiskinan dan pengangguran lokal yang berbasiskan agrobisnis dan
ekonomi kerakyatan
Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
4 Menjadikan masyarakat Jawa Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
Tengah, lebih sehat, lebih pintar, | pelayanan pendidikan, kesehatan dan
lebih berbudaya, dan mencintai | kebutuhan dasar lainnya
lingkungan

Sumber: RPIMD Prov. Jawa Tengah Tahun 2021-2026

2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Sedangkan untuk keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-

Tabel 1.2
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMN Tahun 2020-2024
No RPJM Nasional RPIMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024 Tahun 2021-2026
VISI
Terwujudnya Indonesia Maju, Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin
Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama
Berkepribadian Berlandaskan Rakyat
Gotong Royong
MISI
1 Peningkatan kualitas manusia Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
Indonesia pelayanan pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan dasar lainnya
2 Struktur ekonomi yang produktif, Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi
mandiri, dan berdaya saing daerah melalui pengembangan potensi
sumber daya alam, pariwisata dan kearifan
lokal yang berbasiskan agrobisnis dan
ekonomi kerakyatan
3 Pembangunan yang merata dan Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
berkeadilan pelayanan pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan dasar lainnya
Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi
daerah melalui pengembangan potensi
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No RPJM Nasional RPJMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024 Tahun 2021-2026
sumber daya alam, pariwisata dan kearifan
lokal yang berbasiskan agrobisnis dan
ekonomi kerakyatan
Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
4 Mencapai lingkungan hidup yang Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas
berkelanjutan infrastruktur yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun,
berbudaya dan bermartabat
5 Kemajuan budaya yang Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun,
mencerminkan kepribadian bangsa | berbudaya dan bermartabat
6 Penegakkan sistem hukum yang Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan
bebas korupsi, bermartabat, dan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang
terpercaya responsif serta penerapan e-gov dan open-
gov terintegrasi
Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun,
berbudaya dan bermartabat
7 Perlindungan bagi segenap bangsa | Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun,
dan memberikan rasa aman pada berbudaya dan bermartabat
seluruh warga
8 Pengelolaan pemerintahan yang Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan
bersih, efektif, dan terpercaya yang baik melalui pelayanan birokrasi yang
responsif serta penerapan e-gov dan open-
gov terintegrasi
9 Sinergi pemerintah daerah dalam Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun,
kerangka negara kesatuan berbudaya dan bermartabat

Sumber: RPIMN Tahun 2020-2024

2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJPD Kabupaten Kebumen

RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan tahap

keempat dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten
Kebumen Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan RPIJMD berpedoman pada RPJPD
Kabupaten dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program
pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang Daerah. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD vyang
mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam
tabel berikut.

Tabel 1.3
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD

No

RPJPD Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025

RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun
2021-2026

VISI

Kebumen yang Mandiri dan
Sejahtera Berbasis Agrobisnis

Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin
Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama
Rakyat
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No RPJPD Kabupaten Kebumen RPIMD Kabupaten Kebumen Tahun

Tahun 2005-2025 2021-2026
MISI
1 Meningkatkan kualitas sumber daya | Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
manusia; pelayanan pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan dasar lainnya
2 Mengurangi tingkat kemiskinan Misi 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas

penduduk; pelayanan pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan dasar lainnya

Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi
daerah melalui pengembangan potensi
sumber daya alam, pariwisata dan kearifan
lokal yang berbasiskan agrobisnis dan
ekonomi kerakyatan

3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas | Misi 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas

infrastruktur pelayanan dasar di infrastruktur yang berkelanjutan dan
wilayah strategis; berwawasan lingkungan

4 Mengembangkan agrobisnis serta Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi
usaha mikro, kecil dan menengah daerah melalui pengembangan potensi
untuk mewujudkan ekonomi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan
kerakyatan; dan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan

ekonomi kerakyatan

5 Menerapkan prinsip-prinsip tata Misi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan
kepemerintahan yang baik (good yang baik melalui pelayanan birokrasi yang
governance) dalam responsif serta penerapan e-gov dan open-
penyelenggaraan pemerintahan dan | gov terintegrasi
pembangunan serta di semua Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun,
elemen kemasyarakatan. berbudaya dan bermartabat

Sumber: RPIPD Kab. Kebumen Tahun 2005-2025

3. Hubungan RPIJMD Kabupaten Kebumen dengan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara perencanaan
kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun Kabupaten
melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola
ruang wilayah; Penyusunan RPIJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan
arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan RPPLH yang memuat
rencana program-program Pemerintah Daerah dengan RPPL yang ditetapkan dalam
indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Dalam penyusunan
RPIJMD memuat program/ kegiatan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai operasionalisasi
dari RTRW, program struktur ruang dan program perwujudan pola ruang.

4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Renstra Perangkat Daerah

RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam perumusan
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target
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kinerja dalam RPIJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi pedoman Kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5
(lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

5. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RKPD

RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen mulai Tahun 2022
sampai dengan Tahun 2026 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan
daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPIJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar
penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

6. Hubungan RPIJMD Kabupaten Kebumen dengan Renja Perangkat Daerah

RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan selanjutnya
menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah
setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD.

7. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan KLHS RPIJMD

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan
melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi
dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.
Penyusunan RPIJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran
hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPIJMD dengan maksud agar
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas
pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target
pembangunan daerah dan nasional.

Pengintegrasian KLHS RPIJMD ke dalam RPIJMD Kabupaten Kebumen adalah
sebagai berikut:
a. Pada Bab I telah terintegrasi KLHS RPIJMD pada:

a.l. Pada latar belakang menunjukkan permasalahan lingkungan hidup menjadi
perhatian penting dalam dokumen RPJMD. Hal ini tercantum pada kalimat
yang terdapat pada latar belakang dokumen RPIJMD dengan pernyataan
“selain dikarenakan perubahan iklim, kerusakan lingkungan juga mulai terjadi
dengan semakin sedikitnya tanaman vegetasi penyimpan air, sedimentasi
sungai dan menumpuknya sampah dan limbah terutama yang sulit didaur
ulang seperti plastik.”

a.2. Pada landasan hukum terdapat 11 dari 25 dasar hukum dalam dokumen
RPIJMD yang berkaitan dengan dasar hukum dari penyusunan KLHS RPJMD
yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86
Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Perda Provinsi
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16
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a.3.

Tahun 2019, Perda Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004, Perda
Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010, Perda Kabupaten Kebumen Nomor
20 Tahun 2012, dan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012.

Pada hubungan antardokumen menunjukkan KLHS RPIJMD menjadi
pertimbangan dalam penyusunan dokumen RPIMD. Dalam hal bahwa
penyusunan RPIJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis,
permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPIJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif
dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan daerah dan nasional.

b. Pada Bab II menunjukkan keselarasan KLHS RPIJMD dengan dokumen RPIMD
sebagai berikut:

b.1.

b.2.

b.3.

Pada aspek geografi dan demografi menunjukkan data profil wilayah,
demografi, topografi, hidrologi, klimatologi, geologi dalam dokumen RPJMD
telah selaras dengan dokumen KLHS RPJMD. Potensi atau keunggulan
geografi yaitu memiliki topografi yang beragam yaitu pantai, dataran rendah
dan perbukitan, tersusun dari beberapa formasi batuan serta memiliki banyak
sumber air yang akan mendukung pengembangan ekonomi daerah sedangkan
potensi demografi yaitu jumlah kelahiran dan kematian seimbang sehingga
pertumbuhan penduduk relatif stabil yang diharapkan akan semakin
menurunkan beban ekonomi perkapita. Permasalahan atau kelemahan muncul
dimana Kabupaten Kebumen termasuk daerah tropis dengan curah hujan
cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.
Pada aspek kesejahteraan masyarakat menunjukkan data pertumbuhan
ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, harapan hidup, harapan lama
sekolah, rata-rata lama sekolah, dalam dokumen RPIMD telah selaras dengan
dokumen KLHS RPJMD. Potensi atau keunggulan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat muncul yaitu dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
menyumbang peranan terbesar dalam PDRB yang dapat terus dikembangkan
sebagai sektor ekonomi unggulan yang diharapkan dapat memberikan efek
multiplier pada sektor-sektor ekonomi lainnya serta kinerja Angka Harapan
Hidup semakin membaik menunjukkan kualitas sumber daya manusia dari sisi
kesehatan semakin membaik. Permasalahan atau kelemahan muncul yaitu
dimana pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih berada di bawah
level provinsi yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih
rendah serta rata-rata lama sekolah masih cukup rendah yang menunjukkan
kualitas pendidikan masih harus terus ditingkatkan.

Pada aspek pelayanan umum menunjukkan data industri kecil dan menengah,
analisis kondisi urusan pelayanan dasar, urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, urusan perhubungan, urusan perindustrian, dalam dokumen
RPIMD telah selaras dengan dokumen KLHS RPIMD. Potensi atau keunggulan
yang muncul vyaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik
menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten
Kebumen masih cukup tinggi. Pada pelayanan infrastruktur dasar
menunjukkan proporsi jaringan irigasi kondisi baik meningkat dan proporsi
jaringan irigasi kondisi rusak berat menurun vyang diharapkan akan
mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, sektor industri
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menyumbang kontribusi yang cukup besar menunjukkan semakin
meningkatnya sektor sekunder yang melakukan peningkatan nilai tambah
yang diharapkan dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
Permasalahan muncul yang menunjukkan masih rendahnya kualitas akses dan
pelayanan dasar pendidikkan dan kesehatan dengan terjadinya penurunan
Angka Partisipasi Murni (APM), tingginya Angka Putus Sekolah (APS), jumlah
fasilitas pelayanan kesehatan masih jauh dari ideal serta rasio dokter dan rasio
perawat dalam kondisi menuju ideal. Sedangkan terkait pelayanan umum
infrastruktur dasar menunjukkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di
kawasan perkotaan belum memenuhi persyaratan ideal.

b.4. Pada aspek daya saing daerah menunjukkan munculnya potensi daerah yaitu
investasi PMDN semakin meningkat terutama sebelum terjadinya Pandemi
Covid-19 yang menunjukkan Kabupaten Kebumen masih potensial untuk
menjadi tempat tujuan penanaman investasi yang diharapkan nantinya akan
sangat mendukung pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Sementara
itu, sektor perdagangan dan reparasi menujukkan nilai investasi paling tinggi
yang diharapkan sektor tersier juga semakin meningkatkan efek multiplier
pada perekonomian daerah. Permasalahan masih harus menghadapi
pertumbuhan investasi yang masih fluktuatif sehingga kedepan perlu
dimunculkan kebijakan yang mampu meningkatkan iklim investasi yang lebih
baik.

c. Pada Bab IV. menunjukkan permasalahan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun

2021-2026 telah selaras dengan permasalahan KLHS RPJIMD. Hal ini ditunjukkan

dengan isu-isu yang muncul dalam RPIMD terkait dengan isu KLHS RPIMD yaitu:

c.1. Isu peningkatan pembangunan SDM yang berkualitas mengakomodasi isu
KLHS RPIMD vyaitu tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk dan
ketenagakerjaan.

c.2. Isu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mengakomodasi isu KLHS RPIJMD
yaitu kemiskinan dan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi daerah,
perindustrian dan pengembangan ekonomi lokal.

c.3. Isu peningkatan kualitas infrastruktur mengakomodasi isu KLHS RPIMD yaitu
infrastruktur air bersih dan air minum dan infrastruktur dasar limbah dan
sanitasi.

c.4. Isu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal mengakomodasi isu
KLHS RPIMD vyaitu pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan reformasi
birokrasi.

c.5. Isu strategis berkenaan dengan lingkungan hidup, masuk ke dalam isu ke-3
yaitu peningkatan kualitas infrastruktur yang di dalamnya mengandung unsur
infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pada Bab V. menunjukkan Visi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah

selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semua misi, tujuan, sasaran,

strategi, dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

juga telah selaras dengan KLHS RPIMD. Hasil penelaahan sasaran strategis KLHS

RPJMD dan arah kebijakan dalam RPIJMD memiliki keterkaitan secara konteks.

Secara umum, sasaran strategis dalam KLHS RPIJMD pada aspek infrastruktur,

sumber daya manusia, ekonomi, pertanian dan tata kelola pemerintah memiliki

keterkaitan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
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Sedangkan secara spesifik terdapat 26 program pembangunan daerah pada RPJMD
yang telah selaras dengan rekomendasi program dalam KLHS RPIMD. Program
perangkat daerah pada dokumen RPIMD selaras dengan rekomendasi program
KLHS RPIMD yang disesuaikan pada 4 pilar utama. Rekomendasi program di dalam
dokumen KLHS RPJMD berjumlah 74 program dimana sebanyak 43 (58%) telah
diintegrasikan ke dalam dokumen Ranwal RPIJMD Kab. Kebumen. Rekomendasi
program pilar sosial memiliki persentase tertinggi di dalam proses integrasi, yaitu
17 program (100 %) telah masuk di dalam program perangkat daerah, diikuti
program hukum dan tata kelola (3 program) dan program ekonomi (19 program).
Hal tersebut telah merefleksikan visi misi dan sasaran program pembangunan yang
difokuskan pada pilar sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

8. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJM Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa merupakan
dokumen perencanaan strategis desa selama lima tahun yang proses penyusunannya
mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dengan disusunnya RPIMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, maka kepala
desa dapat melakukan perubahan RPJM Desa berdasarkan kewenangan desa melalui
proses dan tahapan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar
prioritas perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Kebumen dapat selaras dengan
prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

9. Hubungan RPIJMD Kabupaten Kebumen dengan Rencana Pembangunan Sektoral
Lainnya.

Penyusunan RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, juga harus
memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional
dan provinsi, antara lain:

a. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
(TPB/SDG's);

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG);

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM);

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten
Kebumen;

Grand Design Reformasi Birokrasi;

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah;

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah,
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana;

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan Kabupaten
Layak Anak;

k. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

®ao0oC

- owuQyu M

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk
memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun
ke depan sesuai Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka peningkatan dan
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pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah berdasarkan

capaian pembangunan, analisis permasalahan, isu strategis, kemampuan keuangan
daerah melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.
Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun

2021-2026, antara lain :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja
pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan,
sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;

2. Memberikan arahan dan pedoman terhadap prioritas perencanaan pembangunan
daerah yang terukur dan sesuai dengan gambaran kapasitas kemampuan keuangan
daerah;

3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama periode Tahun 2021-
2026;

4. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas,
koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam
satu pola sikap dan tindakan;

5. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan
yang berkelanjutan;

6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah lainnya;

7. Mewujudkan penggunaan sumber daya pembangunan daerah secara lebih efektif,
efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;

8. Sebagai pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

9. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan
instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5
(lima) tahun.

1.5. Pengarusutamaan Dalam RPIJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
1. Gender dan Inklusi Sosial

Pengarustamaan gender dan inklusi sosial merupakan strategi untuk
mengintegrasikan gender dan inklusi sosial ke dalam pembangunan, mulai dari
penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan
dan evaluasi, sehingga terwujud pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh
penduduk Kabupaten Kebumen baik laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas
dan atau masyarakat marjinal lainnya. Kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat
dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki, perempuan, penyandang
disabilitas dan/atau masyarakat rentan lainnya dalam mengakses dan mengontrol
sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan
keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

2. Keberlanjutan lingkungan

Pengarustamaan keberlanjutan lingkungan merupakan upaya untuk mengurangi
dampak negatif perubahan iklim. Peristiwa hidrometeorologis seperti banijir dan
kekeringan, merupakan kejadian bencana di Indonesia yang banyak terjadi saat ini, dan
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diproyeksikan meningkat dengan perubahan iklim. Dalam jangka panjang, Indonesia
juga mengantisipasi dampak dari peristiwa awal yang lambat laun sudah mulai terjadi
yaitu kenaikan permukaan laut (Sea Leve/ Rise | SLR), peningkatan suhu, dan
pergeseran pola curah hujan. Karenanya mengintegrasikan pengarusutamaan
keberlanjutan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah bertujuan
mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim melalui berbagai sisi, termasuk
meningkatnya kerusakan akibat bencana pada infrastruktur, kekurangan air,
berkurangnya hasil pertanian, peningkatan kerawanan pangan, dan munculnya lebih
banyak penyakit yang sensitif terhadap iklim dikarenakan konsentrasi penduduk.

3. Kearifan Lokal

Pengarusutamaan kearifan lokal merupakan upaya mengoptimalkan
budaya/tradisi yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat Kebumen sebagai
pendukung seluruh proses pembangunan daerah. Pranata sosial di masyarakat harus
menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan proses penyusunan kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah yang lebih berorientasi pada kebutuhan riil
masyarakat. Tujuan pengarusutamaan ini adalah untuk menempatkan dan memberikan
penghargaan atas kekayaan budaya masyarakat Kebumen sekaligus upaya pelestarian
dan memajukan budaya lokal Kebumen.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan
peranan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
dan daya saing daerah. Strategi pengarusutamaan ini dilaksanakan secara bertahap
mulai dari pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantapan data.

1.6. Sistematika Penulisan
Dokumen RPIMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun menurut

sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri

dari:

Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antardokumen, maksud dan tujuan, pengarusutamaan dalam RPIMD, serta
sistematika penulisan RPIJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen meliputi
gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing sebagai dasar perumusan permasalahan
dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target
pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Bab III  Gambaran Keuangan Daerah
Bab ini menguraikan kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5
(lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan
untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV  Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan
permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu
strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama 5 (lima) tahun ke
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Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

depan berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi
daerah.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja
pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk
intergrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang
akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang
akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi
yang telah dipilih.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan program prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi
serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah
beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah
penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator
kinerja daerah.

Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat
RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan
pembangunan daerah.

RPIMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 I-18



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara umum Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terus berkembang
secara dinamis di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mendorong
perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Kabupaten Kebumen memiliki
beragam potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai keunggulan daerah.
Kompleksitas struktur geologi yang menjadi warisan geologi bernilai dunia, topografi
lengkap terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah, dan perbukitan serta memiliki jenis
tanah yang cocok ditanami berbagai jenis tumbuhan.

Populasi Kabupaten Kebumen cukup besar dimana berdasarkan data dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebesar
1.399.976 jiwa dengan mayoritas didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun)
sebesar 68,77% dari total penduduk. Hal ini merupakan potensi yang besar untuk
menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan letak dan sejarahnya, Kabupaten
Kebumen berada di perbatasan wilayah Mataram (Kedu) dan Banyumas yang
menciptakan corak keragaman budaya baik bahasa, adat istiadat maupun tradisi. Dengan
keadaan alam, manusia, dan budayanya maka Kabupaten Kebumen potensial untuk
dikembangkan secara ekonomi pada sektor pertanian, UMKM, industri, pariwisata, dan
sektor jasa lainnya. Pelayanan publik masih belum optimal walaupun nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapatkan nilai tinggi yaitu sebesar 81,87 pada tahun
2020 namun masih lebih rendah dibandingkan nilai yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah.
Adapun Indeks Reformasi Birokrasi yang dicapai Kabupaten Kebumen pada tahun 2020
sebesar 58,40 atau masih pada kategori CC.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan
Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50
hektar atau 1.281,115 km?2, dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai
dan perbukitan, dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen
terletak antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Batas-
batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo

Sebelah Selatan: Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan
dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT).
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Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan

No Kecamatan Luas (Km2) Desa Kelurahan RW RT
1 | Ayah 76,37 18 - 81 396
2 | Buayan 68,42 20 - 90 341
3 | Puring 61,97 23 - 98 318
4 | Petanahan 44,84 21 - 81 258
5 | Klirong 43,25 24 - 107 318
6 | Buluspesantren 48,77 21 - 82 386
7 | Ambal 62,41 32 - 113 313
8 | Mirit 52,35 22 - 70 265
9 | Bonorowo 20,91 11 - 42 139
10 | Prembun 22,96 13 - 40 130
11 | Padureso 28,95 9 - 23 86
12 | Kutowinangun 33,73 19 - 80 241
13 | Alian 57,75 16 - 73 254
14 | Poncowarno 27,37 11 - 34 100
15 | Kebumen 42,04 24 5 138 554
16 | Pejagoan 34,58 13 - 64 257
17 | Sruweng 43,68 21 - 97 332
18 | Adimulyo 43,43 23 - 81 227
19 | Kuwarasan 33,84 22 - 86 247
20 | Rowokele 53,80 11 - 61 294
21 | Sempor 100,15 16 - 74 368
22 | Gombong 19,48 12 2 81 288
23 | Karanganyar 31,40 7 4 61 242
24 | Karanggayam 109,29 19 - 76 390
25 | Sadang 54,23 7 - 35 131
26 | Karangsambung 65,15 14 - 62 252
Jumlah 1281,11 449 11 1930 7127

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2017

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan luas 109,29 km? atau

8,53 persen dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km? atau 7,82 persen dari
keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil
adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km? atau setara dengan 1,52 persen dari
keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kebumen
dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

2.1.2 Topografi dan Kemiringan

Topografi Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah, dan kawasan
perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak
ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana tercantum

pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Ketinggian Tanah dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Kebumen

No Ketinggian Luas (ha) Persentase (%)
1 | 0-7 meter 26.378,15 20,59

2 | 7-18 meter 22.163,28 17,30

3 | 18-25 meter 15.360,36 11,69

4 | 25-100 meter 23.316,29 18,20

5 1100-500 meter 40.111,17 31,31

6 | 500-997,5 meter 781,71 0,61

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2017

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat)

tingkatan, yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu

kurang lebih seluas 66.953,16 ha atau sekitar 52,26%;

2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 ha atau 4,64% dari luas

wilayah Kabupaten Kebumen;

3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 ha atau 17,11% dari luas

wilayah Kabupaten Kebumen; dan

4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 ha atau 25,99% dari

luas wilayah Kabupaten Kebumen.
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Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Kebumen

2.1.3 Geologi dan Tanah
1) Geologi
a. Struktur Geologi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang tersusun

oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang
lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar
Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua ( Paleosen)
hingga termuda ( Pliosen) terdiri dari:

1.

Kompleks Melange Luk Ulo yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra Tersier dengan
massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);

Formasi Karangsambung yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah
batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Eosen).
Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa ol/istolit;
Formasi Totogan yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu
pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo-Miosen);

Formasi Waturanda yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah
menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf.
Dalam formasi ini terdapat anggota tuf yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf
kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur Mjosen Awal);

Formasi Penosogan yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batu
lempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Mjosen Tengah);

Diabas ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah);

Formasi Halang yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan
tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen);

Formasi Peniron yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung,
batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;

Endapan Pantai yang berupa pasir lepas; dan
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10. Alluvium yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

b. Kondisi Stratigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen (1992), Lembar Banyumas (1992),
Lembar Banjarnegara dan Pekalongan (1996) urutan stratigrafi Kabupaten Kebumen
terdiri dari (tua ke muda):

1. Melange (Batuan-batuan Pra tersier atau PTm)

Formasi ini merupakan batuan tertua yang tersingkap di Pulau Jawa dengan umur
Kapur Tengah - Pleosen. Kelompok batuan ini disimpulkan sebagai komplek melange
(bancuh) yang terdiri dari graywacke (Kts), marmer, sekis dan filit (Km), serpentinit
(kose), lava basalt berstruktur bantal, gabro, batu gamping merah, rijang (kobe),
lempung hitam yang bersifat serpihan. Semuanya merupakan campuran yang bersifat
tektonik. Komplek batuan ini tersebar di wilayah utara Kebumen, di sekitar
Karangsambung — Sadang — Karanggayam.

a. Basalt dan Rijang, terdiri dari basal dan rijang coklat, berselingan dengan batu
gamping merah, mengandung fosil radiolarian. Basal/t merupakan toleid rinjang
terdapat berselingan dengan batu gamping merah, beberapa tempat berupa
struktur bantal berbentuk memanjang searah pelapisan;

Gabro, berwarna hijau muda berbutir kasar;

Cc. Serpentin, merupakan ubahan dari batuan ultramafik berwarna hijau, sebagai
sisipan dalam kelompok gabro dan basalt. Serpentin ini terdapat pada zona besar;

d. Sekis dan Filit, terdiri dari sekis kwarsa serisit sekis amfibol dan filis; dan

e. Greywake, merupakan batu pasir berwarna abu-abu tua, bila telah mengalami
pelapukan berwarna hijau kelabu, berbutir kasar, perlapisan bersusun.

Kelompok tersebut di atas diduga berumur antara kapur abas hingga eosin. Satuan
batuan pada unit ini dicirikan oleh struktur yang kacau, adanya percampuran bongkah
batuan sedimen, beku dan metamorf dengan masa dasar lempung bersisik. Bongkah-
bongkah batuan dalam unit ini berupa exotic dan native block berukuran centi meter
hingga ratusan meter, mengambang di dalam matrik halus yang tersusun dari lempung
hitam atau abu-abu dengan bidang gores garis di atasnya.

2. Formasi Karangsambung (Teoka)

Di atas komplek melange Luk Ulo, secara tidak selaras diendapkan batuan sedimen
hasil pelongsoran gaya berat. Kontak antara komplek melange Luk Ulo dengan komplek
Olistostrome Karangsambung sulit didapatkan. Komplek Olistostrome Karangsambung
tersusun oleh batuan dengan ukuran dan jenis fragmen sangat bervariasi berupa fragmen
konglomerat, batu gamping berfosil, sekis, filit, basal, diabas dan batu pasir di dalam
masa dasar lempung abu-abu bersisik. Ukuran fragmen di bagian bawah tengah lebih
besar dengan variasi yang lebih heterogen. Pada bagian-bagian tertentu perlapisan
batuan dapat dijumpai, namun dengan pola perlapisan yang tidak begitu ideal. Komplek
Olistostrome Karangsambung terdiri dari Formasi Karangsambung dan Formasi Totogan
yang hubungan stratigrafinya saling menjemari, terkadang dijumpai bongkah fosil kayu.
Formasi Karangsambung terdiri dari batu lempung bersisik dengan bongkahan batu
gamping, konglomerat, batu pasir, batu lempung dan basalt. Singkapan batuan ini
terdapat di daerah Karangsambung, terutama sepanjang sungai Weleran dan sungai Luk
Ulo ke arah barat yang membentuk antiklin. Satuan ini membentuk daerah perbukitan
bergelombang rendah. Umur formasi ini adalah Eosen Tengah-Oligosen. Lingkungan
pengendapannya adalah laut dalam — batial, hal ini ditunjang oleh adanya fosil bentos
Uvegirena sp dan Gyroidina soldanii (d’orbigny).
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3. Formasi Totogan (Tomt)

Formasi ini terdiri dari breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu
gamping dan basalt. Secara setempat didapatkan sekis masa dasar adalah batu lempung
bersisik. Secara umum formasi Totogan terdiri atas:

a. Bagian bawah: Campuran perulangan tak teratur antara breksi, batu lempung
tufaan dan napal;

b.  Bagian tengah: Merupakan breksi, konglomerat dengan komponen basalt;

c. Bagian atas: Merupakan perselingan batu lempung, batu pasir, tufa, berlapis baik.

Satuan ini tersingkap di daerah utara Kebumen, di sekitar komplek Luk Ulo.
Tebalnya melebihi 150 meter dan menipis ke arah selatan. Formasi ini selaras di atas
Formasi Karangsambung, batas antara komplek Luk Ulo berupa sesar. Umur formasi ini
Oligosen Akhir-Miosen Awal. Formasi Totogan dapat dibandingkan dengan batuan
sedimen berumur Eosen-Miosen di daerah Banjarnegara dan Pekalongan.

4. Formasi Gabon (Tomg)

Formasi ini tersusun oleh breksi gunung api, tufa lapili, lava, breksi lahar dengan
sisipan konglomerat dan batu pasir. Breksi berwarna abu-abu kehijauan, fragmen terdiri
dari andesit dengan masa dasar batu pasir tufa. Tufa lapili abu-abu kehijauan berlapis.
Lava dengan komposisi andesit, memperlihatkan struktur "sheeting'. Batu tersebut pada
umumnya telah mengalami serifikasi dan propilitisasi, diduga berumur oligosen akhir
miosen awal, mempunyai hubungan tidak selaras dengan formasi Kali Pucang.

5. Formasi Waturada (Tmw) dan Anggota Tuf (Tnwt)

Formasi ini tersusun oleh breksi volkanik dengan fragmen batuan beku dan lava
andesitik sedangkan matriknya berukuran pasir. Pada bagian bawah tersusun oleh batu
pasir graywacke, bagian tengah oleh breksi dengan ukuran fragmen sekitar 30 cm dan
berstruktur geaded bending, ke arah atas ukuran fragmen meningkat mencapai lebih dari
50 cm. Formasi ini diendapkan sebagai endapan fluxoturbidite dari kipas bawah laut pada
cekungan berarah timur-barat yang turun secara aktif pada bagian depan fore arc basin
Tersier. Terdapat Anggota Tuf (Tmwt) yang terletak di bagian bawah formasi. Tersebar
di bagian utara dengan membentuk morfologi tinggi dengan beberapa puncak gunung
seperti Gunung Prahu, Gunung Paras, Gunung Tugel, dan Gunung Watutumpang.
Anggota tuf Formasi Waturanda yang terletak di bagian bawah formasi dapat
dibandingkan dengan Formasi Andesit Tua yang berumur Oligosen Akhir hingga Miosen
Awal di Yogyakarta. Berdasarkan kedudukan stratigrafi satuan batu pasir terhadap satuan
lainnya maka ditafsirkan umur formasi ini adalah Miosen Awal, Karena Formasi
Penosogan yang menindihnya berumur Miosen Tengah dengan lingkungan laut dalam.

6. Formasi Penosongan (Tmp)

Formasi ini terdiri dari perselingan antara batu pasir, batu lempung, tufa, napal,
kalkarenit. Bagian bawah dari batu pasir jenis greywacke, berwarna abu-abu kecokelatan,
secara stratigrafis ke atas berubah menjadi batu lanau hingga batu lempung. Pada bagian
atas dari formasi ini terdiri dari tufa kaca berselingan dengan napal tufaan, berstruktur
lapisan sejajar, konvolut, dan flute cast. Formasi ini berumur Miosen Tengah, bagian
bawah terletak tidak selaras di atas Formasi Waturanda. Satuan ini tersingkap antara lain
di sekitar Alian dan Penosogan. Ketebalan terukur di daerah Alian adalah 1146 meter dan
di daerah Penosogan 950,5 meter.
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7. Formasi Kalipucang (Tmk)

Satuan ini tersusun sebagian besar oleh batu gamping terumbu, setempat dapat
dijumpai batug amping klastik, serta batu lempung bitumen pada bagian bawah. Formasi
Kalipucang tersebar di bagian barat daya Kabupaten Kebumen yang membentuk
morfologi kars Gombong selatan. Batu gamping formasi ini sebagian besar telah
mengalami karstifikasi membentuk endapan caliche (batu keprus).

8. Formasi Halang (Tmph)

Penyebaran formasi tersebar di bagian tengah lembar, membentang dari
barathingga timur menempati daerah perbukitan. Tebalnya sekitar 400-700 meter.
Litologipenyusunan terdiri dari batu pasir gampingan, batu pasir kerikilan, batu pasir
tufaan, napal, napal tufaan, batu lempung, batu lempung napalan dan sisipan kalkarenit.
Nama formasi ini didasarkan pada lokasi tipe di daerah Geger Halang, Kuningan, Jawa
Barat. Sedangkan di Sub Cekungan Kebumen terdapat beberapa kelompok batuan
dengan ciri mirip dengan Geger Halang. Umur formasi adalah Miosen TengahPliosen
Awal, Berdasarkan temuan formasi bentos seperti Gyroida sp dan Epinodes sp.

9. Formasi Peniron (Tpp)

Formasi ini menindih selaras di atas Formasi Halang dan merupakan sedimen
turbidit termuda yang diendapkan di zone Pegunungan Serayu Selatan. Litologi terdiri
dari breksi aneka bahan (polimik) dengan komponen andesit, batu lempung, batu pasir,
dengan massa dasar batu pasir sisipan tufa.

10. Batuan Terobosan (Tma dan Tmd)

Batuan terobosan banyak dijumpai di bagian barat daya serta utara wilayah
Kabupaten Kebumen. Di wilayah selatan yang berasosiasi dengan breksi volkanik Formasi
Gabon, semuanya berkomposisi andesitik (Tma). Sedangkan di bagian utara, terutama
sekitar Karangsambung dijumpai Diabas (Tmd). Batuan diabas umumnya lebih gelap dan
kaya mineral piroksen.

11. Endapan Aluvium (Qa)

Satuan batuan ini tersusun oleh sediment yang belum terkonsolidasi,
berukuranlempung hingga gravel, sebagai hasil endapan yang terdapat di sekitar sungai
maupun sepanjang pantai. Endapan alluvial ini melampar cukup luas di bagian selatan
Kebumen. Endapan alluvial sungai (fluvial) yang paling luas dan tebal endapannya adalah
sepanjang Sungai Luk Ulo.
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Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Kebumen

2) Tanah
a. Jenis Tanah

Potensi tanah yang dimiliki Kabupaten Kebumen menunjukkan sebagian besar
wilayahnya tergolong cukup subur, sehingga dapat difungsikan sebagai lahan pertanian.

Hanya beberapa bagian wilayah yang kurang mampu untuk ditanami, seperti di sebagian

Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, dan Alian. Adapun beberapa jenis tanah

yang terdapat di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Alluvial. Merupakan tanah yang beraneka ragam sifatnya dengan warna kelabu dan
cokelat hitam, tidak peka terhadap erosi, serta mempunyai produktivitas yang rendah
sampai tinggi. Biasanya digunakan untuk lahan tanah pertanian dan permukiman.
Tanah Aluvial berada di sebagian besar Kecamatan Buayan, Puring, Petanahan,
Klirong, Bulus Pesantren, Ambal, dan Mirit.

2. Latosol atau Inceptisol. Merupakan jenis tanah mineral, cukup cocok untuk ditanami
berbagai jenis tanaman. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah latosol
atau inceptisol antara lain yaitu tebu, tembakau, coklat, pala, vanili. Tanah latosol
berada di sebagian Kecamatan Rowokele, Sadang, Karangsambung, Poncowarno,
dan Pejagoan.

3. Podsolik. Tanah yang terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan suhu
udara rendah. Umumnya, tanah ini berada di daerah pegunungan yang memiliki iklim
basah dengan curah hujan lebih dari 2500 mm per tahun. Tanah Padsolik berada di
sebagian Kecamatan Sempor, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karanganyar,
Kutowinangun, dan Padureso.

4. Regosol. Merupakan tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, cokelat
kekuning-kuningan, dan cokelat kelabu. Tanah ini sangat peka terhadap erosi.
Digunakan terutama untuk lahan perkebunan. Tanah regosol berada di sebagian
besar terdapat di Kecamatan Puring, Petanahan, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit.
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5. Glei. Tanah yang mempunyai ciri adanya lapisan glei berwarna kelabu, terbentuk
karena pengaruh genangan air atau drainase yang buruk. Tanah Glei terdapat pada
sebagian besar Kecamatan Bonorowo, Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Sruweng,
Karanganyar, Gombong, Kuwarasan, dan Adimulyo.

6. Litosol. Merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu
tebal. Penampangnya besar dan berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan kecil,
karena sedikit sekali mengalami perubahan struktur atau profil dari batuan asal.
Tanah litosol miskin unsur hara. Terdapat pada Kecamatan Ayah dan Kecamatan
Buayan.
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Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Kebumen
b. Kualitas Tanah

Keadaan tanah di daerah pesisir Kabupaten Kebumen, secara umum
dibedakan dalam 2 satuan lahan yang meliputi hamparan pasir (gumuk pasir) dan
dataran aluvial. Hamparan dataran pasir alluvial merupakan daerah yang terletak
pada kawasan pantai, yang pemanfaatannya oleh masyarakat lebih banyak
digunakan untuk daerah pertanian. Sedangkan hamparan gumuk pasir pasif, terdapat
tumbuhan liar (perdu dan semak-semak) dan sebagian juga digunakan untuk areal
pertanian. Tanah pasiran tersebut mudah meloloskan air dan kurang subur. Tanah
tersebut kurang baik dimanfaatkan untuk areal tambak secara langsung, sebab sulit
untuk membangun tanggul dan kurang baik untuk petak penampungan air karena
sifat porositas tanah yang besar.

Tanah pada area dataran aluvial yang diteliti umumnya mempunyai tekstur
lempung (clay), sebagian bertekstur lempung lanauan (sity clay) atau lempung
pasiran (sandy clay). Tanah tersebut mempunyai pH agak asam-netral (5,4-7,2).
Tanah tipe seperti itu mampu mengikat kandungan garam atau hara yang lebih
banyak dan tidak mudah tercuci air hujan. Tanah lempungan sangat sesuai untuk
dibuat pematang dan baik untuk tambak atau kolam penampung air.
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2.1.4 Hidrologi

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan
dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis
air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air,
dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sementara itu air tanah adalah
semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan
tanah. Air tanah terdiri dari dua kategori yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam, air
tanah dangkal adalah air tanah yang berada pada kedalaman maksimal 15 m di bawah
permukaan tanah sedangkan air tanah dalam adalah air tanah yang berada minimal 15
meter di bawah permukaan tanah (Surbakti, 1986 dalam Saparudin, 2010). Potensi air
tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m3/tahun.

Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai
sumber air bersih berupa sumur-sumur. Sementara itu salah satu jenis air tanah dalam
adalah cekungan air tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang
meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan
Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Persebaran Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Kebumen
No Cekungan Air Tanah Lokasi
1 Cekungan Air Tanah Banyumundal | Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan
Buayan.
2 Cekungan Air Tanah Kebumen Sebagian wilayah Kecamatan Gombong,
Purworejo Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring,

Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong,
Alian, Kebumen, Buluspesantren,
Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun,
Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3 Cekungan Air Tanah Kroya Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.
Sumber: PermenESDM No 2 tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah, data diolah 2018
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Gambar 2.5
Peta Hidrogeologi Kabupaten Kebumen

Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh beberapa sungai/kali yang membentuk
Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain Ijo, Luk Ulo, Telomoyo, dan Wawar. Sebaran DAS
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Selain sungai, Kabupaten Kebumen memiliki banyak mata air yang mengalir
sepanjang tahun, sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Mata Air di Kabupaten Kebumen
No Kecamatan Jumlah Mata Air Debit Air (liter/detik)
1 Buayan 37 0,1s.d. 222
2 Pejagoan 19 0,1s.d.6,5
3 Sruweng 25 0,1s.d.6,3
4 Ayah 18 0,1s.d.3,5
5 Rowokele 27 0,1s.d. 100
6 Kutowinangun 3 0,1s.d.0,5
7 Poncowarno 12 0,1s.d.0,9
Jumlah 141

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2019

Potensi mata air terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 mata
air. Selain itu mata air dengan debit terbesar juga berada di Kecamatan Buayan yaitu
mata air Desa Sikayu dengan besaran 222 liter/detik.

Potensi air yang berasal dari sungai, air tanah, dan mata air dapat menjadi sumber
air baku yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air minum. Potensi air baku
Kabupaten Kebumen tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2.5
Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen

No Sumber Air Baku Potensi Air Baku
1 DAS Wawar 11.097,38 liter/detik
2 DAS Luk Ulo 31.126,08 liter/detik
3 DAS Telomoyo 25.941,66 liter/detik
4 DAS Ijo 13.018,01 liter/detik
5 Mata Air + 720 liter/detik

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2019

2.1.5 Klimatologi

Secara klimatologis, Kabupaten Kebumen adalah daerah tropis dengan curah
hujan cukup tinggi. Curah Hujan di Kabupaten Kebumen terbagi menjadi empat tingkatan
yaitu 0-1000 mm/tahun (rendah), 1001-2000 mm/tahun (sedang), 2000-3000 mm/tahun
(tinggi), >3000 mm/tahun (sangat tinggi). Jika dilihat dalam kurun waktu 5 tahun (2016-
2020) rata-rata curah hujan di Kabupaten Kebumen masih tergolong kategori sangat
tinggi dengan rata-rata 3.555,2 mm. Pada tahun 2020, curah hujan di Kabupaten
Kebumen sebesar 2.817 mm dan hari hujan sebanyak 136 hari. Hal ini menurun jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti dapat dilihat pada tabel 2.6, baik
jumlah curah hujan maupun jumlah hari hujan sama-sama mengalami tren penurunan.
Selain itu berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di
Kabupaten Kebumen tahun 2020 berkisar antara 23,62°C sampai dengan 25,48°C. Untuk
kelembaban udara rata-rata berkisar antara 81,23% sampai dengan 86,62%.

RPIMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 II-12



Tabel 2.6
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Bulan Jumlah Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan (hari)

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Januari 264 534 465 465 196 16 27 26 26 8
Februari 515 421 407 407 136 23 22 22 22 8
Maret 300 403 513 513 458 20 20 18 18 19
April 382 374 433 433 331 23 22 15 15 14
Mei 454 89 105 105 234 23 8 4 4 12
Juni 407 432 18 18 41 18 10 3 3 5
Juli 141 36 5 5 32 13 8 1 1 7
Agustus 159 14 10 10 12 11 4 3 3 6
September | 399 203 35 35 37 24 9 7 7 8
Oktober 663 451 23 23 448 25 24 8 8 16
November 774 329 667 667 269 27 27 20 20 12
Desember 640 331 441 441 623 22 20 22 22 21

5098 | 3617 | 3122 | 3122 | 2817 245 201 149 149 136

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2020
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Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019
Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kebumen termasuk daerah dataran rendah dengan kondisi wilayah
yang beraneka ragam, yaitu dominasi daerah pantai di sebelah selatan dan perbukitan di
sebelah utara dan barat. Kebumen adalah daerah agraris dengan sektor utama
diantaranya pertanian, peternakan dan usaha agrobisnis lainnya. Sektor potensial lain
yang dapat dikembangkan diantaranya pariwisata dan jasa. Posisi Kebumen berada di
jalur utama nasional tepatnya Pulau Jawa bagian selatan, dilalui Jalan Nasional, Jalur
Pantai Selatan/JILS, dan jalur ganda kereta api. Selain itu dekat dengan Bandara YIA di
Kulonprogo, Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga dan Pelabuhan Tanjung Intan di
Cilacap. Kebumen perlu membuat konsep pengembangan wilayahnya untuk
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meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial yang memiliki multiplier effect
tinggi dengan didukung infrastruktur yang memadai. Beberapa konsep potensial akan
dikembangkan di wilayah Kebumen yaitu:

1) Potensi wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen termuat pada Perda Nomor
23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Kabupaten
Kebumen tengah dalam proses revisi RTRW dalam rangka mewadahi perkembangan
yang ada. Proses revisi RTRW Kabupaten Kebumen saat ini telah mendapatkan Validasi
KLHS RTRW dari Gubernur Jawa Tengah dan Berita Acara Pembahasan Revisi RTRW
Kabupaten Kebumen oleh TKPRD Provinsi Jawa Tengah, serta telah memiliki
Rekomendasi dari Badan Informasi dan Geospasial Republik Indonesia. Selanjutnya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka
tahap berikutnya yaitu akan mengajukan permohonan substansi ke Kementerian Agraria
dan Tata Ruang.

Data peta dan luasan wilayah yang ada Perda 23/2012 adalah data tahun 2009
yang sudah tidak relevan dengan dinamika perkembangan wilayah dan pembangunan
Kabupaten Kebumen. Data peta dan luasan wilayah yang ada di Dokumen Revisi RTRW
berasal dari situs satu peta Badan Informasi Geospasial yang diolah Bappeda Tahun 2019,
serta telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala BIG Nomor RTRW-
70/BIG/IGT/PTRA/11/2019, tanggal 28 November 2019 tentang Penyusunan Peta RTRW
Kabupaten Kebumen Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031. Layout/album
peta memenuhi kesesuaian dan kelengkapan peta RTRW Kabupaten Kebumen dengan
kaidah kartografis sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No 8 tahun 2013
tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri dari rencana sistem perkotaan
dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan, meliputi Pusat
Kegiatan Wilayah di Kawasan Perkotaan Kebumen; Pusat Kegiatan Lingkungan di
Kawasan Perkotaan Gombong, Karanganyar dan Prembun; Pusat Kegiatan Kecamatan di
setiap ibukota kecamatan; serta Pusat Pelayanan Lingkungan di 19 desa. Adapun rencana
sistem jaringan prasarana, meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi;

b. rencana sistem jaringan energi;

rencana sistem jaringan telekomunikasi;
rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

®© oo
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Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019
Gambar 2.8
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kebumen
Struktur ruang Kabupaten Kebumen terdiri dari rencana sistem perkotaan yang

membentang di tengah dari Prembun sampai dengan Gombong; serta rencana sistem
jaringan prasarana seperti jaringan jalan, prasarana sumber daya air, prasarana utilitas
umum lainnya. Ringkasan rencana struktur ruang sebagaimana sebagaimana tabel
berikut.

Kesesuaian Tata Ruang dalam Pemanfaatan Ruang kaitannya dengan Perda RTRW
dilakukan berdasarkan hasil perhitungan GIS terhadap simpangan penggunaan lahan di
Kabupaten Kebumen, dengan mengoveriay kan peta citra tahun 2015 dengan peta
rencana pola ruang RTRW Kabuapten Kebumen.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Ketidaksesuaian Pola Ruang Kabupaten Kebumen
LUAS (HA)
PENGGUNAAN KAWASAN oo | KAWASAN | TOT(AI_'I' A';UAS %
BUDIDAYA LINDUNG
Belum Sesuai (BS) dan 114.740,973| 91,668| 26.829,506| 88,002| 141.570,478| 90,950
Sesuai (S)
Tidak Sesuai 10.429,128| 8,332| 3.657,755| 11,998 14.086,883 9,050
Total Luas 125.170,101| 100,00 30.487,260| 100,00| 155.657,361| 100,00

Sumber : Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kebumen, 2018

Berdasarkan Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Kebumen yang disusun pada tahun 2018 untuk Perda No.23 tahun 2012
tentang RTRW Kabupaten Kebumen tahun 2011-2031, didapatkan angka perhitungan
ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 9,05% sehingga persentase kesesuaian
penataan ruang adalah sebesar 90,95%.

Perhitungan kajian evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan
dilakukan dengan membandingkan antara pemanfaatan lahan tertentu pada masing-
masing kecamatan dengan pemanfaatan lahan tersebut di dalam RTRW Kabupaten
Kebumen, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
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Tabel 2.8

Ringkasan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kebumen

No

Rencana
Struktur Ruang
Wilayah
Kabupaten

Kawasan

Keterangan

Rencana Sistem Perkotaan

A

Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW)

Kawasan Perkotaan Kebumen

Aglomerasi perkotaan pada sebagian Kecamatan Kebumen,
Pejagoan bagian selatan, dan Klirong bagian utara; yang berada di
utara jalan nasional

Pusat Kegiatan
Lokal (PKL)

1. Kawasan Perkotaan Gombong
2. Kawasan Perkotaan Karanganyar
3. Kawasan Perkotaan Prembun

Kawasan sepanjang jalan nasional

Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK)

Di setiap ibukota kecamatan meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Kutowinangun;
2. Kawasan Perkotaan Petanahan;

3. Kawasan Perkotaan Ayah;

4. Kawasan Perkotaan Puring;

5. Kawasan Perkotaan Sruweng;

6. Kawasan Perkotaan Ambal;

7. Kawasan Perkotaan Karangsambung;
8. Kawasan Perkotaan Padureso;

9. Kawasan Perkotaan Rowokele;

10. Kawasan Perkotaan Buayan

11. Kawasan Perkotaan Klirong;

12. Kawasan Perkotaan Buluspesantren;
13. Kawasan Perkotaan Mirit;

14. Kawasan Perkotaan Bonorowo;

15. Kawasan Perkotaan Pejagoan;

16. Kawasan Perkotaan Alian;

17. Kawasan Perkotaan Poncowarno;
18. Kawasan Perkotaan Adimulyo;

19. Kawasan Perkotaan Kuwarasan;

20. Kawasan Perkotaan Sempor;

21. Kawasan Perkotaan Karanggayam; dan
22. Kawasan Perkotaan Sadang.

Setiap ibukota kecamatan yang bukan PKW dan PKL
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Rencana
Struktur Ruang
Wilayah
Kabupaten

No

Kawasan

Keterangan

D Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL) Desa Jladri Kecamatan Buayan;

LoOoONOUAWN =

Desa Purbowangi Kecamatan Buayan;

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan;

Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong;

Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren;
Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren;
Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit;

Desa Peniron Kecamatan Pejagoan;

Desa Jemur Kecamatan Pejagoan;

10. Desa Jatimulyo Kecamatan Alian;

11. Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo;

12. Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan;

13. Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam;
14. Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam;
15. Desa Karangduwur Kecamatan Ayah;

16. Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar;

17. Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen; dan
18. Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele;

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

A Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Al | Sistem Jaringan Jalan

4. Ruas Jalan Prembun-Kutoarjo

1 Jaringan jalan | c. pengoptimalan jalan arteri primer (AP1) yang merupakan jalan
nasional yang ada nasional, meliputi:
dalam wilayah 1. Ruas Jalan Batas Banyumas Tengah — Kebumen
kabupaten 2. Ruas Jalan Lingkar Selatan Kebumen;

3. Ruas Jalan Batas Kota Kebumen-Prembun;

Jalan nasional sesuai SK Menteri PUPR

d. Pengembangan jalan, meliputi

Cilacap — Yogyakarta

1. pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol

2. pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JILS)

1. Melalui wilayah di selatan jalan nasional (trase menunggu pusat)
2. Penyelesaian ruas dari Wawar — Tambakmulyo — Jladri — Ayah —
Bodo
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Rencana
No Struvl\(,tiraryI;:ang Kawasan Keterangan
Kabupaten
e. Jalan strategis nasional yaitu pengembangan Jalan Jalur Lintas | Jalan Pantai Selatan Jawa yang melalui wilayah di
Selatan (JILS) a. Kecamatan Mirit,
b. Kecamatan Ambal,
c. Kecamatan Bulupesantren,
d. Kecamatan Klirong,
e. Kecamatan Petanahan,
f. Kecamatan Puring
(JILS Ruas Jladri - Ayah dan JILS Ruas Jladri - Tambakmulyo)
2 Jaringan jalan |a. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar |1. Simpang tiga Jalan Sempor Lama s.d. batas Kabupaten
provinsi yang ada di ibukota kabupaten/kota, meliputi: Banjarnegara
wilayah kabupaten 1. ruas jalan Gombong — Sempor — Ketileng 2. Simpang tiga Bekas Terminal Prembun s.d. batas Kabupaten
2. ruas Jalan Prembun — Wadaslintang Wonosobo
Jalan Provinsi ditetapkan dengan SK Gubernur
b. Jalan strategis Provinsi yang pembangunannya diprioritaskan | 1) Jalan non status dari Desa Wiromartan Kecamatan Mirit (Batas
untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan Kabupaten Purworejo) s.d. Desa Ayah Kecamatan Ayah (Batas
membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan Kabupaten Cilacap);
keamanan provinsi, meliputi: 2) Status jalan kabupaten yang direncanakan menjadi jalan provinsi
1. Jalan Daendels melalui:
2. Rencana  Jalan  Lintas  Kabupaten  Banjarnegara | ¢ ruas Jalan Giritirto (batas Banjarnegara) — Karangsambung-
(Banjarnegara-Kebumen-Batang-Pekalongan) yang melintasi Mertokondo;
Kabupaten Kebumen e ruas Jalan Sadang Kulon (batas Banjarnegara) — Srisip —
Karangsambung —Mertokondo;
3 Jaringan jalan | Jalan strategis Kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan
kabupaten yang | untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan
menjadi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan
kewenangan keamanan Kabupaten, meliputi:
kabupaten
1. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar; Melalui wilayah Kecamatan Rowokele, Buayan, Kuwarasan, dan
Gombong
2. Jalan Lingkar Utara Gombong; Melalui wilayah Kecamatan Karanganyar, Sruweng, dan Pejagoan
3. Rencana Jalan Altenatif koridor tengah selatan Melalui wilayah Kecamatan Buayan, Kuwarasan, Adimulyo, dan
Sruweng
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Rencana
No Struvl\(lii::laryI;:ang Kawasan Keterangan
Kabupaten
4. Rencana Jalan | Melalui wilayah Kecamatan Kebumen, Kutowinangun, dan Prembun | Kecamatan Kebumen:
Alternatif  koridor 1. Desa Wonosari
tengah utara 2. Desa Argopeni
Kecamatan Kutowinangun:
1. Desa Tunjungseto
2. Desa Pesalakan
3. Desa Karangsari
4. Desa Tanjungsari
5. Desa Lumbu
6. Desa Triwarno
Kecamatan Prembun:
1. Desa Sidogede
2. Desa Kedungbulus
3. Desa Sembirkadipaten
4. Desa Kedugwaru
Desa Kabekelan
5. Peningkatan jalan Ruas jalan Mertokondo — Karangsambung dan Ayah — Rowokele
menuju wisata
yang mendukung
wisata Geopark
Nasional
Karangsampung —
Karangbolong
6. Rencana Pada wilayah Kecamatan Buayan dan Ayah Kecamatan Buayan:
Pengembangan 1. Desa Jladri
Jalur Pesisir Ayah 2. Desa Karangbolong
Kecamatan Ayah:
1. Desa Pasir
2. Desa Jintung
3. Desa Srati
4. Desa Karangduwur
5. Desa Argopeni
6. Desa Kalipoh
7. Desa Ayah
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Rencana
No Strukifur SUERE Kawasan Keterangan
Wilayah
Kabupaten
7. Rencana jalan 1. Pada wilayah Kecamatan Petanahan Kecamatan Petanahan:
menuju kawasan 1. Desa Munggu
industri 2. Desa Karanggadung
8. Pengembangan a. peningkatan kualitas jalan usaha tani; dan
jalan desa b. rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan
perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten yang kewenangannya
ditetapkan melalui peraturan perundang undangan
9 Terminal a. Terminal Tipe A yang merupakan kewenangan pemerintah pusat | Terminal Bus Adikarso di Kecamatan Kebumen
penumpang
b. Terminal Tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi | Rencana di Kecamatan Petanahan sepanjang JILS
c. Terminal Tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah | Meliputi terminal di wilayah:
Kabupaten 1. Kecamatan Ayah;
2. Kecamatan Puring;
3. Kecamatan Ambal;
4. Kecamatan Karanggayam;
5. Kecamatan Prembun;
6. Kecamatan Kebumen;
7. Kecamatan Karangsambung; dan
8. Kecamatan Gombong yang juga dikembangkan untuk terminal
aglomerasi di Kawasan Barlingmascakeb
10 | Terminal barang Meliputi terminal di wilayah:
a. Kecamatan Rowokele;
b. Kecamatan Gombong; dan
c. Kecamatan Prembun
A2 | Sistem Jaringan Kereta Api
1 jaringan jalur a. jalur Selatan a. double track KA Jakarta/Bandung — Yogyakarta — Solo — Surabaya;
kereta api b. pengembangan jalan layang (flyover) atau jalan bawah tanah | b. di perlintasan rel Karanganyar dan Kutowinangun
(underpass)
2 Stasiun kereta api Meliputi:
a. Stasiun Prembun;
b. Stasiun Kutowinangun;
c. Stasiun Kebumen;
d. Stasiun Sruweng;
e. Stasiun Gombong;
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Rencana
Struktur Ruang

pendukung, meliputi:
1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga
listrik antarsistem;

No Wilayah Kawasan Keterangan
Kabupaten
f. Stasiun Soka;
g. Stasiun Ijo;
h. Stasiun Karanganyar;
i. Stasiun Wonosari.
Catatan: Stasiun Prembun dan Stasiun Gombong dikembangkan
sebagai stasiun terpadu yang melayani angkutan penumpang dan
barang
A3 | Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
berupa pengembangan armada angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan, meliputi:
a. Waduk Sempor di Kecamatan Sempor; dan
b. Waduk Wadaslitang Kecamatan Padureso.
B Rencana Sistem Jaringan Energi
B1 | jaringan a. rencana jaringan pipa BBM Rewulu — Teras — Pengapon, Cepu — | melalui Kecamatan Prembun — Kecamatan Buayan — Kecamatan
infrastruktur Rembang — Pengapon Semarang, Cilacap — DIY Kutowinangun — Kecamatan Kebumen — Kecamatan Pejagoan -
minyak dan gas Kecamatan Sruweng - Kecamatan Karanganyar — Kecamatan
bumi; Gombong — Kecamatan Rowokele;
b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh kecamatan.
B2 | Jaringan a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan |1. Kecamatan Padureso; dan Kecamatan Sempor
infrastruktur sarana pendukung, meliputi: 2. Kecamatan Padureso; Kecamatan Karanggayam; Kecamatan
ketenagalistrikan 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sadang Kecamatan Sempor; Kecamatan Buayan; dan Kecamatan
2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Rowokele
3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 3. Kecamatan Rowokele; Kecamatan Buayan; Kecamatan Sadang;
4. Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif Gas (PLTG) Rawa Kecamatan Karanggayam; Kecamatan Sempor; Kecamatan
5. pengembangan pembangkit listrik lainnya Poncowarno; Kecamatan Buluspesantren; Kecamatan
Kutawinangun; Kecamatan Ambal; dan Kecamatan Gombong.
4. Kecamatan Prembun; Kecamatan Kutowinangun; dan Kecamatan
Buluspesantren
b. Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana | 1la. Kecamatan Bonorowo; Kecamatan Mirit; Kecamatan Ambal;

Kecamatan
Kuwarasan;

Kecamatan Buluspesantren; Kecamatan Klirong;
Petanahan; Kecamatan Adimulyo; Kecamatan
Kecamatan Buayan; dan Kecamatan Rowokele

1b. Kecamatan Bonorowo; Kecamatan Mirit; Kecamatan Ambal;
Kecamatan Buluspesantren; Kecamatan Kutowinangun; Kecamatan
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Rencana
No Struvl\(,tiraryI;:ang Kawasan Keterangan
Kabupaten
a. rencana pengembangan jaringan Saluran Udara | Kebumen; Kecamatan Klirong; Kecamatan Petanahan; Kecamatan
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 | Sruweng; Kecamatan Gombong; Kecamatan Adimulyo; Kecamatan
(lima ratus) kVA, Kuwarasan; Kecamatan Buayan; dan Kecamatan Rowokele.
b. rencana pengembangan jaringan Saluran Udara | 3a. di Kecamatan Gombong
Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas paling | 3b. di Kecamatan Ambal
banyak 150 (seratus lima puluh) kVA
2. jaringan distribusi tenaga listrik; berupa Saluran Udara
Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas 1 (satu) kVA
yang ada di wilayah Kecamatan.
3. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
transmisi tenaga listrik, meliputi:
a. Gardu Induk 150 (seratus lima puluh) KV,
b. Gardu Induk 150 (seratus lima puluh) KV
C Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
C1 | Jaringan tetap berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat
optik yang melayani seluruh wilayah Kabupaten.
C2 | Jaringan bergerak |berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk
beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten
dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri
telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
D Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
D1 | sumber air a. air permukaan, meliputi: 1. Meliputi Daerah Irigasi (DI) Waduk Wadaslintang dan DI Waduk
1. Wilayah Sungai lintas kabupaten yang berada di wilayah Sempor
Kabupaten, 2. Meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ijo; DAS Telomoyo; DAS Luk
2. Wilayah Sungai (WS) di dalam Kabupaten Kebumen yaitu WS Ulo; dan DAS Wawar
Serayu — Bogowonto
b. Air tanah, meliputi: 1. Meliputi Kecamatan Buayan; dan sebagian Kecamatan Ayah
1. Cekungan Air Tanah (CAT) Banyumudal di bagian barat, 2. membentang dari barat ke timur di bagian selatan wilayah
2. CAT Kebumen — Purworejo Kabupaten hingga ke wilayah pesisir;
3. CAT Kroya 3. di Kecamatan Ayah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten
Cilacap.
D2 | Prasarana sumber |a. Sistem jaringan irigasi, meliputi: 1. DI Wadaslintang dan DI Sempor (Pusat) dengan luas lebih dari
air 1000 Ha
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Struktur Ruang
Wilayah
Kabupaten

No Kawasan

Keterangan

1. status daerah irigasi primer yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Pusat; meliputi:
a. DI lintas Kabupaten/Kota
b. DI utuh pada DI Sempor

2. status daerah irigasi sekunder yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Provinsi; berupa DI lintas
Kabupaten/Kota pada DI Buniayu.

3. status daerah irigasi tersier yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebanyak 283 (dua
ratus delapan puluh tiga) DI.

2. DI Serayu (Provinsi) yang berbatasan dengan Kabupaten
Banyumas

3. DI Kabupaten dengan luas dibawah 1000 Ha yang dominan
tersebar di Kebumen Utara dan Barat

b. Sistem pengendalian banjir, meliputi:

1. pengurangan risiko besaran banjir dilakukan dengan
membangun prasarana pengendali banjir dan prasarana
pengendali aliran permukaan;

2. pembangunan prasarana pengendali banjir, meliputi:

a. peningkatan kapasitas sungai, tanggul, pelimpah banjir
dan/atau pompa, bendungan; dan
b. perbaikan drainase perkotaan

3. pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan

dilakukan dengan membuat resapan air.

c. Jaringan air baku untuk air bersih berupa waduk, sungai, mata
air, dan jaringan air bawah tanah yang dialirkan ke pengolahan
air

d. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi:
1. kelompok pengguna sosial;
2. kelompok pengguna rumah tangga;
3. kelompok pengguna instansi pemerintah;
4. kelompok pengguna niaga; dan
5. kelompok pengguna industri.

E Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

El | sistem penyediaan |a. jaringan perpipaan, meliputi:
air minum (SPAM); 1. unit air baku meliputi sungai, mata air, bendung, saluran
irigasi, dan air bawah tanah di setiap kecamatan

SPAM regional Keburejo dan jaringan PDAM dan SPAM Perdesaan
(DAK/pamsimas)
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Kabupaten
2. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air
(IPA) beserta perangkat operasionalnya
3. unit distribusi meliputi pemompaan dan penyaluran
4. unit pelayanan meliputi peningkatan pelayanan SPAM tingkat
regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten
b. bukan jaringan perpipaan, meliputi:
1. sumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dan
air permukaan dengan pembuatan sumur
2. jaringan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan
E2 | Rencana sistem a. saluran pembuangan air limbah rumah tangga; 1. Diantaranya IPAL komunal Kutosari
pengelolaan air 1. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air | 2. IPAL individu di tersebar di perdesaan
limbah (SPAL) Limbah (IPAL) komunal tersebar di seluruh wilayah | 3. IPLT meliputi wilayah Desa Kaligending Kecamatan
perkotaan; Karangsambung; Desa Semali Kecamatan Sempor; Kecamatan Ayah;
2. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air | dan Kecamatan Mirit
Limbah (IPAL) on site atau individu tersebar di masing-
masing perumahan dan kawasan permukiman;
3. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolah
Lumpur Tinja (IPLT) minimal 100 (seratus) meter dari tepi
pantai dan harus terus berfungsi agar buangan yang dilepas
ke perairan pantai tidak merusak lingkungan
b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas
kesehatan meliputi :
1. setiap penanggung jawab industri wajib menyediakan IPAL
pada masing-masing kegiatan industri; dan
2. pengembangan IPAL komunal pada Kawasan Peruntukan
Industri (KPI).
E3 | Rencana sistem berupa pengembangan prasarana pengelolaan limbah bahan
pengelolaan limbah |berbahaya dan beracun (B3)
bahan berbahaya
dan beracun (B3)
E4 | Rencana sistem a. pengelolaan sampah skala rumah tangga; dilakukan dengan
jaringan menerapkan prinsip 3R yakni reduce, reuse, dan recycle.
persampahan
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No Strukt_ur SUERE Kawasan Keterangan
Wilayah
Kabupaten
b. Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (TPS3R) atau | b. tersebar di seluruh wilayah, diantaranya TPS3R kelurahan
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); berupa | Kebumen dan Desa Kembaran
peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS3R/ TPST yang tersebar
pada setiap kecamatan
c. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), meliputi: 1. meliputi: TPA Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung; dan
1. peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPA TPA Desa Semali Kecamatan Sempor;
2. pembangunan, pengembangan, dan peningkatan TPA 2. meliputi: Kecamatan Prembun; dan Kecamatan Petanahan
E5 | Rencana sistem a. Jalur evakuasi bencana, meliputi: 1. meliputi wilayah Kecamatan Buayan; Puring; Petanahan;
jaringan evakuasi 1. jalur evakuasi bencana tsunami melalui ruas jalan Kabupaten Buluspesantren; Ambal; Mirit; Ayah; dan Klirong.
bencana menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas terdekat yang dapat | 2. meliputi wilayah Kecamatan Puring; Bonorowo; Alian; Kebumen;
digunakan sebagai ruang evakuasi bencana tsunami Sruweng; Adimulyo; Kuwarasan; Rowokele; Sempor; Gombong;
2. jalur evakuasi bencana banjir melalui ruas jalan Kabupaten Karanganyar; Karanggayam; Karangsambung; sebagian Buayan
menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas terdekat yang dapat dan Ayah.
digunakan sebagai ruang evakuasi bencana banjir 3. Meliputi sebagian wilayah Kecamatan Ayah; Buayan; Alian;
3. jalur evakuasi bencana longsor Poncowarno; Kebumen; Pejagoan; Sruweng; Rowokele; Sempor;
Karanganyar; Karanggyam;  Padureso;  Sadang; dan
Karangsambung.
b. Ruang evakuasi bencana, meliputi:
1. mempertimbangkan  kawasan  permukiman,  potensi
penyelamatan korban, optimalisasi jarak tempuh ke ruang
evakuasi dan pemasangan rambu-rambu penanda petunjuk
rute jalur evakuasi
2. dalam bentuk ruang terbuka berupa lapangan, halaman
sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan
sarana dan prasarana pendukung evakuasi.
E6 | Rencana sistem a. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase
jaringan drainase primer pada sungai utama
b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase
sekunder dan tersier
c. pengembangan embung di masing-masing wilayah kecamatan

Sumber: Bappeda, data diolah 2021
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Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari rencana Kawasan
peruntukan lindung dan rencana kawasan peruntukan budidaya. Rencana
pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan konservasi;
kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana; kawasan cagar budaya; dan kawasan
ekosistem mangrove. Adapun rencana kawasan peruntukan budidaya meliputi:

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan hutan rakyat;

c. kawasan pertanian;

d. kawasan perikanan;

e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukan industri;

g. kawasan pariwisata;

h. kawasan permukiman; dan

i. kawasan pertahanan dan keamanan.

PO T AR
BET RN ARA TR LA WA ey
BABLEATIN RS .
Ahbas 204 e
FOTA SENCANA FOLA ROANG
EABUPATEN RIDUNEN

-
—_

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019
Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

Ringkasan rencana pola ruang Kabupaten Kebumen ditampilkan dalam tabel berikut
ini.
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Tabel 2.9
Ringkasan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

Rencana Pola Ruang Wilayah

2 Kabupaten

Kawasan Keterangan

A Kawasan peruntukan lindung
Al Kawasan yang Memberikan |a. Kawasan hutan lindung Mengacu Peta Hutan Lindung Kementerian LHK,
Perlindungan terhadap Kawasan meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Ayah;
Bawahannya Sruweng; Pejagoan; Rowokele; Karanggayam;
Sempor; dan Karangsambung

b. Kawasan resapan air meliputi sebagian wilayah di:
Kecamatan Sadang;

Rowokele; Sempor;

Ayah; Karangsambung;

Padureso; Buayan; Poncowarno; Alian;
Gombong; Karanganyar;

Kebumen; Pejagoan;

Puring; dan Sruweng.

A2 Kawasan Perlindungan Setempat a. Sempadan pantai, berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

b. Sempadan sungai, dibagi dengan aturan:
1. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan

a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga)
meter;

b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan
20 (dua puluh) meter; dan

c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
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Rencana Pola Ruang Wilayah
Kabupaten

Kawasan

Keterangan

2. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan
a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar
dari 500 (lima ratus) km2 di mana garis sempadan sungai
besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan
paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari
atau sama dengan 500 (lima ratus) km2 di mana garis
sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter
dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
3. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan,
ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki
tanggul sepanjang alur sungai.
4, garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan,
ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar
kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Kawasan sekitar danau atau waduk berupa daratan dengan jarak 50
(lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik
pasang air waduk tertinggi dan/atau daratan sepanjang tepian waduk
yang lebar proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk

Meliputi

1. kawasan sabuk hijau sepanjang perairan di Waduk
Wadaslintang Kecamatan Padureso; dan

2. kawasan sabuk hijau sepanjang perairan di Waduk
Sempor Kecamatan Sempor.

Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal

meliputi:

a. Situs Makam Mbah Lancing di Desa Tlogodepok
Kecamatan Mirit

b. Situs Makam Syeh Alkahfi Somalangu di Desa
Sumberadi Kecamatan Kebumen;

c. Situs Makam Mbah Untung Suropati di Desa
Clapar Kecamatan Karanggayam;

d. Situs Makam Mbah Agung di Desa Kajoran
Kecamatan Karanggayam,;

e. Situs Makam Mbah Pako di Desa Wonotirto
Kecamatan Karanggayam;
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Rencana Pola Ruang Wilayah

No Kabupaten Kawasan Keterangan
f. Situs Makam Mbah Pagerjawa di Desa Kalibening
Kecamatan Karanggayam;
g. Pesanggrahan Bulupitu di Desa Tunjungseto
Kecamatan Kutowinangun;
h. Pesanggrahan Pandan Kuning di Desa
Karanggadung Kecamatan Petanahan; dan
i. Pesanggrahan Karangbolong di Desa
Karangbolong Kecamatan Buayan.
A3 Kawasan Konservasi berupa kawasan konservasi perairan meliputi:
a. sekitar muara Sungai Ijo;
b. sekitar muara Sungai Telomoyo;
c. sekitar muara Sungai Luk Ulo;
d. sekitar muara Sungai Wawar; dan
e. gumuk pasir di sekitar Kecamatan Mirit, Ambal,
Buluspesantren, Klirong, Petanahan, dan Puring
A4 Kawasan Lindung Geologi a. Kawasan cagar alam geologi, meliputi: Mengacu Peta Geologi dan Karst dari Kementerian
1. Kawasan keunikan batuan dan fosil, berupa Kawasan Cagar Alam | ESDM
Geologi (KCAG) Karangsambung 1. meliputi sebagian wilayah di Kecamatan
2. Kawasan keunikan bentang alam, berupa Kawasan Bentang Alam Karangsambung; Karanggayam; Sadang;
Karst (KBAK)Gombong Pejagoan; dan Alian.

2. Meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Ayah;
Buayan; dan Rowokele.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

1. Kawasan imbuhan air tanah, meliputi: 1a. meliputi wilayah di sebagian Kecamatan Padureso,
a. Cekungan Air Tanah (CAT) Kebumen — Purworejo sebagian Prembun, Bonorowo, sebagian
b. CAT Banyumudal; dan Kutowinangun, sebagian Poncowarno, Ambal,
c. CAT Kroya sebagian Kebumen, sebagian Alian, Buluspesantren,

Klirong, sebagian Pejagoan, sebagian Sruweng,

2. Sempadan mata air, diukur mengelilingi mata air paling sedikit | Petanahan, sebagian Karanganyar, Adimulyo, Puring,
200 (dua ratus) meter dari pusat mata air sebagian Gombong, sebagian Sempor, sebagian

Rowokele, Kuwarasan, dan sebagian Buayan

1b. meliputi sebagian Kecamatan Buayan, sebagian

Rowokele, dan sebagian Ayah

1lc. meliputi sebagian Kecamatan Rowokele dan

sebagian Ayah
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Kabupaten
A5 Kawasan Rawan Bencana a. Kawasan rawan tsunami Meliputi sebagian wilayah selatan dari Kecamatan
Buayan; Puring; Petanahan; Buluspesantren; Ambal;
Mirit; Ayah; dan Klirong.
b. Kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor Meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Rowokele;
Sempor; Karanggayam; Karangsambung; Pejagoan;
Sruweng; Sadang; Alian; Padureso; Karanganyar;
Buayan; Ayah; Poncowarno; dan Kebumen.
c. Kawasan sempadan patahan aktif pada kawasan rawan bencana | Meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Sadang;
gempa bumi Karanggayam; Rowokele; Sempor; Buayan; dan Ayah.
A6 Kawasan Cagar Budaya meliputi:
a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan
Gombong;
b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
c. Masjid Soko Tunggal di Desa PekuncenKecamatan Sempor;
d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen;
dan
€. Goa Menganti di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah.
A7 Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi: a. meliputi kawasan pesisir selatan di Kecamatan
a. pengembangan pantai berhutan mangrove di kawasan pesisir Ayah; Puring; Klirong; dan Petanahan
b. pengembangan ekosistem mangrove di muara Sungai Wawar b. di kawasan pesisir selatan Kecamatan Mirit
c. pengembangan ekosistem mangrove di muara Sungai Luk Ulo c. di kawasan pesisir Kecamatan Klirong
d. pelestarian mangrove di kawasan laguna d. di kawasan pesisir Kecamatan Puring
B Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya
B1 Kawasan Hutan Produksi a. Kawasan hutan produksi tetap Meliputi sebagian wilayah di:
a. Kecamatan Buayan
b. Karanggayam;
c. Padureso;
d. Sempor;
e. Alian;
f.  Karangsambung; dan
g. Sadang.
b. Kawasan hutan produksi terbatas meliputi sebagian wilayah di:
a. Kecamatan Ayah;
b. Buayan;
C. Pejagoan;
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Karanganyar;
Rowokele;
Karanggayam;
Padureso;
Sempor;
Karangsambung;
Sadang; dan

. Karanggayam.

AT @M o

B2

Kawasan Hutan Rakyat

Tersebar di seluruh kecamatan, berupa tanah hak
milik yang ditanami tanaman keras dan buah-buahan

B3

Kawasan Pertanian

Kawasan tanaman pangan, berupa lahan pertanian lahan basah dan
lahan kering yang lokasinya tersebar di masing-masing wilayah
seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen

Terutama pada lahan sawah yang terlayani waduk
wadaslintang dan sempor serta irigasi teknis
kabupaten yang baik

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, berupa kawasan tanaman
pangan

Diprioritaskan pada lahan sawah produktivitas tinggi,
terlayani irigasi teknis dengan baik dan disepakati oleh
pemilik lahan

B4

Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan tangkap, meliputi:

1. Kawasan perikanan tangkap di laut meliputi seluruh wilayah
pengelolaan perairan Republik Indonesia.

2. Kawasan perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan meliputi
Seluruh Perairan Umum Daratan di Kabupaten Kebumen.

Kawasan perikanan budidaya, meliputi:

1. kawasan perikanan budidaya air laut;

2. kawasan perikanan budidaya air payau; dan
3. kawasan perikanan budidaya air tawar.

1. meliputi seluruh wilayah laut Kabupaten Kebumen

2. meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Ayah;
Buayan; Puring; Petanahan; Klirong;
Buluspesantren; Ambal; dan Mirit.

3. meliputi sebagian wilayah pada seluruh kecamatan
di Kabupaten Kebumen

Pelabuhan perikanan, meliputi:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

3. Pangkalan Pendaratan Ikan Non Kelas (PPI Non Kelas)

1. PPP Lohgending di Kecamatan Ayah.
2. Meliputi
a. PPI Karangduwur di Kecamatan Ayah;
b. PPI Pasir di Kecamatan Ayah;
¢. PPI Tanggulangin di Kecamatan Klirong.
d. Meliputi:
a. PPI Argopeni di Kecamatan Ayah;
b. PPI Rowo di Kecamatan Mirit;
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No Rencana Pola Ruang Wilayah Kawasan Keterangan
Kabupaten
c. PPI Tegalretno di Kecamatan Petanahan;
d. PPI Tambakmulyo di Kecamatan Puring;
e. PPI Surorejan di Kecamatan Puring;
f. PPI Lembupurwo di Kecamatan Mirit;
g. PPI Sidoharjo di Kecamatan Puring.
d. Kawasan perikanan lainnya meliputi:
a. Kawasan Pengembangan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR); dan
b. Industri Pengolahan dan Pemasaran Ikan.
B5 Kawasan Pertambangan dan Energi |a. Kawasan pertambangan mineral, meliputi: Mengacu Peta Potensi Tambang Jawa Bali
1. mineral logam; Kementerian ESDM, meliputi sebagian wilayah di:
2. mineral bukan logam; a. Kecamatan Ayah;
3. batuan; b. Alian;
c. Buayan;
d. Karanggayam;
e. Karangsambung;
f. Klirong;
g. Padureso;
h. Pejagoan;
i. Poncowarno;
j. Rowokele;
k. Sadang;
.  Sempor; dan
m. Sruweng.
b. Kawasan pertambangan batubara Meliputi sebagian wilayah di:
a. Kecamatan Ayah; dan
b. Kecamatan Buayan.
c. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi Dengan potensi berada di seluruh wilayah Kabupaten.
B6 Kawasan Peruntukan Industri a. Kawasan peruntukan industri Meliputi sebagian wilayah di:
a. Kecamatan Ambal;
b. Kecamatan Buluspesantren;
c. Kecamatan Gombong;
d. Kecamatan Karanganyar;
e. Kecamatan Kebumen;
f. Kecamatan Klirong;
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No Rencana Pola Ruang Wilayah Kawasan Keterangan
Kabupaten
g. Kecamatan Kuwarasan;
h. Kecamatan Pejagoan;
i. Kecamatan Petanahan;
j. Kecamatan Puring;
k. Kecamatan Sempor

b. Kawasan industri berada di dalam kawasan peruntukan industri;

C. Sentra industri kecil dan menengah berupa pengembangan sentra industri kecil dan
menengah (IKM) dikembangkan di seluruh
kecamatan.

B7 Kawasan Pariwisata a. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), meliputi: Mengacu Perda Rencana Induk Kepariwisataan
1. DPK Karst Gombong dan sekitarnya 1a. meliputi Gua Jatijajar, Gua Petruk, Gua Barat; dan
a. KSPK Karst Gombong dan sekitarnya, 1b. meliputi Waduk Sempor dan Benteng Van Der
b. KSPK Gombong — Sempor dan sekitarnya Wijck.
2. DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya, meliputi: 2a. meliputi sebagian wilayah  Kecamatan
a. KSPK Karangsambung dan sekitarnya, Karanggayam, Karanganyar,Karangsambung,
b. KSPK Kebumen — Prembun dan sekitarnya Pejagoan, Sruweng, dan Sadang; dan
3. DPK Pantai Selatan dan sekitarnya, meliputi: 2b. meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kebumen,
a. KSPK Puring — Petanahan dan sekitarnya Kutowinangun, Prembun, Alian, Padureso, dan
b. KPPK Klirong — Mirit dan sekitarnya, Poncowarno
3a. meliputi sebagian wilayah Kecamatan Puring,
Petanahan, dan Adimulyo;
3b. meliputi sebagian wilayah Kecamatan Klirong,
Buluspesantren, Ambal, Mirit, dan Bonorowo.
b. Pembangunan daya tarik wisata meliputi:
a. daya tarik wisata alam;
b. daya tarik wisata budaya;
C. daya tarik wisata hasil buatan manusia
B8 Kawasan Permukiman a. Permukiman perkotaan, berada di masing-masing kawasan | Meliputi:
perkotaan 1. Kawasan Perkotaan Kebumen di sebagian besar
wilayah tengah-barat Kecamatan Kebumen,
sebagian kecil selatan Kecamatan Alian, sebagian
selatan Kecamatan Pejagoan, sebagian kecil utara
Kecamatan Klirong dan Buluspesantren, sebagian
kecil timur Kecamatan Sruweng
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No Rencana Pola Ruang Wilayah Kawasan Keterangan
Kabupaten
2. Kawasan perkotaan Gombong di sebagian besar
wilayah tengah Kecamatan Gombong, sebagian
utara Kecamatan Kuwarasan dan Buayan,
sebagain selatan Kecamatan Sempor dan
Rowokele
3. Kawasan Perkotaan Karanganyar di sebagian
wilayah tengah sekitar pusat Kecamatan
Karanganyar
4. Kawasan Perkotaan Kutowinangun di sebagian
wilayah selatan sekitar pusat Kecamatan
Kutowinangun dan sebagian kecil utara
Kecamatan Ambal
5. Kawasan Perkotaan Prembun di sebagian wilayah
sekitar pusat Kecamatan Prembun
6. Kawasan Perkotaan Petanahan di sebagian
wilayah sekitar pusat Kecamatan Petanahan
b. Permukiman perdesaan, tersebar di luar kawasan permukiman
perkotaan
B9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan | meliputi: Sesuai Perda 23/2012 tentang RTRW dan ketentuan
a. Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen dari Pusat
b. Komando Rayon Militer; g. Meliputi sebagian wilayah selatan di Kecamatan
c. Polisi Resor; Mirit; Kecamatan Ambal; dan Kecamatan
d. Polisi Sektor; Bulupesantren
e. Sekolah Calon Tamtama;
f. Detasemen Kesehatan TNI;
g. Daerah latihan dan uji coba TNI;
h. Pos TNI Angkatan Laut.

Sumber: Bappeda, data diolah 2021
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Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019
Gambar 2.10
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen

Kawasan Strategis adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan. Kawasan strategis di wilayah
kabupaten meliputi: Kawasan Strategis Nasional; Kawasan Strategis Provinsi; dan
Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional di wilayah kabupaten meliputi:
Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan; Kawasan
Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan
Strategis Provinsi meliputi: Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari
sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan Kawasan Cagar Alam Geologi
Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau
teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi: Kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi; Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau
teknologi.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,
meliputi:

a. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun — Kutowinangun — Kebumen —Sruweng —
Karanganyar — Gombong; yaitu kawasan perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan
kawasan lainnya

b. Kawasan pesisir Ayah; yaitu kawasan yang memiliki potensi menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi baru di sektor perikanan dan pariwisata
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c. Kawasan Petanahan dan Kawasan Peruntukan Industri; yaitu kawasan yang memiliki
potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor perindustrian,
perdagangan dan jasa

d. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di seluruh kecamatan; yaitu kawasan
pertanian yang produktivitas padinya tinggi dan saluran irigasi teknisnya baik

e. Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit; yaitu kawasan yang memiliki potensi
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor pertanian/agrobisnis

f. Kawasan industri genteng Pejagoan; yaitu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di
sektor industri genteng

g. Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan: yaitu
kawasan pusat pelestarian ekosistem burung lawet

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yaitu
Kawasan yang memiliki situs warisan peninggalan sosial dan budaya bernilai sejarah
tinggi, meliputi:

a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;

c. Masjid Soko Tunggal di Desa Pekuncen Kecamatan Sempor; dan

d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup, yaitu kawasan yang berfungsi untuk melindungi lingkungan hidup dan
kawasan lain disekitarnya, meliputi:

a. Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo;
b. Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang;

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumberdaya alam dan teknologi, yaitu kawasan yang ditata kelola dengan teknologi yang
berfungsi untuk melayani sumber daya alam (air, tanah dan udara) mendukung
perekonomian/pertanian, meliputi:

a. Kawasan Waduk Sempor; dan
b. Kawasan Waduk Wadaslintang.

2) Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong

Pada tahun 2018, Geopark Karangsambung-Karangbolong telah ditetapkan
menjadi Geopark Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 070/179
Tahun 2018 tanggal 3 April 2018 tentang Delineasi Kawasan Geopark di Kabupaten
Kebumen yang selanjutnya diperkuat dengan Berita Acara Hasil Penilaian Kenaikan Status
Geopark Nasional 2018 tanggal 29 November 2018. Penetapan Kawasan Geopark
bertujuan untuk mewujudkan pelestarian warisan geologi (geo-heritage),
keanekaragaman hayati (bio-diversity) dan keragaman budaya (cultural diversity) yang
dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku
Kepentingan melalui tiga pilar melalui konservasi, edukasi dan pembangunan
perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan ditetapkan menjadi
Geopark Nasional, maka keberadaan kekayaan geologi yang didukung keragaman hayati
dan budaya di Kebumen diakui di taraf nasional. Hal ini juga sebagai wujud komitmen
Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi,
edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.
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Penetapan ini sangat strategis, sebagai lokomotif perekonomian Kabupaten
Kebumen yang berbasiskan potensi lokal. Untuk itu perlu dukungan kebijakan anggaran
untuk fokus pada pengembangan kawasan Geopark dari berbagai aspek.

Di wilayah utara, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan yang telah menjadi
rujukan bagi para geolog yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Sementara
di wilayah selatan, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan karst Gombong selatan
dengan topografi pegunungan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
Keindahan alam yang ada di kawasan karst ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga
kawasan ini lekat dengan wisata alam goa, bukit, dan pantai.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung memiliki 30 lokasi bentukan geologi
(geodiversity) yang terdiri dari 28 situs batuan dan 2 situs mata air panas. Kawasan ini
merupakan laboratorium alam dan monumen geologi karena menghadirkan variasi
struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif tidak luas. Nilai ilmiahnya bertambah
penting setelah lahir teori tektonik lempeng, karena menurut para ahli geologi daerah ini
pernah menjadi batas lempeng konvergen berupa jalur subduksi pada Jaman Kapur yang
berlanjut hingga Pegunungan Meratus, Kalimantan. Batuan-batuan hasil tumbukan
tersebut kini terangkat ke permukaan dan dapat diamati dalam kondisi yang relatif segar.
Oleh karena penting untuk terus melindungi batuan-batuan langka yang terdapat di
Karangsambung dari kerusakan akibat aktivitas penambangan.

Sementara itu, Kawasan Bentang Alam Karst Gombong merupakan sebuah
rangkaian pegunungan atau perbukitan karst yang berada di barat daya Kebumen yang
mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, dan Rowokele. Kawasan ini
memiliki luas 4.894 hektar dengan panjang perbukitan kapur 8 km dan lebar 3 km serta
memiliki 182 gua, 2 telaga karst, sungai bawah tanah, ponor, air terjun, dan mata air.

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark adalah untuk
menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut
akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu
kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep geopark mengupayakan
suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari
eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya
Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah
gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.
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Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.11
Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong

3) Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri Kebumen (KIK) termasuk program prioritas nasional dalam
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi
Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo -
Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang. KIK
diproyeksikan sebagai pendukung Kawasan Super Prioritas Nasional Kawasan Industri
Brebes, dengan visi: Kawasan Industri Kabupaten Kebumen sebagai Kawasan Industri
Berbasis Eco-Industrial Park yang Didukung Unit Bisnis Strategis, Berkesinambungan dan
Berwawasan Lingkungan. Lahan awal untuk pengembangan Kawasan Industri Kebumen
berupa tanah yang telah dimiliki Pemkab seluas 105 hektar, dengan tutupan lahan
pertanian lahan kering (tegalan) yang kurang produktif. Lahan berada dekat laut,
sehingga memerlukan rencana mitigasi bencana, jalur evakuasi bencana, alat early
warning system, tempat evakuasi bencana dan daerah penyangga hijau. Hal ini didukung
oleh Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

KIK direncanakan didalam Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kebumen
yang terdapat di Kecamatan Petanahan dan Klirong, dengan pertimbangan:

a. Terletak di Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa (jalur prioritas dengan fasilitas lengkap),
sehingga memudahkan akses dan mobilitas barang dan jasa; dan
b. Tidak jauh dari pusat Kota Kebumen (15-20 km).

Diharapkan kawasan peruntukan industri ini mampu menarik investor sehingga
dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menampung lebih banyak tenaga
kerja di wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam rangka mewujudkan Kawasan Industri,
Pemkab perlu membangun fasilitas infrastruktur dasar dan sarana penunjang, serta
penguatan kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Industri melalui BUMD atau KPBU

RPIMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 1I-38



atau skema kerjasama bisnis lainnya. Adanya KIK diharapkan dapat mendukung

pertumbuhan Kawasan perdesaan yang ada di sekitarnya.

_,./{\_\ | o ‘ sgd

AT
77 2
RN
3! — <

0 15 3

PURBALINGGA AN = "N
i
BANJARNEGARA ) A
/’\ H
92: b-)

)

v

= S 3 S _ 3 !)\_ ; Batas Administratif
or ¥ r}:‘i’;am?ﬁ'n"(- /"'{./ ,:/ (N —.— Balas Desa
I . il f ( V4 I { , 4 —m Batas Kecamatan
] (’ p \.)\J—7j— 9 a@_@‘gs‘ﬁnbung\ < ceamate
{- ) W S AL ; o 3 == Batas Kabupaten/Kota

Delineasi Kawasan Peruntukan
- Industri Petanahan

Garis Pantai

Jaringan Jalan
i === Jalan Nasional

Jalan Provinsi

—mm— Rel Kereta Api

PURWOREJO

Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019
Gambar 2.12

Peta Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Petanahan

dan Kecamatan Klirong

OBJEK WISATA
PANTAI PETANAHAN

RENCANA
KAWASAN INDUSTRI

v “ _TiMUR
~ Sumber: BED KIK Kemenperin, 2018

Gambar 2.13
Foto Drone Eksisting Kawasan Peruntukan Industri
di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong
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2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten
Kebumen menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi mengalami
peristiwva yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis.

Tabel 2.10
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun
2018-2020
Jenis Jumlah Kerusakan Kerugian Meninggal Luka I_.uka Pengungsi
= Bencana kejadian (Rp) (Rp) (orang) el ol (orang)
(orang) | (orang)
TAHUN 2018
Tanah 1.200.250.00
1 Longsor 211 0 220.200.000 0 0 0 0
2 Gempa Bumi 1 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0
3 Banjir 53 32.100.000 26.100.000 0 0 0 0
4 Angin 248 299.390.000 173.987.500 0 0 0 0
Kebakaran
5 | Hutan dan 57 | 18196000 | 212 400.000 0 0 0 0
Lahan
6 Tsunami 0 0 0 0 0 0 0
Kekeringan
7 (titik) 64 0 0 0 0 0 0
Dropping air
8 bersih 1698 0 0 0 0 0 0
(tangki)
TAHUN 2019
1 Tanah % 1.430.440.00 0 0 0 0 0
Longsor 0
2 Gempa Bumi 0 0 0 0 0 0
3 | Banjir 2 o | +626:20008 0 0 0 3311
4 Angin 73 0 175.900.000 0 0 0 0
Kebakaran
5 Hutan dan 4 117.000.000 2.000.000 0 0 0 0
Lahan
6 Tsunami 0 0 0 0 0 0 0
Kekeringan
7 (titik) 2391 0 0 0 0 0 0
Dropping air
8 bersih 2391 0 0 0 0 0 0
(tangki)
TAHUN 2020
Tanah 4.686.850.00 | 3.890.125.00
1 Longsor 144 0 0 0 1 0 114
2 Gempa Bumi 0 0 0 0 0 0 0
3 Banjir 37 2.569.200.08 3.100.750.08 0 0 0 2353
4 Angin 96 234.100.000 108.030.000 0 0 0 0
Kebakaran
5 Hutan dan 0 0 0 0 0 0 0
Lahan
6 Tsunami 0 0 0 0 0 0 0
Kekeringan
7 (titik) 376 0 0 0 0 0 0
Dropping air
8 bersih 2360 0 0 0 0 0 0
(tangki)

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2021

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kebumen selama
tahun 2018-2020 mengakibatkan kerugian. Pada musim hujan bencana yang sering
terjadi adalah banjir di daerah cekungan dan tanah longsor di daerah pegunungan.
Namun demikian jumlah titik kekeringan cukup tinggi pada saat musim kemarau. Salah
satu upaya pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan adalah dengan droping air
bersih pada titik-titik kekeringan.
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Tabel 2.11

Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen
No Rawan Bencana Lokasi
1 Rawan Angin Ribut Sebagian wilayah Kecamatan Ambal, Kebumen,
Kutowinangun, Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo,
Pejagoan dan sebagian kecil Kecamatan Gombong.
2 Rawan Banijir Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Gombong,
Karanganyar, Puring, Kuwarasan, Buayan, Adimulyo,
Sruweng, Petanahan, Klirong, Kebumen, Buluspesantren,
Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo,
Poncowarno, dan Padureso

3 Rawan Gempa Sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung, Alian,
Sadang, Karanggayam, Sempor, dan Rowokele.

4 Rawan Kekeringan Sebagian wilayah Kecamatan Padureso, Poncowarno,
Alian, Pejagoan dan Karanggayam

5 Rawan Tsunami Sebagian wilayah Kecamatan Mirit, Ambal,

Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, dan Ayah.

6 Rawan Tanah Longsor | Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor,
Gombong, Karanganyar, Buayan, Sruweng,
Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsambung, Sadang,
Padureso dan Poncowarno.

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2019

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Kebumen tersebar di daerah dataran
rendah di wilayah selatan, dari Kecamatan Ayah sampai dengan Mirit. Sungai besar di
Kebumen timur yang rawan banjir adalah Sungai Telomoyo di daerah Adimulyo,
Kuwarasan dan Puring. Di daerah Kebumen tengah, sungai yang rawan banjir adalah
Sungai Kedungbener yang melintasi Kecamatan Kebumen dan Buluspesantren. Adapun
di daerah Kebumen timur sungai yang rawan banjir adalah Sungai Gentan di daerah
Kecamatan Prembun, Mirit, dan Bonorowo.
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Sumber: Website Satu Peta BIG, Bappeda 2019
Gambar 2.14
Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen
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Kawasan rawan bencana angin ribut, tersebar di Sebagian wilayah Kecamatan
Ambal, Kebumen, Kutowinangun, Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo, Pejagoan dan
sebagian kecil Kecamatan Gombong. Angin ribut dapat mengakibatkan pohon tumbang,
gangguan lalu-lintas dan aktivitas nelayan. Kejadian angin ribut disertai ombak besar di
pesisir pantai selatan pernah terjadi tahun 2017, 2018 dan 2019 berakibat rusaknya objek
wisata pantai dan ditutupnya pelabuhan pendaratan nelayan.

Kawasan rawan bencana kekeringan tersebar merata terutama di daerah
pegunungan. Kawasan rawan bencana longsor banyak terdapat di wilayah Kebumen
utara terutama di daerah pegunungan dengan kemiringan tinggi, yaitu Sebagian wilayah
Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Buayan, Sruweng,
Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsambung, Sadang, Padureso dan Poncowarno.
Kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Kebumen membentang sepanjang pesisir
pantai selatan, dengan jarak 3 km dari garis pantai. Antisipasi yang dilakukan salah
satunya dengan pembangunan alat deteksi dini sepanjang pantai dan pembentukan Desa
Tangguh Bencana tsunami.

Kekeringan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti iklim (pemanasan global),
kerusakan lahan, tutupan vegetasi ataupun faktor perilaku manusia. Faktor iklim menjadi
variabel yang sangat berpengaruh pada sektor pertanian, baik tanaman pangan,
hortikultura maupun perkebunan. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020
jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan semakin menurun. Hal ini akan berpengaruh
secara langsung terhadap produksi dan produktivitas pertanian. Adanya perubahan dan
anomali iklim yang tidak menentu tentu saja akan memengaruhi turunnya produksi
pertanian.

Tabel 2.12
Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen
Tahun 2020
No Jenis Jumlah Satuan
1 EWS Tsunami 17 titik
2 EWS Longsor 4 titik
3 EWS Banijir 3 titik
4 Detektor Gempa BMKG 1 Unit
Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2020
Tabel 2.13
Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Pembentukan | Dropping . Reh_ab
. Evakuasi Rehab Rekon Tebing
No | Tahun T e A|r_ Bencana | Jalan/Jembatan Sungai
angguh Bersih keiadi P Bencan p
Bencana (tangki) (kejadian) asca Bencana asca
Bencana
1 |2016 9 0 139 7 Paket 7 Paket
2 | 2017 4 1060 537 1 Paket 1 Paket
3 12018 8 1698 475 2 Paket 2 Paket
4 | 2019 24 2452 337 1 Paket 2 Paket
5 12020 10 34 744 1 Paket 5 Paket

Sumber : BPBD 2020

Kejadian bencana kekeringan paling banyak terjadi di tahun 2018 dan 2019, salah
satunya ditangani dengan bantuan droping air bersih. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi
bencana non alam pandemi covid-19. Hingga 31 Desember 2020, kasus terkonfirmasi
Covid-19 di Kabupaten Kebumen tercatat 4.247 orang. Dari sejumlah kasus terkonfirmasi
tersebut, dirawat 200, dirujuk 8, isolasi 427, meninggal dunia 141 dan sembuh 3463.
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Satuan Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten
Kebumen diantaranya:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melanjutkan penerapan kebijakan dan tata laksana penanganan Covid-19 Kabupaten
Kebumen hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Berbagai pendekatan sosialisasi ke masyarakat termasuk melibatkan tokoh
masyarakat, tokoh agama, TNI dan Polri.

Menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dan menangani perkembangan
kasus covid-19 di Kabupaten Kebumen.

Pelaksanaan bantuan masker, penyemprotan disenfektan, tes rapid massal, vaksin
massal, pembangunan RS Darurat Kebumen, pembangunan laboratorium uji swab di
Labkesda

Penerimaan dan penyaluran bantuan logistik dan sembako oleh tim satuan tugas dan
organisasi kemasyarakatan.

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam hal penerapan protokol
pencegahan Covid-19 dilakukan Operasi Yustisi Penegakan Perbup No. 68 tahun 2020
tentang Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Kebumen. Personil terdiri dari
unsur Satpol PP, TNI, Polri, Linmas.

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan

pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan
mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan
diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci Desa
Tangguh Bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko
bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan
masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem
kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana. Perkembangan pembentukan Desa Tangguh Bencana di
Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Tabel 2.14
Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Tahun Desay';zn;gc?ig:ﬁirll(cana Tema Desa Tangguh
1 2016 9 Banijir, tsunami, longsor
2 2017 4 Tsunami
3 2018 8 Tsunami, longsor, banjir
4 2019 24 Tsunami, longsor, banjir, air
bersih
5 2020 10 Longsor, Banjir
Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2020
Tabel 2.15
Daftar Desa Tangguh Bencana Tahun 2016-2020
Tahun
Pembentukan
Dan Sumber Tema Desa
No Kecamatan Desa Dana Tangguh
APBD | APBD | Dencana
Kab. Prov.
1 | Kec. Sempor Ds. Kenteng 0 2016 | Longsor
2 | Kec. Sempor Ds. Sampang 0 2016 | Longsor
3 Kec. Sempor Ds. Donorojo 0 2016 | Longsor
4 | Kec. Ambal Ds. Kaibon Petangkuran 2016 0 | Tsunami

s
RS

b
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Tahun
Pembentukan
Dan Sumber Tema Desa

No Kecamatan Desa Dana Tangguh

APBD | APBD | Dencana

Kab. Prov.
5 Kec. Mirit Ds. Lembupurwo 2016 0 | Tsunami
6 | Kec. Bonorowo Ds. Pujodadi 2016 0 | Banjir
7 | Kec. Adimulyo Ds. Adimulyo 2016 0 | Banjir
8 | Kec. Karanggayam Ds. Karanggayam 2016 0 | Longsor
9 | Kec. Sempor Ds. Kenteng 2016 0 | Longsor
10 | Kec. Petanahan Ds. Karangrejo 2017 0 | Tsunami
11 | Kec. Petanahan Ds. Tegalretno 2017 0 | Tsunami
12 | Kec. Klirong Ds. Jogosimo 2017 0 | Tsunami
13 | Kec. Ambal Ds. Kenoyojayan 2017 0 | Tsunami
14 | Kec. Ayah Ds. Karangduwur 2018 0 | Tsunami
15 | Kec. Ayah Ds. Pasir 2018 0 | Tsunami
16 | Kec. Ambal Ds. Entak 2018 0 | Tsunami
17 | Kec. Mirit Ds. Tlogodepaok 2018 0 | Tsunami
18 | Kec. Poncowarno Ds. Blater 2018 0 | Longsor
19 | Kec. Karanggayam Ds. Kalirejo 2018 0 | Longsor
20 | Kec. Sadang Ds. Seboro 2018 0 | Longsor

Kec.

21 | Karangsambung Ds. Karangsambung 2018 0 | Banjir
22 | Kec. Ayah Ds. Argopeni 2019 0 | Banjir
23 | Kec. Ayah Ds. Candirenggo 2019 0 | Banjir
24 | Kec. Buayan Ds. Karangbolong 2019 0 | Tsunami
25 | Kec. Buayan Ds. Jladri 2019 0 | Tsunami
26 | Kec. Puring Ds. Surorejan 2019 0 | Tsunami
27 | Kec. Puring Ds. Waluyorejo 2019 0 | Tsunami
28 | Kec. Puring Ds. Sidoharjo 2019 0 | Tsunami
29 | Kec. Puring Ds. Bumirejo 2019 0 | Banjir
30 | Kec. Puring Ds. Tambakmulyo 2019 0 | Tsunami
31 | Kec. Buluspesantren | Ds. Ayam Putih 2019 0 | Tsunami
32 | Kec. Buluspesantren | Ds. Brecong 2019 0 | Tsunami
33 | Kec. Ambal Ds. Sumberjati 2019 0 | Tsunami
34 | Kec. Ambal Ds. Ambalresmi 2019 0 | Tsunami
35 | Kec. Mirit Ds. Mirit 2019 0 | Tsunami
36 | Kec. Mirit Ds. Mirit Petikusan 2019 0 | Tsunami
37 | Kec. Mirit Ds. Wiromartan 2019 0 | Tsunami
38 | Kec. Pejagoan Ds. Karangpoh 2019 0 | Longsor
39 | Kec. Sruweng Ds. Sidoagung 2019 0 | Banjir
40 | Kec. Sadang Ds. Kedunggong 2019 0 | Longsor
41 | Kec. Poncowarno Ds. Soka 2019 0 | Longsor
42 | Kec. Padureso Ds. Rahayu 2019 0 | Longsor
43 | Kec. Padureso Ds. Merden 2019 0 | Longsor
44 | Kec. Alian Ds. Wonokromo 2019 0 | Longsor
45 | Kec. Alian Ds. Krakal 2019 0 | Longsor
46 | Kec. Ayah Ds. Kedungweru 2020 0 | Longsor
47 | Kec. Ayah Ds. Bulurejo 2020 0 | Longsor
48 | Kec. Buayan Ds. Pakuran 2020 0 | Longsor
49 | Kec. Sruweng Ds. Pakuran 2020 0 | Longsor
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Tahun
Pembentukan
Dan Sumber Tema Desa
No Kecamatan Desa Dana Tangguh
APBD | APBD | Dencana
Kab. Prov.
50 | Kec. Adimulyo Ds. Sugihwaras 2020 0 | Banjir
51 | Kec. Rowokele Ds. Rowokele 2020 0 | Banjir
52 | Kec. Karanganyar Ds. Giripurno 2020 0 | Longsor
53 | Kec. Karanggayam Ds. Kajoran 2020 0 | Longsor
Kec.
54 | Karangsambung Ds. Wadasmalang 2020 0 | Longsor
55 | Kec. Alian Ds. Kalirancang 2020 0 | Longsor

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2021

2.1.8 Kondisi Demografi

Keadaan kependudukan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah
penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi
pendorong pertumbuhan ekonomi. Tren jumlah penduduk Kabupaten Kebumen setiap
tahunnya terus mengalami peningkatan.

104,08
691.224 696.103 7.489 704.508 710.193
\, s e
103,00 102,96
102,92
2016 2017 2018 2019 2020
Laki-laki Perempuan Penduduk Total ==@==Sex Ratio

Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2021
Gambar 2.15
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Secara keseluruhan, jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan
penduduk laki-laki. Pada tahun 2020, sex ratio sebesar 102,96 artinya komposisi
penduduk perempuan 2,96% lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki (Gambar 2.16).
Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.399.976
jiwa terdiri dari 710.193 penduduk laki-laki dan 689.783 perempuan.

Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020
didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 962.794
jiwa atau 68,77 persen, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64
tahun) sebesar 437.182 jiwa atau 31,23 persen. Dari data tersebut maka rasio
ketergantungannya adalah sebesar 45,41 persen. Angka ini menunjukan bahwa setiap
100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang yang tidak produktif.
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Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan peluang bonus demografi dikarenakan kondisi
kependudukan di Kabupaten Kebumen memasuki ageing population dimaknai sebagai
kondisi yang terjadi apabila proporsi penduduk usia tidak produktif disuatu daerah
mengalami peningkatan secara progresif.
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Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.16

Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Berdasarkan Usia Tahun 2020

Berdasarkan jenis pekerjaan utama, penduduk yang bekerja di Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 didominasi oleh Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 162.234
orang (sebesar 27,25%), diikuti oleh Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak
dibayar sebanyak 141.473 orang (sebesar 23,76%). Dilihat dari perkembangannya dari
tahun ke tahun, jenis pekerjaan yang digeluti penduduk Kabupaten Kebumen cenderung

mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif.
Tabel 2.16
Penduduk yang Bekerja (Usia 15 Tahun ke atas)

Status Pekerjaan Utama 2016 2017 2018 2019 2020
Berusaha sendiri Na 105.406 | 112.773 | 112.181 | 116.005
Berusaha dibantu buruh tidak Na 99.756 | 114.477 | 125.051 | 141.473
tetap/ buruh tidak dibayar
Berusaha dibantu buruh tidak Na 23.642 | 24.142 20.384 | 17.589
tetap/ buruh dibayar
Buruh/ Karyawan/ Pegawai Na 170.281 | 140.823 | 146.613 | 162.234
Pekerja Bebas Na 88.349 | 87.203 85.604 | 67.596
Bekerja keluarga tidak dibayar Na 73.114 | 74.259 97.337 | 90.306
Jumlah Na 560.548 | 553.677 | 587.170 | 595.203
Sumber : BPS, Data diolah, 2021
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Berdasarkan pendidikan tertinggi

yang ditamatkan,

penduduk Kabupaten

Kebumen Tahun 2020 didominasi oleh lulusan SD sebanyak 306.057 orang, diikuti oleh
lulusan SMA sebanyak 168.522 orang. Dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun,
struktur pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Kebumen cenderung
stagnan didominasi lulusan pendidikan dasar.
Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di

Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020

Pendidikan tertinggi yang 2016 2017 2018 2019 2020
ditamatkan
SD 217.203 | 204.232 | 271.858 | 440.585 | 306.057
SLTP 119.946 | 119.722 | 110.556 | 210.643 | 119.495
SLTA 133.647 | 137.286 | 124.806 | 204.914 | 168.522
Perguruan Tinggi 31.667 | 49.262 46.457 | 44.098 | 39.613
Jumlah 502.463 | 510.502 | 553.677 | 900.240 | 633.687
Sumber : BPS, Data diolah, 2021
Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 — 2020
No Kecamatan Jumlah Penduduk
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Ayah 63.158 62.763 64.079 65.016 66.015
2 | Buayan 63.235 64.010 65.506 66.212 67.377
3 | Puring 62.571 62.787 64.021 64.620 64.869
4 | Petanahan 59.954 59.485 60.352 60.644 61.322
5 | Klirong 63.472 62.753 64.369 64.967 65.152
6 | Buluspesantren 57.361 57.659 58.971 59.444 60.356
7 | Ambal 62.233 62.592 63.275 63.779 64.448
8 | Mirit 51.322 52.506 53.455 54.236 54.599
9 | Bonorowo 21.838 22.016 22.051 22.249 22.217
10 | Prembun 28.876 28.961 29.210 29.368 29.530
11 | Padureso 16.202 16.449 16.768 16.969 17.026
12 | Kutowinangun 48.351 48.240 48.598 48.972 49.511
13 | Alian 67.356 67.897 66.945 67.863 68.652
14 | Poncowarno 18.409 18.424 18.428 18.668 18.991
15 | Kebumen 131.277 132.118 132.556 134.083 134.132
16 | Pejagoan 54.416 54.584 54.696 55.318 56.001
17 | Sruweng 61.529 62.012 62.269 62.975 63.030
18 | Adimulyo 37.748 37.636 38.036 38.277 38.503
19 | Kuwarasan 50.268 50.330 51.154 51.700 52.197
20 | Rowokele 51.232 51.677 51.890 52.297 52.669
21 | Sempor 69.755 70.433 69.928 70.498 71.428
22 | Gombong 50.993 50.881 51.071 51.332 50.676
23 | Karanganyar 37.844 37.900 38.365 38.392 38.202
24 | Karanggayam 59.375 60.246 59.402 60.072 60.901
25 | Sadang 22.190 22.684 22.667 22.909 23.411
26 | Karangsambung 47.483 47.862 47.159 47.630 48.761
Jumlah 1.358.448 | 1.364.905| 1.375.221 | 1.388.490 | 1.399.976
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021
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Persebaran penduduk antar kecamatan tidak merata. Kecamatan Kebumen
memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 134.132 jiwa pada tahun 2020. Kebumen
sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan wilayah perkotaan menjadi daya tarik
tersendiri bagi masyarakat untuk tinggal di Kecamatan Kebumen. Konsentrasi penduduk
yang tinggi juga terlihat di wilayah penyangga yaitu Pejagoan, Alian, dan Buluspesantren.
Kemudian, pada daerah terluar Kabupaten Kebumen seperti Kecamatan Ayah dan
Karanggayam.
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Gambar 2.17
Peta Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Kebumen merupakan
konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu
juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk)
maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk
Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2020 berfluktuasi. Jumlah penduduk Kabupaten
Kebumen pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 1.399.976 jiwa sedangkan jumlah rumah
tangga sebanyak 412.294 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah
tangga sebesar 3 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.082
jiwa/km2. Wilayah dengan kondisi penduduk yang paling padat ditempati Kecamatan
Kebumen dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 134.132 jiwa, dengan
pertumbuhan penduduk 0,27% pertahun. Jumlah penduduk yang paling sedikit ada di
Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk 17.026 jiwa dengan pertumbuhan
penduduk 0,33%.

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan sesuai dengan
konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan disesuaikan dengan
potensi dan kondisi kependudukan di suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan
manusia berorientasi pada penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional
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menuju Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, soft skill, dan
berkarakter.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang mencakup aspek kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
masyarakat adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB
ADHB). Secara nominal PDRB ADHB Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 terus
meningkat  dari Rp.22.434.987.760.000,- pada Tahun 2016  menjadi
Rp.28.010.813.000.000,- pada Tahun 2020. Secara lengkap PDRB ADHB menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.19

PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 — 2020 (juta rupiah)

Tahun

A SE AT 2016 2017 2018 2019 2020

1. | Pertanian, Kehutanan 5,328,488.90 | 5,595,423.24 | 5,891,457.93 | 5,954,901.58 | 6,102,633.94
dan Perikanan

2. | Pertambangan dan 1,135,529.24 1,223,063.59 | 1,299,758.75 | 1,362,202.83 | 1,424,906.39
Penggalian

3. | Industri Pengolahan 4,453,977.85 | 4,739,299.59 | 5,285,119.95 | 5,788,203.84 | 5,957,235.34

4. | Pengadaan Listrik, dan 13,769.93 15,872.83 17,456.32 18,734.45 18,912.40
Gas

5. | Pengadaan Air, 10,661.44 10,772.28 11,326.06 12,058.72 12,911.21
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang

6. | Konstruksi 1,612,221.57 | 1,726,478.47 | 1,875,163.76 | 2,028,839.12 | 1,975,139.60

7. | Perdagangan Besar dan 3,269,443.63 | 3,580,561.25 | 3,907,499.01 | 4,288,353.41 | 4,157,585.07
Eceran

8. | Transportasi dan 889,227.92 972,646.80 | 1,058,888.39 | 1,161,122.50 925,584.84
Pergudangan

9. | Penyediaan Akomodasi 455,263.63 500,588.88 980,915.89 606,538.07 570,542.17
dan Makan Minum

10. | Informasi dan 376,301.51 454,160.94 532,807.14 623,994.52 714,059.50
Komunikasi

11. | Jasa Keuangan, dan 655,486.71 718,870.26 755,284.17 788,299.40 806,819.75
Asuransi

12. | Real Estate 282,312.60 300,676.45 313,946.81 340,990.76 341,523.26

13. | Jasa Perusahaan 72.871.22 84,209.95 93,706.67 106,050.99 100,255.97

14. | Administrasi 782,467.62 826,667.23 856,928.86 904,304.56 905,062.04
Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib

15. | Jasa Pendidikan 2,115,856.39 | 2,360,950.69 | 2,625,309.06 | 2,907,297.36 | 2,918,317.40

16. | Jasa Kesehatan dan 247,638.35 273,746.74 305,072.16 340,268.68 387,883.94
Kegiatan Sosial

17. | Jasa Lainnya 528,114.51 595,418.86 659,761.94 736,268.86 691,440.18

PDRB 22,434,987.76 | 24,068,998.49 126,037,016.66 |27,967,929.65 |28,010,813.00

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Selanjutnya secara lebih detail akan diuraikan lebih lanjut mengenai struktur
perekonomian Kabupaten Kebumen beserta perkembangannya.
1) Struktur Ekonomi

Dari sisi peranan sektoral pada PDRB, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten
Kebumen masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun
sebagaimana tren perekonomian secara umum, terjadi pergeseran dari sektor primer ke
sektor sekunder maupun tersier. Pergeseran ini dapat dilihat dari peranan sektor
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pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor ekonomi primer yang terus menurun
dimana pada Tahun 2016 berkontribusi sebesar 24,67% terhadap PDRB menjadi sebesar
21,79% pada Tahun 2020. Sementara itu, sektor industri pengolahan sebagai sektor
ekonomi sekunder terus meningkat peranannya terhadap PDRB dari 19,85% pada Tahun
2016 menjadi 21,27% pada Tahun 2020. Sedangkan sektor perdagangan besar dan
eceran sebagai sektor ekonomi tersier juga terus mengalami peningkatan peranannya
terhadap PDRB dari 14,57% pada Tahun 2016 menjadi 15,33% pada Tahun 2019
sedangkan pada Tahun 2020 sempat menurun menjadi 14,84% sebagai dampak
terjadinya Pandemi Covid-19 dimana terjadi banyak pembatasan aktivitas ekonomi
maupun sosial. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan
serta sektor perdagangan besar dan eceran adalah 3 sektor yang memiliki peranan
sektoral terbesar bagi PDRB Kabupaten Kebumen. Secara lengkap peranan sektoral
dalam PDRB ADHB Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.20

Peranan Sektoral dalam PDRB Kabupaten Kebumen
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

Tahun
No S 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Pertanian, Kehutanan dan 24,67% | 23,25% | 22,63% | 21,29% | 21,79%
" | Perikanan
7 Pertambangan dan 5,06% 5,08% 4,99% 4,87% 5,09%
" | Penggalian
3. | Industri Pengolahan 19,85% | 20,06% | 20,30% | 20,70% | 21,27%
4. | Pengadaan Listrik, dan Gas 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%
Pengadaan Air, 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
5. | Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
6. | Konstruksi 7,19% 7,17% 7,20% 7,25% 7,05%
v Perdagangan Besar dan 14,57% | 14,48% | 15,01% | 15,33% | 14,84%
" | Eceran
8 Transportasi dan 3,96% 4,04% 4,07% 4,15% 3,30%
" | Pergudangan
9 Penyediaan Akomodasi dan 2,03% 2,08% 3,77% 2,17% 2,04%
" | Makan Minum
10. | Informasi dan Komunikasi 1,68% 1,89% 2,05% 2,23% 2,55%
11 Jasa Keuangan, dan 2,92% 2,99% 2,90% 2,82% 2,88%
" | Asuransi
12. | Real Estate 1,26% 1,25% 1,21% 1,22% 1,22%
13. | Jasa Perusahaan 0,32% 0,35% 0,36% 0,38% 0,36%
Administrasi Pemerintahan, 3,38% 3,29% 3,19% 3,14% 3,23%
14. | Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
15. | Jasa Pendidikan 9,43% 9,81% | 10,08% | 10,40% | 10,42%
16 Jasa Kesehatan dan 1,10% 1,14% 1,17% 1,22% 1,38%
" | Kegiatan Sosial
17. | Jasa Lainnya 2,58% 2,72% 2,82% 2,96% 2,78%
Jumlah 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Untuk melihat struktur ekonomi Kabupaten Kebumen secara empirik telah
dilakukan kajian analisis input-output pada Tahun 2018. Analisis ini dilakukan untuk
melihat keterkaitan antara sektor produksi hilir terhadap sektor produksi hulunya dan
sebaliknya. Analisis keterkaitan terbagi menjadi dua yaitu, keterkaitan ke belakang dan
keterkaitan ke depan, baik langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan ke belakang
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merupakan keterkaitan sektor produksi hilir terhadap sektor produksi hulunya, sedangkan
keterkaitan ke depan menunjukkan keterkaitan sektor produksi hulu terhadap sektor
produksi hilirnya. Nilai keterkaitan ke belakang menjelaskan seberapa besar nilai input
yang dibutuhkan suatu sektor untuk setiap unit kenaikan permintaan total, baik dari
sektor lain maupun sektor itu sendiri. Sedangkan nilai keterkaitan ke depan menjelaskan
jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu satuan, maka output suatu sektor
yang dialokasikan ke sektor tersebut dan juga sektor-sektor lainnya akan meningkatkan
sebesar nilai keterkaitannya.

Nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung dari keterkaitan ke belakang
menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor primer
memiliki nilai backward linkages tertinggi yaitu sebesar 3,14. Angka ini menjelaskan
bahwa apabila terjadi peningkatan pada permintaan akhir sebesar Rp.1 juta, maka sektor
pertambangan dan penggalian akan meningkatkan permintaan input sebesar Rp.3,14
juta. Walaupun demikian terdapat 4 sektor sekunder yaitu industri pengolahan padi, kopi
bubuk dan penggilingan kopi, aneka kerajinan, listrik dan gas serta 2 sektor tersier yaitu
transportasi dan pergudangan serta jasa kesehatan swasta yang memiliki nilai backward
linkages lebih dari 3 hal ini menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier semakin
memiliki peranan atau pengaruh yang lebih besar di perekonomian daerah dibandingkan
sektor tersier.

Tabel 2.21
Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari
Keterkaitan Ke Belakang (Backward Linkages)

Tidak o .
Kode Sektor Langsung Langsung Nilai
1 Padi 0.81 1.56 2.37
2 Jagung 0.87 1.60 2.47
3 Ubi Kayu dan Umbi Lainnya 0.83 1.56 2.38
4 Bawang 0.78 1.71 2.49
5 Cabe 0.68 1.48 2.16
6 Sayur Lainnya 0.81 1.56 2.37
7 Pisang 0.89 1.61 2.50
8 Buah-Buahan Lainnya 0.46 1.31 1.77
9 Kopi Robusta 0.78 1.55 2.33
10 Kopi Arabica 0.85 1.63 2.48
11 Tembakau 0.78 1.55 2.33
12 Ikan dan Benihnya 0.15 1.07 1.22
13 Sapi dan Hasil-Hasilnya 0.68 1.51 2.18
14 Dorr_1ba, Kambing dan Hasil- 0.70 1.48 .18
Hasilnya
15 Un_ggas, Telur dan Hasil Ternak 0.52 1.40 1.92
Lainnya
16 Ha_S|I Perkebunan dan Pertanian 0.50 1.55 2.05
Lainnya
17 Pertambangan dan Penggalian 0.96 2.18 3.14
18 Industri Pengolahan Padi 0.93 2.14 3.06
19 Roti dan Kue Kering Sejenisnya 0.90 2.06 2.95
20 ESB: Bubuk dan Penggilingan 0.95 .15 3.10
21 | Tahu, Tempe dan Olahan 0.84 2.03 2.88
Kedelai Lainnya
2 Pengeringan dan Pengolahan 0.75 1.91 2.67
Tembakau
23 Industri Pengolahan Kayu 0.68 1.81 2.49
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Tidak .
Kode Sektor Langsung Langsung Nilai
24 Aneka Kerajinan 0.94 2.14 3.08
25 Aneka Industri 0.29 1.35 1.64
Industri Makanan Olahan dan
26 Minuman Lainnya 0.76 1.84 2.59
Batu bata, Genting, Gerabah
27 dan Tanah Liat Lainnya 0.88 1.99 2.87
28 Listrik dan Gas 0.95 2.11 3.06
Pengadaan Air, Pengelolaan
29 Sampah dan Daur Ulang 0.92 2.05 2.98
30 Konstruksi 0.85 2.03 2.88
31 PB, PE, Reparasi Mobil dan 0.91 2.08 2.99
Motor
32 Transportasi dan Pergudangan 0.94 2.08 3.02
33 Penyediaan Jasa Akomodasi 0.51 1.62 2.13
34 Restauran/Jasa Makan Minum 0.49 1.58 2.07
35 Informasi dan Komunikasi 0.90 1.97 2.88
36 Perbankan dan Jasa Keuangan 0.31 1.35 1.66
Lainnya
37 Real Estate 0.36 1.44 1.80
38 Jasa Perusahaan 0.34 1.46 1.80
Administrasi Pemerintahan,
39 Pertahanan, dan Jamsos Wajib 0.25 1.24 1.48
40 Jasa Pendidikan Swasta 0.54 1.63 2.17
41 Jasa Kesehatan Swasta 0.95 2.15 3.09
42 Jasa Lainnya 0.88 2.07 2.95
43 Kegiatan yang Tidak Jelas 0.87 2,97 3.14
Batasannya

Sumber: Tabel Input-Output Kabupaten Kebumen 2018, diolah

Sedangkan nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung dari keterkaitan ke depan
menunjukkan bahwa sektor penyediaan jasa akomodasi sebagai sektor tersier memiliki
nilai forward linkages tertinggi yaitu 25,80 yang berarti apabila terjadi peningkatan pada
permintaan akhir sebesar Rp.1 juta, maka sektor penyediaan jasa akomodasi akan
meningkatkan output sebesar Rp.25,8 juta. Selain sektor penyediaan jasa akomodasi,
sektor tersier lainnya juga memiliki nilai forward linkages tertinggi berikutnya yaitu sektor
konstruksi, restauran/jasa makan minum, serta perbankan dan jasa keuangan lainnya
dengan nilai masing-masing lebih dari 4. Hal ini menunjukkan sektor tersier semakin
memberikan peranan/pengaruh yang lebih kuat terhadap perekonomian daerah
Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.22
Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari
Keterkaitan Ke Depan (Forward Linkages)

Kode Sektor Langsung LaLI;:tll(ng Nilai
1 Padi 0.05 1.02 1.07
2 Jagung 0.04 1.02 1.06
3 Ubi Kayu dan Umbi Lainnya 0.01 1.01 1.02
4 Bawang 0.30 1.19 1.49
5 Cabe 0.07 1.03 1.10
6 Sayur Lainnya 0.04 1.01 1.05
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Tidak o
Kode Sektor Langsung Langsung Nilai
7 Pisang 0.02 1.01 1.03
8 Buah-Buahan Lainnya 0.11 1.03 1.14
9 Kopi Robusta 0.05 1.02 1.07
10 Kopi Arabica 0.10 1.04 1.14
11 Tembakau 0.06 1.03 1.09
12 Ikan dan Benihnya 0.17 0.94 1.11
13 Sapi dan Hasil-Hasilnya 0.14 1.05 1.18
14 Domba, Kambing dan Hasil- 0.05 1.01 1.06
Hasilnya
i5 Un_ggas, Telur dan Hasil Ternak 0.28 1.10 1.37
Lainnya
16 Ha_sn Perkebunan dan Pertanian 0.10 0.97 1.06
Lainnya
17 Pertambangan dan Penggalian 0.24 2.26 2.49
18 Industri Pengolahan Padi 0.07 1.01 1.08
19 Roti dan Kue Kering Sejenisnya 0.02 1.09 1.11
20 Egg: Bubuk dan Penggilingan 0.05 1.00 1.05
21 | Tahu, Tempe dan Olahan 0.06 1.01 1.08
Kedelai Lainnya
2 Pengeringan dan Pengolahan 0.04 1.03 1.07
Tembakau
23 Industri Pengolahan Kayu 0.35 1.19 1.54
24 Aneka Kerajinan 0.05 1.17 1.22
25 Aneka Industri 1.91 2.03 3.94
% In_dustrl Mak_anan Olahan dan 0.03 1.07 1.10
Minuman Lainnya
Batu bata, Genting, Gerabah
27 dan Tanah Liat Lainnya 0.16 1.14 1.30
28 Listrik dan Gas 0.25 1.39 1.64
Pengadaan Air, Pengelolaan
29 Sampah dan Daur Ulang 0.46 1.96 2:42
30 Konstruksi 1.90 4.80 6.69
31 PB, PE, Reparasi Mobil dan 0.08 1.35 1.43
Motor
32 Transportasi dan Pergudangan 0.14 1.19 1.33
33 Penyediaan Jasa Akomodasi 10.54 15.26 25.80
34 Restauran/Jasa Makan Minum 1.07 3.81 4.88
35 Informasi dan Komunikasi 0.16 1.46 1.63
36 Pe_rbankan dan Jasa Keuangan 11.13 6.57 4.56
Lainnya
37 Real Estate 0.00 1.00 1.00
38 | Jasa Perusahaan 0.32 1.99 2.31
Adm. Pemerintahan,
39 Pertahanan dan Jamsos Wajib 0.06 1.00 1.07
40 Jasa Pendidikan Swasta 0.02 1.00 1.02
41 Jasa Kesehatan Swasta 0.02 1.00 1.02
42 Jasa Lainnya 0.14 1.59 1.73
43 Kegiatan yang Tidak Jelas 0.05 1.00 1.06
Batasannya

Sumber: Tabel Input-Output Kabupaten Kebumen 2018, diolah
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2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi riil keberhasilan aktivitas ekonomi
masyarakat secara keseluruhan. Secara umum selama periode Tahun 2016-2020
pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama
dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kebumen mengalami tren peningkatan selama periode Tahun 2016-
2019 dari 5,01% pada Tahun 2016 menjadi 5,52% pada Tahun 2019. Namun pandemi
Covid-19yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami
kontraksi sebesar -1,46%. Kondisi perekonomian yang meningkat pada periode 2016-
2019 dan mengalami kontraksi pada 2020 ini juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional. Pandemi Covid-19 ke depan akan menjadi tantangan utama sekaligus
peluang dalam upaya pemulihan ekonomi lokal, regional maupun nasional. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

5,52%
5,53% 5,40%

5,25% 5,26%

501%  515%  5,30%

5,020
5,03% 5,07% 517% '

-1,46%
-2,07%
-2,65%

2016 2017 2018 2019 2020

=@=Kebumen =®=Jawa Tengah =@=Nasional
Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.18
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2016-2020

3) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu
daerah yang menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat
pembangunan suatu daerah. Semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah
menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi
pula daya beli masyarakat. Pendapatan per kapita diperoleh dari nilai agregat PDRB dibagi
jumlah penduduk sehingga capaiannya sangat dipengaruhi oleh dua variabel tersebut.
Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar minimal dapat
mengimbangi pertumbuhan penduduk sebagai faktor pembagi. Tren pendapatan per
kapita Kabupaten Kebumen mengikuti tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada
tahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Tren pendapatan per kapita tersebut juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan
nasional. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah
pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2020 pendapatan
per kapita Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 11,98
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juta rupiah atau hanya 45,31% dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional, pendapatan per
kapita Kabupaten Kebumen lebih rendah sebesar 25,31 juta rupiah atau hanya 36,36%
dari pendapatan per kapita nasional. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar berikut.
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=@=Kebumen =®=Jawa Tengah ==@=Nasional
Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.19
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

4) Inflasi

Inflasi adalah pergerakan tingkat harga secara umum yang menunjukkan efisiensi
dan efektivitas rantai distribusi, logistik dan transportasi di Kabupaten Kebumen yang
diharapkan harga barang dan jasa yang diperoleh oleh konsumen akan sesuai dengan
kemampuan daya belinya. Fluktuasinya inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019
terlihat memiliki tren pergerakan yang sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
Untuk tahun 2020, BPS tidak menghitung lagi inflasi di setiap kabupaten/kota sehingga
inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dihitung menggunakan PDRB deflator Tahun
2020

Tren inflasi Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2020 sama dengan Provinsi
Jawa Tengah dan nasional, dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 yang diikuti penurunan
sampai tahun 2019. Nilai inflasi Kabupaten Kebumen semakin menurun di tahun 2020
menjadi sebesar 1,43 karena penurunan permintaan akibat pandemi Covid-19 yang
membatasi aktivitas perekonomian masyarakat. Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 secara lebih lengkap disajikan pada gambar
berikut.
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Keterangan. Inflasi Kab. Kebumen 2020 dihitung menggunakan perhitungan PDRB deflator 2020

Gambar 2.20
Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,
dan Nasional Tahun 2016-2020

5) Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan digunakan untuk mengukur pemerataan pendapatan
antar individu penduduk. Ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah distribusi
pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam
tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan yaitu 40% penduduk dengan
pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk
dengan pendapatan tinggi. Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS
menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia ditentukan dengan
menggunakan kriteria seperti berikut:

a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen
terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen
dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.

b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah
terhadap total pendapatan seluruh penduduk 12-17 persen dikategorikan ketimpangan
pendapatan sedang/menengah.

c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen
terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang lebih dari 17 persen
dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah

Dari data yang diperoleh dari BPS sebagai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

(SUSENAS) Tahun 2016-2020 menunjukkan distribusi pengeluaran untuk 40% penduduk

dengan pendapatan terendah di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2016-2020 relatif

bergerak secara fluktuatif namun demikian setiap tahun angkanya selalu lebih tinggi jika

dibandingkan Jawa Tengah. Sesuai dengan kriteria Bank Dunia menunjukkan 40%

penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Kebumen telah memiliki proporsi

pendapatan selalu di atas 17% yang menunjukkan Kabupaten Kebumen memiliki
ketimpangan pendapatan yang rendah. Selengkapnya distribusi pengeluaran
berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk 40% penduduk dengan pendapatan terendah
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Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar
berikut.
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Sumber: BPS Kab. Kebumen, data diolah, 2021
Gambar 2.21
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
untuk 40% penduduk dengan pendapatan terendah
Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalian
potensi sumberdaya alam, tetapi juga sumberdaya manusia sebagai subjek sekaligus
objek dari pembangunan daerah. Kualitas sumberdaya manusia diukur melalui Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun atas tiga komposit utama yaitu kesehatan,
pendidikan, dan kelayakan hidup. Pembangunan manusia dinilai berhasil jika
penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu
mencukupi standar hidup yang layak.

Berdasarkan kinerja IPM Kabupaten Kebumen 2016-2020, pembangunan manusia
di Kabupaten Kebumen terus mengalami perbaikan. IPM Kabupaten Kebumen meningkat
sebesar 2,4 poin dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari 67,41 pada Tahun 2016 menjadi
69,81 pada Tahun 2020. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun
merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi semakin membaik. Namun demikian berdasarkan skala internasional dari United
Nations Development Program (UNDP), IPM Kabupaten Kebumen masih berada pada
level sedang yaitu antara 60 sampai dengan 70. Jika dibandingkan dengan Nilai IPM
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2016-2020 menunjukkan nilai IPM
Kebumen masih cukup tertinggal. IPM Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 2.22
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai IPM
Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 berada di peringkat ke-25. Selengkapnya posisi
IPM Kabupaten Kebumen dibandingkan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah
tersaji pada gambar berikut.
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Gambar 2.23
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga, IPM Kabupaten Kebumen
pada tahun 2016-2020 cenderung berada di bawah Kabupaten Purworejo dan Kota
Magelang. Selengkapnya posisi IPM Kabupaten Kebumen dibandingkan kabupaten/kota
sekitar tersaji pada gambar berikut.
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Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2016-2020

IPM Kabupaten Kebumen diharapkan terus meningkat yang menunjukkan bahwa
masyarakat mampu memenuhi kondisi peluang hidup yang panjang dan sehat, memiliki
pengetahuan yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang baik, dan memiliki
ketrampilan sehingga peluang bekerjanya tinggi untuk mendapatkan penghasilan untuk
memiliki daya beli dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Secara rinci, komponen
pembentuk IPM akan dijelaskan sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang
dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur Harapan Hidup merupakan indikator
yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana
prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Umur
Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam
semua aspek kesehatan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah 73,40
tahun, rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,18% per tahun. Hal ini mengindikasikan jika
kualitas hidup masyarakat dari sisi derajat kesehatan semakin baik, meskipun jika
dibandingkan dengan Jawa Tengah, AHH Kabupaten Kebumen masih lebih rendah,
dimana AHH Jawa Tengah adalah sebesar 74,37 tahun. Sedangkan jika disandingkan
dengan nasional, AHH Kabupaten Kebumen lebih tinggi, dimana AHH Nasional hanya
sebesar 71,47 tahun. Perbandingan lengkap AHH Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional selama Tahun 2016-2020 tersaji dalam gambar berikut.
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Gambar 2.25
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2016-2020

Di sisi yang lain, semakin besar Angka Harapan Hidup suatu daerah berarti
memiliki peluang jumlah penduduk lanjut usia semakin tinggi, hal ini selaras dengan
struktur penduduk Kebumen yang memasuki ageing population yang ditandai dengan
proporsi penduduk usia tua di atas 7 persen dari total penduduk Kabupaten Kebumen.
Pemerintah harus menyikapi kondisi ini dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung
pemanfaatan penduduk lanjut usia yang potensial agar tetap produktif, karena kesehatan
penduduk akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Angka Harapan Hidup didukung dengan ketersediaan tenaga medis dan sarana
kesehatan yang ada pada layanan kesehatan dasar maupun rujukan, dan aksesibilitas
pada layanan kesehatan. Selain itu upaya preventif promotif menjadi penting mengingat
meningkatnya kasus penyakit degeneratif yang disebabkan oleh pola hidup masyarakat
seperti rendahnya kesadaran berolahraga, kebiasaan merokok, dan pola hidup tidak
sehat yang dapat menyebabkan meningkatnya penyakit tidak menular seperti obesitas,
diabetes, stroke, jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya. Pentingnya
promosi Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), serta penerapan Pola Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) dalam upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup untuk mendukung
penyiapan SDM yang berkualitas.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Cakupan dalam menghitung Harapan Lama Sekolah adalah pendidikan
penduduk dari usia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah menggambarkan
keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 13,34 tahun. Kinerja peningkatan HLS di
Kabupaten Kebumen mengindikasikan kondisi pembangunan sistem pendidikan
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap
anak di Kabupaten Kebumen selama 13,34 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari HLS di
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Jawa Tengah maupun nasional. Kinerja HLS tahun 2020 mengalami peningkatan yang
cukup baik bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana HLS Kebumen sempat
lebih rendah dibanding Nasional. Perkembangan HLS menjadi indikasi positif dalam sektor
pendidikan, sebab semakin lama seseorang mengenyam sekolah, artinya semakin tinggi
jenjang pendidikan yang dilaluinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
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Gambar 2.26
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2016-2020

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai
jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-
rata Lama Sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah
menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang. RLS Kabupaten
Kebumen tahun 2020 sebesar 7,54 tahun. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan RLS
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, masih lebih rendah dimana RLS Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional mencapai angka masing-masing 7,69 tahun dan 8,48 tahun. Artinya
penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 rata-rata menjalani pendidikan formal
setara 7,54 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP).
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Gambar 2.27
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2016-2020

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dapat memberikan gambaran
tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumberdaya manusia berkualitas di
suatu wilayah. Kedua indikator ini dikomposisikan menjadi indeks pendidikan dalam
penghitungan IPM. Dari dua komponen pembetuk IPM dari sektor pendidikan
menunjukkan tren positif peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen.

Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang
diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pada aspek standar hidup
layak, pengeluaran perkapita Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah 8,90 juta
rupiah atau turun sebesar Rp 170.000,- dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan
tersebut mengikuti penurunan pendapatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Jika
dibandingkan dengan pengeluaran perkapita Jawa Tengah dan Nasional, angka tersebut
masih sangat rendah karena pengeluaran perkapita Jawa Tengah telah mencapai angka
10,93 juta rupiah dan Nasional sebesar 11,01 juta rupiah.
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Gambar 2.28
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

Dilihat dari 4 (empat) komponen/indikator pembentuk IPM di atas, Kabupaten
Kebumen masih harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan IPM agar dapat setara
dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah maupun Nasional, terutama dalam
meningkatkan pengeluaran per kapita. Secara rinci capaian komponen Pembentuk IPM
di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat
dalam tabel berikut:

Tabel 2.23
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020 beserta Rata-Rata Pertumbuhannya

Rata-Rata
No Komponen 2016 2017 2018 2019 2020 Pertum-
buhan (%)
1 | Angka Harapan 72,87 72,98 73,11 73,22 73,40 0,73
Hidup
2 | Angka Harapan 12,61 12,90 12,91 13,04 13,34 1,33
Lama Sekolah
3 | Rata-Rata 7,05 7,29 7,34 7,53 7,54 1,39
Lama Sekolah
4 | Pengeluaran 8.276 8.446 8.757 9.066 8.901 0,73
Per Kapita (juta
rupiah)
5 |IPM 67,41 68,29 68,8 69,6 69,81 0,86

Sumber: BPS, 2021 (data diolah)

Berdasar tabel 2.16. IPM di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 mengalami
pertumbuhan rata-rata 0,86%. Pertumbuhan ini menunjukan kinerja yang baik dari
Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dilihat dari
komposit pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan menunjukkan
tren positif dengan peningkatan rata-rata 0,73% per tahun. Angka Harapan Lama
Sekolah (HLS) dengan pertumbuhan rata-rata 1,33% per tahun, sedangkan Rata-Rata
Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan rata-rata 1,39% per tahun dan pengeluaran
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perkapita dengan pertumbuhan rata-rata 0,86% per tahun. Bila dilihat dari 4 (empat)
komposit pembentuk IPM selama 5 tahun mengalami tren pertumbuhan positif.

Komponen pembentuk IPM yang mengalami penurunan vyaitu pengeluaran
perkapita, dimana pada tahun 2020 pengeluaran perkapita masyarakat Kebumen
mengalami penurunan dari Rp. 9.066.000,- pada tahun 2019 menurun menjadi Rp.
8.901.000,- ditahun 2020. Menurunnya pengeluaran perkapita salah satunya disebabkan
adanya pandemi Covid-19. Menurunnya pengeluaran per kapita dipengaruhi menurunnya
pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas
perekonomian masyarakat cukup signifikan.

2) Kemiskinan

Terdapat dua konsep pokok dalam memaknai kemiskinan yaitu kemiskinan makro
dan kemiskinan mikro. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kemiskinan makro yaitu
suatu kondisi kehidupan yang dialami seseorang dengan pengeluaran per kapita selama
sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum yang digambarkan
dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan
untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Data kemiskinan
makro yang di susun BPS berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas).
Selain itu juga dipergunakan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) sebagai
informasi tambahan yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing
masing komoditi makanan dan non makanan. Data kemiskinan makro merupakan data
yang diperoleh melalui mekanisme survei (sampel) , bersifat kuantitatif, memberikan
gambaran umum dan profil suatu daerah, sebagai bahan pengambilan kebijakan makro
dan tidak dapat menampilkan by name by address.

Sementara konsep kemiskinan mikro memahami kemiskinan melalui data
kemiskinan yang diperoleh melalui mekanisme sensus yang bersifat menyeluruh, bersifat
kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai
intervensi program/kegiatan secara by name by address. Untuk melihat kemiskinan
mikro di Kabupaten Kebumen, data yang dipergunakan yaitu dengan menggunakan data
DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi
dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Data DTKS tahun 2020 merupakan data hasil
pemutahiran Data Terpadu (BDT) oleh BPS tahun 2015. Data ini membagi kemiskinan
dengan pemeringkatan menggunakan model proxy mean test yang hasilnya
dikelompokan menjadi desil 1 sampai desil 4 yang mana merupakan 40% dari penduduk
dengan tingkat kesejahteraan rendah yaitu hampir miskin (desil 4), rentan miskin (desil
3), miskin (desil 2) dan sangat miskin (desil 1).

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2019 sempat
mengalami mengalami penurunan dari 19,86% pada Tahun 2016 menjadi 16,82% pada
Tahun 2019. Selama kurun waktu 2016-2019 kinerja penurunan persentase penduduk
miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% jika dibandingkan
dengan tahun 2017. Capaian penurunan kemiskinan pada tahun 2018 dan 2019 telah
melampaui target kinerja pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2016-2019 jumlah
penduduk miskin berkurang sebesar 34.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata
11.520 jiwa per tahun. Akan tetapi akibat terjadinya Pandemi Covid-19, angka kemiskinan
Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,59%.
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Gambar 2.29

Target dan Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten
Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan kinerja yang cukup
baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan
menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan
kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Berikut secara
rinci kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.24
Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020

% Penduduk Miskin % Rata-rata

Uraian Penurunan | Penurunan
2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 | 2016-2020
Kebumen 19,86 19,60 17,47 16,82 17,59 2,83 0,57
Jawa Tengah 13,27 | 13,01 11,32 | 10,80 | 11,41 2,85 0,38
Nasional 10,70 10,12 9,82 9,41 9,78 2,50 0,27

Sumber: BPS, Maret 2021 (data diolah)

Berdasarkan perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2016-
2020 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2018 sempat menurun yang
artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin
kecil, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
juga semakin dekat atau ketimpangan antar penduduk miskin cukup baik. Namun pada
tahun 2019 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen meningkat. P1 pada tahun 2019 sebesar
2,58 dan kembali meningkat menjadi 2,62 pada tahun 2020, sedangkan P2 pada tahun
2019 sebesar 0,65 dan kembali menurun menjadi 0,55 pada tahun 2020. Artinya jarak
antara pendapatan penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan dan jarak rata-rata
pengeluaran antar-penduduk miskin merenggang atau semakin jauh.
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Tabel 2.25
Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Profil Kemiskinan 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Penduduk Miskin 235.900 | 233.500 208.700 201.340 | 211.090
Persentase Penduduk Miskin 19,86% 19,60% 17,47% 16,82% | 17,59%
Garis Kemiskinan 313,881 352,819 342,437 362,847 | 380.557
Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,78% 3,62% 2,48% 2,58% | 2,62%
(P1) %

Indeks Keparahan Kemiskinan 1,11% 0,99% 0,55% 0,65% | 0,55%
(P2)%

Sumber: BPS, 2021

Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan Garis Kemiskinan tidak diikuti dengan
kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin secara linier yang
menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh dengan Garis
Kemiskinan. Kenaikan Garis Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga
kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok
masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan
peningkatan Garis Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ke depan tidak hanya
berfokus pada penanggulangan kemiskinan dari sisi mikro pada intervensi program
seputar perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan
masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar, namun perlu optimalisasi intervensi
penanggulangan kemiskinan dari sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga
tingkat inflasi, maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Adapun komoditas penyumbang Garis Kemiskinan tertinggi pada tahun 2019
berdasarkan data BPS November 2019 yaitu sandang, bahan makanan, dan makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau. Jika diteliti lebih dalam dari komoditas makanan
jenis komoditas yang berkontribusi besar yaitu sayur-sayuran, lemak dan minyak serta
buah-buahan sebagai sumber utama kebutuhan kalori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Jenis Komoditi Persentase

Bahan Makanan 3,23
1. Sayur-Sayuran 16,38
2. Lemak dan Minyak 13,80
3. Buah-Buahan 6,70
4. Padi, Ubi, dll. 3,23
5. Tkan Diawetkan 0,69
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 3,27
Non-Makanan

1. Perumahan, Air, gas, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,26
2. Sandang 5,96
3. Kesehatan 1,71
4. Pendidikan, rekreasi dan Olahraga 1,66
5. Transportasi, Komunikasi, jasa Keuangan -0,42

Sumber: BPS, November 2019

Berdasarkan dokumen RPIJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021, peningkatan
capaian kinerja penanggulangan kemiskinan sampai dengan tahun 2019 mengalami
akselerasi yang cukup baik, namun tahun 2020 capaian mengalami penurunan yang
disebabkan pandemi Covid-19 sehingga angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 17,59%
atau lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 16,82%. Angka Kemiskinan pada tahun 2021
ditargetkan sebesar 15,45%. Sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang
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menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat sebagai dampak
pembatasan mobilitas masyarakat. Pelemahan dan pembatasan aktivitas ekonomi
masyarakat akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target
kemiskinan dengan meningkatnya PHK dan pembatasan kegiatan yang memengaruhi
sektor informal yang banyak melibatkan penduduk rentan miskin dan hampir miskin.
Berdasarkan potret kemiskinan secara mikro Kabupaten Kebumen diketahui bahwa
wilayah utara Kabupaten Kebumen merupakan kantong kemiskinan terdiri dari

Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, dan Alian. Persebaran

penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester 2

Tahun 2020 di kecamatan se-Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata kabupaten adalah
Kecamatan Karangsambung, Alian, Sempor, Bonorowo, Rowokele, Klirong, Pejagoan,
Sruweng, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Ambal, Puring, dan Buluspesantren.

2. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata kabupaten adalah
Kecamatan Padureso, Karanggayam, Sadang, Petanahan, Adimulyo, Poncowarno,
Prembun, Buayan, Karanganyar, Kebumen, Gombong, dan Ayah.

Tabel 2.27
Persentase Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2020

No Kecamatan % Penduduk Miskin
1 Ayah 21,80
2 Padureso 24,62
3 Poncowarno 31,63
4 Karanganyar 32,49
5 Adimulyo 35,10
6 Gombong 35,52
7 Sadang 37,21
8 Petanahan 38,10
9 Buayan 38,14
10 Prembun 38,46
11 Karanggayam 39,83
12 Kebumen 40,03
13 Kuwarasan 40,57
14 Klirong 40,66
15 Buluspesantren 41,16
16 Rowokele 41,22
17 Ambal 41,75
18 Mirit 42,46
19 Pejagoan 42,93
20 Alian 43,58
21 Sruweng 43,75
22 Sempor 44,15
23 Kutowinangun 45,36
24 Puring 48,05
25 Karangsambung 48,36
26 Bonorowo 49,74
Rata-Rata Kabupaten 40,57

Sumber: DTKS, 2020
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3) Tingkat Pengangguran

Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran sebagai
masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu
permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti
Indonesia. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh kesenjangan jumlah
angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada di daerah. Besarnya jumlah angkatan
kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat tidak diikuti dengan peningkatan
kesempatan kerja atau lapangan kerja baru. Adanya transisi demografi menyebabkan
penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara
keseluruhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar
6,07% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,76%. Jika
dibandingkan dengan TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Kebumen
berada pada posisi 18 dari 35 kabupaten/kota dan lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa
Tengah. Pada tahun 2016, karena dilaksanakan sensus ekonomi, maka Survei Angkatan
Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilakukan untuk level kabupaten/kota. Survei hanya
untuk level estimasi provinsi.

Tabel 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020

Jenis 2016 2017 2018 2019 2020
Kelamin | kbm | Prov Kbm Prov Kbm Prov Kbm Prov Kbm Prov
Laki-laki Na Na 6,00 4,97 6,21 4,82 4,05 4,81 6,78 7,13
Perempuan | Na Na 4,95 4,02 4,51 4,08 5,75 4,03 5,09 5,57
Total Na Na 5,58 4,57 5,52 4,51 4,76 4,49 6,07 6,48

Sumber : BPS, 2021

Bila dilihat dari angka pengangguran 6,07% di tahun 2020, angka tersebut masuk
dalam kriteria pengangguran cukup tinggi. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka
tahun 2020 salah satunya disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan
menurunnya produktivitas ekonomi dikarenakan pembatasan aktivitas ekonomi. Selain
itu belum adanya industri manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi salah
satu penyebab tingginya TPT di Kabupaten Kebumen, artinya adanya keterbatasan
lapangan kerja yang mampu menyerap jumlah angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan
Kabupaten Kebumen diperparah dengan kondisi sebagian besar masyarakat Kabupaten
Kebumen bekerja pada sektor informal.
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Sumber: BPS, 2021
Gambar 2.30

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kebumen berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk dengan
tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 62,79 persen dari total pengangguran terbuka
atau 24.163 penduduk. Jika dipilah jumlah pengangguran SMA sebanyak 10,20 persen
atau sejumlah 3.926 orang, SMK sebanyak 52,59 persen atau 20.237 orang. Data tahun
2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional
tingkat Kabupaten Kebumen. Banyaknya lulusan SMK yang belum terserap pasar kerja
perlu menjadi evaluasi salah satunya dalam penyusunan kurikulum pendidikan termasuk
sekolah vokasi agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi, ketrampilan termasuk
soft skill yang baik agar dapat terserap pada pasar kerja.

Tabel 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020

No Tingkat Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Tidak/belum sekolah Na 8,73% 4,54% 1,54% 3,10%
atau tamat SD
2 |SD Na 11,72% 18,14% 5,16% 14,50%
3 | SMP Na 10,93% 10,62% 14,97% 11,78%
4 | SMA Na 12,18% 9,86% 7,38% 10,20%
5 | SMK Na 45,16% 50,91% | 60,03% | 52,59%
6 | Diploma Na 2,51% 3,81% 3,38% 1,15%
7 | Sarjana Na 8,76% 2,12% 7,54% 6,67%

Sumber: BPS, 2021

Jika dilihat pada komposisi Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kelompok usia
dapat dilihat selama kurun waktu 2017-2020 rata-rata pengangguran didominasi pada
rentang usia 20-24 tahun, 25-29 tahun, dan 15-19 tahun atau usia sekolah. Dari 38.484
penduduk yang menganggur terdapat 81,99 persen atau sekitar 31.555 di antaranya
adalah pemuda. Tingkat Pengangguran Terbuka pada usia 20-24 tahun dapat
mengindikasikan penduduk usia tersebut menganggur karena tidak terserap oleh
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lapangan pekerjaan dikarenakan ketrampilan dan tingkat pendidikan yang dimiliki ketika
berhenti pada jenjang SMA/SMK mengakibatkan tidak terserap dalam pasar kerja. Namun
pada tahun 2020 persentase penduduk menganggur pada usia 25-29 tahun menurun
drastis. Hal ini dimungkinkan karena pemuda pada usia tersebut tidak lagi terlalu memilih-
milih pekerjaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tingginya angka
pengangguran terbuka didominasi oleh kelompok usia muda dengan latar belakang
tingkat pendidikan tertentu seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah.
Tabel 2.30

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda
Kabupaten Kebumen 2016-2020

No | Kelompok Usia 2016 2017 2018 2019 2020
1 15-19 Na 25,2% 24,03% 23,36% 23,41%
2 20-24 Na 29,11% 35,08% 42,92% 30,47%
3 25-29 Na 3,99% 19,28% 16,28% 6,44%
4 30-34 Na 11,23% 2,49% 4,56% 4,02%
5 35-39 Na 5,01% 3,14% 1,04% 2,20%
6 40 - 44 Na 6,4% 2,69% 4,81% 1,12%
Sumber: BPS, 2021
6,07

5,58 “\ 5‘52

ﬁ\\\\\\\\\~,‘1?6
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7 4,14
2015 2017 2018 2019 2020
Sumber: BPS, 2021
Gambar 2.31

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020

Pada Tahun 2019 angka pengangguran Kabupaten Kebumen mencapai 4,76
persen. Kinerja penurunan tingkat pengangguran selama kurun waktu 2017-2019 cukup
baik. Namun pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini memperparah kondisi
ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen menjadi 6,07 persen. Angka pengangguran di
Kabupaten Kebumen meningkat karena berhenti bekerjanya buruh tidak tetap di
Kabupaten Kebumen akibat sektor ekonomi yang mempekerjakannya berhenti beroperasi
akibat pandemi COVID-19. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen juga meningkat
akibat pulangnya penduduk asli Kebumen yang merantau bekerja di kota besar (pekerja
migran). Mereka berhenti bekerja karena diterapkannya kebijakan /ockdown di tempat
bekerjanya akibat pandemi COVID-19 dan memilih pulang ke Kebumen untuk
mengurangi beban ekonomi kehidupannya. Untuk itu diperlukan suatu program padat
karya untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran yang berasal dari buruh tidak
tetap dan pekerja migran di Kabupaten Kebumen agar dapat membantu memperbaiki
kondisi ekonominya.
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2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung
upaya pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi
penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepedulian
pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya, pengembangan
dan pelestarian kesenian serta olahraga sangat dibutukan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang utuh. Kebudayaan merupakan penanda jatidiri yang
menjadi kekhasan dan karakter suatu daerah. Kekayaan budaya seharusnya dikelola
dengan baik agar menjadi penggerak dan modal pembangunan manusia.

Benda cagar budaya juga merupakan aset Kebumen yang harus dilestarikan,
usaha pemerintah untuk melestarikan benda cagar budaya mengalami beberapa
hambatan, kepemilikan cagar budaya oleh masyarakat dan keterbatasan anggaran
menjadi permasalahan dalam pelestarian cagar budaya sehingga tahun 2017 dan 2018
cagar budaya yang dilestarikan mengalami penurunan. Tahun 2016 jumlah cagar budaya
yang dilestarikan berjumlah 129 buah dan tahun 2020 berjumlah 130. Ini berarti ada
penambahan cagar budaya yang dilestarikan yang ada di Kebumen. Bila dilihat dari tahun
2019 dan 2020 terjadi penurunan pelestarian cagar budaya sebanyak 5 buah, hal ini
disebabkan keterbatasan anggaran karena adanya pandemi covid-19.

Pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan
pelestarian kesenian sesuai dengan budaya lokal yang masih eksis di masyarakat seperti
wayang kulit, jamjaneng, kuda lumping dan kesenian lainnya. Pemerintah daerah
melakukan fasilitasi terhadap grup kesenian dengan pemberian bantuan perlengkapan,
maupun fasilitasi pada even-even seni budaya dalam daerah maupun di tingkat nasional.
Tahun 2016 Sampai tahun 2020 jumlah grup kesenian selalu meningkat, pada tahun 2020
jumlah grup kesenian yang aktif sebanyak 442 grup. Kegiatan festival di tahun 2020 tidak
dapat dilakukan karena kebijakan pembatasan sosial pencegahan Covid-19.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi hal yang penting dilakukan
dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pembinaan kepemudaan melalui
pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan prestasi kepemudaan, pelatihan
kewirausahaan kepada pemuda dan kegiatan lain yang dapat mendorong partisipasi
pemuda dalam pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam
pengembangan prestasi olahraga dilakukan dengan pembinaan klub olahraga yang ada
pada tahun 2016-2018 terdapat 86 klub olahraga, dan meningkat signifikan pada tahun
2019 dan 2020 menjadi 255. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat
mendorong tumbuhnya klub-klub olahraga baru di Kabupaten Kebumen. Keberadaan
klub ini dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya prestasi olahraga secara lokal maupun
nasional.

Pengembangan prestasi olahraga didukung oleh pemerintah dengan penyediaan
sarana dan prasarana dan pembinaan terhadap klub olahraga salah satu sarpras yang
dibangun adalah gedung olahraga di beberapa kecamatan yang dapat digunakan oleh
masyarakat dan klub olahraga dalam latihan rutin untuk mendukung tumbuhnya bibit-
bibit atlet daerah. Gedung olahraga milik pemerintah daerah terdapat 5 unit yaitu GOR
Gembira, GOR Prembun, GOR Karanganyar, GOR Gombong, dan GOR Petanahan, serta
1 unit Stadion Chandradimuka. Selain itu 31 gedung olahraga didirikan oleh lembaga
pendidikan, pemerintah desa dan masyarakat guna menyediakan fasilitas yang
mendukung pengembangan atlet dan prestasi olahraga daerah. Kondisi ini memicu
meningkatnya inisiasi masyarakat dalam penyelenggaraan even-even olahraga berbasis
komunitas.
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di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tabel 2.31
Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Kegiatan Olahraga

No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

1. | Benda Cagar Budaya yang 129 85 117 135 130
Dilestarikan

2. | Jumlah Grup Kesenian 340 348 348 350 442

3. | Penyelenggaraan festival 11 11 9 15 0
seni dan budaya

4. | Kegiatan Olahraga 7 7 7 10 10

5. | Jumlah Klub Olahraga 86 86 86 255 255

6. | Jumlah Gedung Olahraga 31 31 32 37 37

Sumber: Disdik dan Disporawisata Kab. Kebumen, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor
strategis pendukung perwujudan pemerintah yang bersih (clean government) dan
kepemerintahan yang baik (good governance) adalah partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal
penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan,
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah saat ini dituntut untuk terus dapat ditingkatkan sehingga dapat dirasakan dan
memenuhi harapan masyarakat. Berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan
masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti
dan diselesaikan. Pada era sekarang, tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dalam
penanganan keluhan dan pengaduan sangat penting. Hal ini akan berdampak positif
terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada
penyelenggara pelayanan publik.

Secara umum kondisi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah
berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai IKM Kabupaten Kebumen pada tahun
2020 sebesar 81,97 yang masuk dalam kategori nilai IKM yang Baik. Perkembangan
pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen juga semakin baik. Hal tersebut
terlihat dari nilai IKM Kabupaten Kebumen yang terus meningkat pada kurun waktu tahun
2016-2020 dari angka 71,37 menjadi 81,97. Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten
Kebumen semakin mengapresiasi pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah
dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. IKM Kabupaten Kebumen
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
No Uraian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
1 Nilai IKM 71,37 75,15 79,28 80,61 81,97
2 Keterangan tinggi tinggi Baik Baik Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2021
Keterangan. laporan IKM tahun 2016-2017 mendasari PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014 sedangkan
tahun 2018-2020 mendasari PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017
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Tabel 2.33
Rata-Rata Nilai per Unsur Survei Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Rata-Rata Nilai
No Unsur SKM !la-t B Interval Kinerja UPP
Nilai Interval .
Konversi
1 Persyaratan 3,22 80,49 Baik
2 Sistem, Mekanisme, dan 3,20 80,06 Baik
Prosedur
3 Waktu Penyelesaian 3,12 77,96 Baik
4 Biaya/Tarif 3,56 79,87 Baik
5 Produk Spesifikasi Jenis 3,19 79,87 Baik
Pelayanan
6 Kompetensi Pelaksana 3,25 81,13 Baik
7 Perilaku Pelaksana 3,28 82,05 Baik
8 Sarana dan Prasarana 3,16 78,96 Baik
Penanganan Pengaduan, Baik
9 Saran dan Masukan 3,26 88,98
Rata-Rata 3,28 81,97 Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan Keputusan Bupati kebumen Nomor 503/168 tahun 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kebumen, pelayanan
pada masyarakat mempunyai SOP dan dengan durasi waktu tertentu. Nilai IKM
Kabupaten Kebumen tahun 2020 merupakan akumulatif dari pelayanan baik pelayanan
di Kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) serta pelayanan yang diselenggarakan oleh
Perangkat Daerah di Kebumen.

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Waktu penyelesaian merupakan
suatu unsur yang menjadi tolak ukur dari konsep pelayanan prima yang memprioritaskan
kepuasan dalam pelayanan. Semakin pendek waktu yang diperlukan dalam pelayanan
merupakan indikator utama dalam kepuasan masyarakat atas pelayanan. Secara
akumulasi nilai IKM pelayanan di Kabupaten Kebumen unsur waktu penyelesaian masuk
kriteria baik dengan nilai rata-rata interval 3,12 atau 77,96, nhamun bila dibandingkan
dengan 9 (sembilan) unsur pelayanan IKM, kompenen ini perlu mendapatkan
peningkatan.

Beberapa penyebab terkait rendahnya nilai unsur waktu penyelesaian pelayanan,
di antaranya:

1. Terdapat beberapa Penyelenggara Pelayanan Publik dalam pelayanan belum mengacu
kepada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan;

2. Sistem pelayanan di antaranya masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu
yang cukup lama; dan

3. Aktivitas pejabat yang sedang tidak di tempat, dinas luar, dinas dalam, rapat serta
memiliki kepentingan lain sehingga berkas administrasi pelayanan tidak segera
tercukupi sesuai standar waktu yang ditetapkan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Secara umum kondisi layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar di Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:
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1) Pendidikan

Kinerja bidang pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator bidang pendidikan
diantaranya angka melek huruf, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan
prosentase PAUD formal yang terakreditasi. Dari ke 4 (empat) indikator tahun 2020
mengalami peningkatan, ini berarti ada perkembangan pelayanan pendidikan di
Kabupaten Kebumen. Untuk melihat kedalaman perkembangan layanan pendidikan
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Tabel Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran Satuan | 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Melek Huruf % 96,29 96,58 95,15 94,51 99,57
Harapan Lama Sekolah Tahun 12,61 12,90 12,91 13,04 13,34
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,05 7,29 7,34 7,53 7,54
Persentase PAUD Formal % Na 4,19 4,25 39,24 39,24
Berakreditasi

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kebumen dan BPS, 2021

Angka Melek Huruf di Kabupaten Kebumen tahun 2016 sebesar 96,29%, tahun
2020 naik menjadi 99,57%. Hal ini berarti bahwa sampai dengan Tahun 2020, 99,57%
penduduk di Kabupaten Kebumen yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan
menulis huruf latin atau huruf lainnya dan 0,43% penduduk di Kabupaten Kebumen tahun
2020 masih buta huruf. Penduduk ini didominasi penduduk tidak produktif dan yang
mempunyai kebutuhan khusus.

Pencapaian HLS di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 13,34 mengalami
peningkatan sebesar 0,73 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut
dapat diartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan
formal pada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen memiliki peluang untuk bersekolah
selama 13,34 tahun atau setara Diploma I. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten
Kebumen tahun 2020 sebesar 7,54 tahun atau meningkat sebesar 0,49 tahun dari tahun
2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten
Kebumen pada Tahun 2020 sebesar 7,54 tahun atau setara kelas dua SMP.

Persentase PAUD Formal Berakreditasi meningkat dari 4,19% di tahun 2016
menjadi 39,24 di tahun 2020. Ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di
Kabupaten Kebumen. Hal ini disebabkan mulai Tahun 2019 Badan Akreditasi Nasional
(BAN) PAUD PNF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan jenjang Taman
Kanak-Kanak (TK) dikategorikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dimana
Sebagian besar TK telah terakreditasi. Pada tahun 2020 terdapat moratorium akreditasi
guna memperbaiki komponen penilaian akreditasi. Akreditasi dimulai kembali pada tahun
2021. Pembangunan urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen tahun 2020 dapat dilihat
dari beberapa indikator kinerja program, di antaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan
dasar. Untuk melihat indikator pendidikan tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah
ini.

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, APK PAUD 1-6 tahun. Kabupaten
Kebumen sejak lima tahun terakhir cukup fluktuatif dari 2016 sebesar 47,06 sampai
dengan 2018 menjadi 50,98% atau naik sebesar 3,92%. Sedangkan APK PAUD 3-6 tahun
di tahun 2019 sebesar 37,20% dan di tahun 2020 naik menjadi 41,38%. Perubahan capaian
APK PAUD terjadi karena perubahan rentang anak usia dini yang sebelumnya dihitung
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berdasarkan usia 0-6 tahun menjadi 3-6 tahun. Perhitungan ini berlaku nasional dari
tahun 2018.
Tabel 2.35

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

2016 2017 2018

Uraian 2019 2020

APK PAUD
Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

47,06 47,01 50,98 37,20 41,38

Jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Kebumen tahun 2020 meningkat dari 1.132
unit di tahun 2016 menjadi 1.152 unit di tahun 2020. Dengan jumlah penduduk usia 3-6
tahun yang meningkat pada tahun 2020 menjadi 134.132 anak, menyebabkan rasio
lembaga PAUD pada tahun 2020 turun menjadi 1:116. Rasio Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.36
Rasio Jumlah Lembaga PAUD Per Siswa Jenjang PAUD
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
2 Lembaga PAUD 1.132 1.145 1.128 1.240 1.152
> Penduduk Usia 0-6 Tahun 137.288 | 135.290 | 133.550 | 134.132 | 134.132
Rasio 1:119 1:116| 1:118| 1:108 | 1:116

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021
Keterangan : data dihitung berdasarkan rumus perhitungan (Tahun 2016-2018 untuk penduduk usia O-
6 tahun) dan rumus perhitungan SPM (Tahun 2019-2020 untuk penduduk usia 3-6 tahun)

Berdasarkan gambar di bawah, posisi APK PAUD Kebumen tahun 2020 sebesar
44,86% nilai ini lebih tinggi dari APK PAUD Nasional sebesar 37,52% dan lebih rendah
dari APK PAUD Provinsi Jawa Tengah sebesar 50,24%.

37,52 36,93 AR

34,62

33,84
2016 2017 2018 2019 2020
® Kebumen ® Jateng @ Nasional

Sumber: Disdik, BPS Susenas, 2020
Gambar 2.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat PAUD Kabupaten Kebumen, Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
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b) Pendidikan Dasar

Indikator Kinerja Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari
aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan baik dari sarana, prasarana maupun
mutu pendidikan. Gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat
dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persentase Partisipasi Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), Angka Putus Sekolah (APTS), Rasio Guru/Murid, Rasio Guru/Murid
Per Kelas Rata-rata, Rasio Sekolah dengan penduduk usia sekolah, Persentase Ruang
Kelas yang Berkondisi Baik, Persentase Kelulusan sekolah dan Persentase Kualifikasi Guru
Berpendidikan Minimal S1 untuk setiap jenjang pendidikan. Secara rinci beberapa
indikator kinerja pokok pada pendidikan dasar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK)

1 | SD/MI (%) 109,57 107,74 107,72 110,42 108,87
SMP/MTs (%) 98,72 90,06 89,97 90,04 90,69
Angka Partisipasi Murni (APM)

2 | SD/MI (%) 95,44 97,41 99,49 98,98 99,20
SMP/MTs (%) 73,61 76,01 80,90 80,36 81,00
Angka Siswa Putus Sekolah

3 | SD/MI (%) 0,06% 0,07% 0,09% 0,09% 0,06%
SMP/MTs (%) 0,35% 0,26% 0,29% 0,29% 0,16%
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

4 | SD/MI 1:140 1:139 1:140 1:145 1:145
SMP/MTs 1:319 1:317 1:311 1:314 1:314
Rasio Guru/Murid

5 | SD/MI 1:15 1:15 1:15 1:17 1:18
SMP/MTs 1:14 1:15 1:15 1:16 1:18
Rasio Kelas/Murid

6 | SD/MI 1:22 1:22 1:22 1:22 1:26
SMP/MTs 1:29 1:28 1:28 1:27 1:27
Rasio Kelas/Guru

7 | SD/MI 1: 1,49 1:1,50 1:151 1:151 1:1,47
SMP/MTs 1:1,53 1:151 1:151 1:1,48 1:1,48
Rasio Guru Per Sekolah

8 | SD/MI 1:9,88 1:9,84 1:9,83 1:9,77 1:6,61
SMP/MTs 1:22,64 | 1:2268 1:21,10 1:20,69 | 1:16,01
Angka Kelulusan

9 | SD/MI (%) 98,56 98,38 98,38 99,97 100,00
SMP/MTs (%) 95,75 96,91 96,91 99,97 100,00
Jumlah Sekolah yang Telah Terakreditasi
Jumlah Sekolah Tingkat 98,63 98,50 97,63 98,00 99,74
SD yang telah
terakdreditasi (%)

10 Jumlah Sekolah Tingkat 91,96 91,96 89,47 95,69 96,58
SMP yang telah
terakdreditasi (%)

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV

SD/MI (%) 89,14 91,37 91,37 93,70 93,78
SMP/MTs (%) 84,94 88,58 88,58 94,26 94,30
Persentase Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi baik

11 | SD/MI (%) 70,08 72,67 72,67 72,71 87,87
SMP/MTs (%) 81,98 83,06 83,06 83,03 90,67
Prersentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Ringan (%RKrr)

12 | SD/MI (%) 57,6 60 61,6 61,3 61,05
SMP/MTs (%) 59,8 56,9 58,2 57,1 53,69

13 Prersentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Sedang (%RKrs)

SD/MI (%) | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 7,27
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No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
SMP/MTs (%) 5 4,6 3 51 7,56
Prersentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Berat (%RKrb)

14 | SD/MI (%) 10,60 7,20 8,90 10,80 2,24
SMP/MTs (%) 1,90 4,00 3,00 3,70 2,78

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan BPS, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Selama tahun 2016-2018, APK jenjang SD/Sederajat menunjukkan penurunan
yang signifikan setiap tahunnya dengan angka 107,72% pada tahun 2018, kemudian
pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 108,57% di tahun 2020. Sementara itu,
APK SMP/Sederajat meningkat pada tahun 2020 menjadi 90,69%. APK lebih dari 100%
menunjukkan pelayanan Pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen telah mampu
menjangkau seluruh penduduk usia sekolah dasar.

Data pilah gender untuk bidang pendidikan dari BPS tidak tersedia data series
dari 2016 samapai dengan 2019, dan pada tahun 2020 BPS merilis data APK berdasarkan
jenis kelamin. Pada Tahun 2020 APK SD untuk anak laki-laki sebesar 108,54% dan untuk
anak perempuan sebesar 108,59%. Hal ini menunjukan kesetaraan gender dibidang
pendidikan untuk jenjang SD sudah bagus dimana kesempatan bersekolah untuk anak
perempuan sudah seimbang dengan anak laki-laki bahkan jumlahnya lebih banyak
perempuan yang bersekolah di jenjang SD.

44
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Sumber: BPS, 2021
Gambar 2.33
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Sementara APK SMP sederajat masih menunjukkan angka dibawah 100, artinya
adanya penurunan pada jumlah murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai
dengan usianya atau anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten
Kebumen. APK SD/Sederajat Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 berada di atas APK
Jawa Tengah maupun nasional. namun pada jenjang SMP/sederajat, APK Kabupaten
Kebumen pada tahun 2020 berada di bawah APK Jawa Tengah dan nasional.
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Untuk Jenjang SMP pada Tahun 2020 APK untuk anak laki-laki sebesar 94,13%
dan untuk anak perempuan sebesar 86,88%. Hal ini menunjukan masih ada kesenjangan
kesetaraan gender dibidang pendidikan untuk jenjang SMP dimana kesempatan sekolah
untuk anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan.

93,21

91,96 92,06
91,7

91,09
90,12 20,5
89,96 /'9'; -
90,06 —3;}97 90,04
89,72
2016 2017 2018 2019 2020
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Sumber: BPS, 2021
Gambar 2.34
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM pada jenjang SD/Sederajat Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2016-
2018 secara umum terus mengalami tren kenaikan, namun pada tahun 2019 dan 2020
cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. APM pada
jenjang SMP/Sederajat selama periode tahun 2016-2020 juga mengalami tren kenaikan
dengan APM pada tahun 2020 sebesar 81,00%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional, pada tahun 2020 baik nilai APM SD/Sederajat dan SPM/Sederajat
Kabupaten Kebumen berada di atas APM Jawa Tengah dan nasional.
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Sumber: BPS, 2021
Gambar 2.35
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber: BPS, 2021
Gambar 2.36
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kinerja APS jenjang usia 7-12 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,58%
menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 99,75%. Pada tahun 2020 APS
jenjang usia 7-12 tahun Kabupaten Kebumen berada di bawah angka APS Jawa Tengah
dan lebih tinggi dibanding capaian Nasional. Capaian angka partisipasi sekolah jenjang
usia 7-12 tahun selama tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat dalam gambar
berikut.
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Sumber: BPS, 2021
Gambar 2.37
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Jenjang usia 13-15 tahun mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 99,03%
dari tahun 2019 sebesar 98,32%. Jika dibandingkan Kabupaten Kebumen berada di atas
APS Jawa Tengah dan Nasional.
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Sumber: BPS, 2021
Gambar 2.38
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Dari penjelasan kedua gambar di atas, artinya masih terdapat anak usia sekolah
yang tidak bersekolah. Pemerintah daerah perlu mendorong pencapaian SPM bidang
pendidikan dimana seluruh penduduk usia 7-15 tahun harus terlayani pendidikan
dasarnya. Pola pelayanan sekolah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan menyebabkan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak
terlantar, anak jalanan tidak mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya. Di sisi lain,
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keengganan untuk kembali bersekolah bagi mereka yang putus sekolah maupun untuk
menempuh pendidikan kesetaraan merupakan tugas berat dari Pemerintah Daerah.
Kecenderungan orangtua menyekolahkan anak mereka pada sekolah madrasah dan
sekolah non-formal di luar Kebumen menjadi penyumbang angka partisipasi sekolah
cenderung menurun.

Angka Melanjutkan Sekolah

Rata-rata selama kurun waktu 2016-2020 anak yang tidak melanjutkan pendidikan
ke jenjang SMP/MTs sebanyak 20 anak atau 0,09%. Faktor akses, ekonomi maupun sosial
menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya. Di
sisi lain anak memilih melanjutkan ke jenjang pendidikan madrasah dan/atau pendidikan
non-formal daripada melanjutkan pendidikan di sekolah formal. Jenjang pendidikan dasar
9 tahun merupakan pondasi dasar pembangunan manusia. Perlu upaya untuk
mewujudkan akses pelayanan pendidikan dasar kepada seluruh masyarakat.

Tabel 2.38
Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan ke SLTP/MTs Kebumen Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Siswa SD lulus 21.279 20.640 20.640 21.250 21,285
Siswa Melanjutkan 21.257 20.619 20.619 21.227 21,265
Tidak Melanjutkan 22 21 21 23 20
Persentase (%) 99,90 99,90 99,90 99,89 99,91

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019 di jenjang
SD/MI. Namun angka tersebut menurun pada 2020 menjadi 73 anak. Sementara itu,
pada jenjang SMP/MTs angka putus sekolah pada tahun 2016-2020 mengalami
penurunan dari 220 anak di tahun 2016 menjadi 99 anak di tahun 2020. Angka Putus
Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
SD/MI
2 Siswa Putus Sekolah 82 93 112 112 73
> Seluruh Siswa 131.337 130.002 130.002 129.091 125,585
% Anak Putus Sekolah 0,06% 0,07% 0,09% 0,09% 0,06%
SMP/MTs
2 Siswa Putus Sekolah 220 164 183 183 99
> Seluruh Siswa 63.192 62.293 62.293 61.061 61,109
% Anak Putus Sekolah 0,35% 0,26% 0,29% 0,29% 0,16%

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs
menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen.
Faktor ekonomi dan non-ekonomi diindikasikan memengaruhi tingginya Angka Putus
Sekolah di Kabupaten Kebumen.

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI terus
mengalami perbaikan sejak tahun 2016 dari 1:139 menjadi 1:153 di tahun 2020. Namun
demikian pada jenjang SMP/MTs justru mengalami penurunan rasio dari 1:319 pada
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tahun 2016 menjadi 1:297 pada tahun 2020. Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara lengkap dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
SD/MI
Jumlah Sekolah 912 911 916 885 873

Jumlah Penduduk

Usia 7-12 tahun 126.782 | 127.980 | 127.980 127.980 | 133,302

Rasio ketersediaan sekolah 1:139 1:140 1:140 1:145 1:153
SMP/MTs
Jumlah Sekolah 200 202 206 204 211

Jumlah Penduduk
Usia 13-15 tahun

Rasio ketersediaan sekolah 1:319 1:317 1:311 1:314 1:297
Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

63.793 64.115 64.115 64.115 64.115

Tabel 2.41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016-2020
Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen

Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah

No| Kecamatan SD/MI SMP/MTS

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 |Ayah 1:112| 1:115| 1:115| 1:152| 1:122| 1:166| 1:180| 1:180| 1:209| 1:195
2 |Buayan 1:148| 1:149| 1:149| 1:170| 1:171| 1:609| 1:608| 1:608| 1:542| 1:482
3 [Puring 1:126| 1:127| 1:130| 1:154| 1:153| 1:419| 1:420| 1:420| 1:513| 1:466
4 |Petanahan 1:142| 1:146| 1:145| 1:163| 1:168| 1:328| 1:334| 1:334| 1:377| 1:342
5 [Klirong 1:155| 1:156| 1:156| 1:155| 1:166| 1:289| 1:291| 1:291| 1:311| 1:285
6 |Buluspesantren | 1:139| 1:141| 1:141| 1:137| 1:141| 1:424| 1:429| 1:429| 1:390| 1:354
7 |Ambal 1:152| 1:152| 1:152| 1:156| 1:155| 1:415| 1:415| 1:415| 1:430| 1:400
8 |Mirit 1:133| 1:133| 1:133| 1:139| 1:147| 1:396| 1:393| 1:393| 1:406| 1:379
9 |Prembun 1:112) 1:113| 1:113| 1:108| 1:108| 1:168| 1:167| 1:167| 1:175| 1:156
10 (Kutowinangun | 1:139| 1:139| 1:136| 1:128| 1:133| 1:287| 1:286| 1:286| 1:297| 1:273
11 [Alian 1:160| 1:159| 1:159| 1:142| 1:162| 1:277| 1:276| 1:276| 1:291| 1:281
12 |Kebumen 1:197| 1:203| 1:202| 1:164| 1:174| 1:321| 1:315| 1:315| 1:232| 1:213
13 |Pejagoan 1:151| 1:157| 1:156| 1:143| 1:163| 1:495| 1:511| 1:511| 1:491| 1:446
14 (Sruweng 1:144| 1:144| 1:144| 1:147| 1:150| 1:381| 1:381| 1:381| 1:400| 1:365
15 [Adimulyo 1:116| 1:117| 1:117| 1:123| 1:129| 1:314| 1:315| 1:315| 1:363| 1:324
16 |Kuwarasan 1:133| 1:137| 1:133| 1:135| 1:138| 1:389| 1:398| 1:398| 1:385| 1:351
17 |Rowokele 1:121 1:122| 1:122| 1:146| 1:156| 1:294| 1:292| 1:292| 1:328| 1:312
18 {Sempor 1:140| 1:140| 1:140| 1:151| 1:163| 1:454| 1:452| 1:452| 1:509| 1:461
19 {Gombong 1:149| 1:149| 1:149| 1:147| 1:153| 1:330| 1:329| 1:329| 1:326| 1:333
20 |Karanganyar 1:130| 1:131| 1:131| 1:128| 1:134| 1:262| 1:263| 1:263| 1:286| 1:252
21 [Karanggayam 1:127| 1:127| 1:127| 1:144| 1:148| 1:320| 1:248| 1:248| 1:332| 1:295
22 |Sadang 1:106| 1:108| 1:108| 1:141| 1:143| 1:274| 1:273| 1:273| 1:393| 1:352
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Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah

No| Kecamatan SD/MI SMP/MTS

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
23 |Bonorowo 1:99| 1:100| 1:100| 1:94| 1:111| 1:334| 1:334| 1:334| 1:350| 1:306
24 |Padureso 1:91| 1:93| 1:93| 1:116| 1:114| 1:187| 1:186| 1:186| 1:287| 1:251

25 |Poncowarno 1:108| 1:110| 1:110| 1:119] 1:129| 1:203| 1:203| 1:203| 1:315| 1:303

26 |Karangsambung| 1:115| 1:116| 1:116| 1:139| 1:159| 1:198| 1:197| 1:197| 1:300| 1:284
Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data ketersediaan sekolah, diperoleh gambaran jika rasio
ketersediaan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten
Kebumen secara rata-rata maupun per kecamatan didapatkan rasio yang masih memadai
atau cukup ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas fasilitas pelayanan
pendidikan dasar pada setiap kecamatan telah memadai.

Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid pada jenjang SD/MI tahun 2020 mengalami peningkatan
dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:18. Sedangkan rasio guru/murid pada
jenjang SMP/MTs tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 1:18. Jika dilihat dari
rasio ideal guru per murid yaitu satu guru untuk 32 siswa, maka jumlah guru di Kabupaten
Kebumen secara agregat telah tercukupi. Kondisi rasio guru terhadap murid Kabupaten
Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.42
Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
SD/MI
Jumlah Guru 8.975 8.957 8.957 7.997 6,855
Jumlah Murid 131.337 130.002 130.002 129.091 125,585
Rasio Guru/Murid 1:15 1:15 1:15 1:17 1:18
SMP/MTs
Jumlah Guru 4.536 4.263 4,263 4.147 3.362
Jumlah Murid 63.192 62.293 62.293 61.061 61,109
Rasio Guru/Murid 1:14 1:15 1:15 1:16 1:18

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Rasio Guru Per Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio Kelas/Guru pada jenjang SD/MI tahun 2020 adalah 1:1,47, sedangkan pada
jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:1,48. Rasio Kelas/Murid pada jenjang SD/MI tahun
2020 adalah 1:26, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas/Murid yaitu 32 siswa per
kelas, maka jumlah ruang kelas SD/MI telah mencukupi. Adapun rasio Kelas/Murid pada
jenjang SMP/MTs tahun 2020 adalah 1:27, jika dibandingkan dengan rasio ideal
Kelas/Murid yaitu 36 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SMP/MTs telah
mencukupi. Kondisi rasio guru dan murid terhadap kelas di Kabupaten Kebumen pada
tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut
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Tabel 2.43
Rasio Guru Per Kelas Rata-Rata Terhadap Murid
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
SD/MI
Jumlah Guru 8.975 8.957 8.957 7.997 6.855
Jumlah kelas 5.997 5.932 5.932 5.867 4.659
Rasio Kelas/Guru 1: 1,49 1:1,50 1:1,51 1:1,51 1:1,47
Jumlah Murid 131.337 130.002 130.002 129.091 125,585
Rasio Kelas/Murid 1:22 1:22 1:22 1:22 1:26
SMP/MTs
Jumlah Guru 3.366 3.364 3.363 3.361 3.362
Jumlah Kelas 2.192 2.227 2.227 2.259 2.259
Rasio Kelas/ Guru 1:1,53 1:1,51 1:1,51 1:1,48 1:1,48
Jumlah Murid 63.192 62.293 62.293 61.061 61.109
Rasio Kelas/Murid 1:29 1:28 1:28 1:27 1:27

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Tabel 2.44
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020 Menurut
Kecamatan Kabupaten Kebumen

Rasio Guru dan Murid SD/MI Rasio Guru dan Murid SMP/MTs

No Kecamatan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Ayah 1:17 1:17 1:17 1:19 1:19 1:11 1:11 1:11 1:17 1:13
2 | Buayan 1:17 1:17 1:17 1:20 1:20 1:20 1:21 1:21 1:24 1:20
3 | Puring 1:18 1:18 1:17 1:19 1:20 1:16 1:16 1:16 1:21 1:17
4 | Petanahan 1:15 1:15 1:15 1:17 1:17 1:11 1:13 1:13 1:16 1:16
5 | Klirong 1:17 1:16 1:17 1:19 1:19 1:13 1:15 1:15 1:16 1:13
6 | Buluspesantren 1:16 1:16 1:16 1:17 1:17 1:13 1:14 1:14 1:18 1:15
7 | Ambal 1:18 1:17 1:17 1:20 1:20 1:15 1:15 1:15 1:18 1:15
8 | Mirit 1:13 1:13 1:13 1:15 1:15 1:12 1:13 1:13 1:23 1:14
9 | Prembun 1:13 1:13 1:13 1:16 1:16 1:13 1:15 1:15 1:17 1:15

10 | Kutowinangun 1:14 1:14 1:14 1:16 1:16 1:14 1:15 1:15 1:19 1:15

11 | Alian 1:17 1:17 1:16 1:18 1:18 1:14 1:14 1:14 1:19 1:14
12 | Kebumen 1:18 1:17 1:17 1:19 1:19 1:16 1:16 1:15 1:18 1:17
13 | Pejagoan 1:17 1:16 1:16 1:20 1:20 1:15 1:15 1:15 1:21 1:15
14 | Sruweng 1:16 1:16 1:16 1:17 1:17 1:14 1:15 1:15 1:20 1:15
15 | Adimulyo 1:14 1:14 1:14 1:15 1:15 1:14 1:15 1:15 1:18 1:19
16 | Kuwarasan 1:17 1:17 1:17 1:18 1:18 1:18 1:18 1:18 1:22 1:19
17 | Rowokele 1:19 1:19 1:19 1:19 1:19 1:18 1:20 1:20 1:23 1:16
18 | Sempor 1:17 1:17 1:16 1:18 1:18 1:17 1:19 1:19 1:19 1:19
19 | Gombong 1:17 1:17 1:17 1:20 1:20 1:17 1:17 1:17 1:18 1:17
20 | Karanganyar 1:16 1:15 1:15 1:17 1:17 1:18 1:19 1:19 1:19 1:18
21 | Karanggayam 1:18 1:18 1:17 1:18 1:18 1:14 1:12 1:12 1:19 1:15
22 | Sadang 1:17 1:16 1:16 1:17 1:17 1:13 1:13 1:13 1:18 1:13
23 | Bonorowo 1:11 1:11 1:11 1:14 1:14 1:11 1:16 1:16 1:18 1:14
24 | Padureso 1:13 1:13 1:13 1:16 1:16 1:09 1:10 1:10 1:18 1:10
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Rasio Guru dan Murid SD/MI Rasio Guru dan Murid SMP/MTs

No Kecamatan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

25 | Poncowarno 1:14 1:13 1:13 1:15 1:15 1:14 1:13 1:13 1:14 1:12

26 | Karangsambung 1:17 1:17 1:17 1:19 1:19 1:14 1:15 1:15 1:17 1:16
Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data rasio jumlah guru per murid pada jenjang pendidikan dasar,
didapatkan gambaran rasio guru dengan murid di Kebumen tahun 2020 jenjang SD/MI
dan SMP/MTs telah di atas rasio ideal. Standar ideal rasio guru/murid untuk jenjang
SD/MI adalah 1:29 sementara untuk jenjang SMP/MTs adalah 1:24, sedangkan kondisi
di Kabupaten Kebumen menunjukkan rasionya termasuk kategori ideal. Hal ini
menunjukkan bahwa secara kuantitas tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan
dasar pada setiap kecamatan telah memadai. Capaian di atas rasio ideal tersebut di
dukung dengan banyaknya guru tidak tetap yang bekerja di SD/MI dan SMP/MTs sekolah
negeri.

Rasio Guru Per Sekolah

Rasio Guru terhadap sekolah di Kebumen tahun 2016 sebesar 1:9,84 dan tahun
2020 sebesar 1:7,85. Rasio guru per sekolah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rata-
rata dalam satu sekolah dasar memiliki 9 orang guru, namun pada tahun 2020 menurun
menjadi 7-8 orang guru. Sedangkan rasio pendidikan SMP/MTs tahun 2016 sebesar
1:22,68 dan tahun 2020 sebesar 1:15,93 Rasio guru per sekolah dalam kurun 3 waktu
terakhir rata-rata memiliki guru sebanyak 20-22 orang dan menurun pada tahun 2020
sebesar 1:16. Salah satu penyebab menurunnya rasio guru disebabkan karena banyaknya
guru yang pensiun dan belum ada penambahan guru PNS baru. Secara rinci rasio guru
per sekolah dapat dilihat dalam tabel berikut .

Tabel 2.45
Rasio Guru Per Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
SD/MI
Jumlah Guru 8.975 8.957 8.957 7.997 6,855
Jumlah Sekolah 912 911 916 885 873
Rasio 1:9,84 1:9,83 1:9,77 1:9,03 1:7,85
SMP/MTs
Jumlah Guru 4.536 4.263 4.263 4.174 3.362
Jumlah Sekolah 200 202 202 204 211
Rasio 1:22,68 1:21,10 1:20,69 1:20,46 1:15,93

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Persentase Kelulusan Siswa

Persentase kelulusan di Kebumen pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dalam kurun
waktu 2016-2020 menunjukkan angka yang cukup baik, pada tahun 2020 seluruh siswa
jenjang pendidikan dasar lulus sekolah. Artinya kualitas pembelajaran di Kabupaten
Kebumen untuk jenjang pendidikan dasar dalam kondisi baik.
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Tabel 2.46

Persentase Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
SD/MI
Jumlah Siswa Lulus Sekolah 21.279 | 20.640 | 20.640 | 21.250 21,285
Jumlah Seluruh Siswa Kelas VI 21.589 | 20.979 | 20.979 | 21.257 21,285
Persentase Kelulusan Siswa (%) 98,56 98,38 98,38 99,97 100,00
SMP/MTs
Jumlah Siswa Lulus Sekolah 20.718 | 20.328 | 20.328 | 20.366 19,753
Jumlah Seluruh Siswa Kelas IX 21.638 | 20.976 | 20.976 | 20.373 19,753
Persentase Kelulusan Siswa (%) 95,75 96,91 96,91 99,97 100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan SIPD semester 1, 2021

Akreditasi Sekolah

Jumlah sekolah SD/MI yang terakreditasi di Kebumen tahun 2016 sebanyak 790

sekolah dan tahun 2020 sebanyak 770 sekolah. Berkurangnya jumlah sekolah karena

dilakukan regrouping pada jenjang SD untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Di tahun
2020 masih ada 2 sekolah yang belum terakreditasi menunggu penjadwalan. Persentase

SD terakreditasi selama kurun waktu lima tahun terakhir cukup baik.

Tabel 2.47

Kondisi Sekolah Terakreditasi jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2020

Akreditasi 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Total Sekolah 802 801 801 771 772
Jumlah Sekolah Terakreditasi 790 782 785 737 770
Persentase Sekolah Terakreditasi 98,50% 97,63% | 98,00% | 95,59% | 99,66%
Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021
99,66%0
98,50%0
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Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.39

Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2020

Akreditasi sekolah jenjang SLTP/MTs di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebanyak
113 sekolah telah terakreditasi. Jumlah akreditasi A sebanyak 53 sekolah, yang
terakreditasi B sejumlah 35 sekolah, sejumlah 25 sekolah berakreditasi C dan terdapat 1
sekolah tidak terakreditasi, dan 6 sekolah belum terakreditasi.
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Tabel 2.48
Kondisi Sekolah Terakreditasi Jenjang SLTP/MTs Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Akreditasi 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Terakreditasi 103 102 111 108 113
Jumlah Sekolah 112 114 116 116 119
Persentase Sekolah 91,96% | 89,47% | 95,69% | 93,10% | 94,96%
Terakreditasi

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020
/ 94,96
93,10
91,96
89,47
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021
Gambar 2.40

Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SLTP/MTs
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik
Persentase ruang kelas kondisi baik tahun 2020 untuk jenjang SD/MI sebesar

1.223 buah, ruang kelas dalam kondisi rusak berat 605 buah dan kondisi rusak ringan
3.523 buah. Sedangkan untuk SMP/MTs jumlah kondisi baik sebanyak 795 buah, ruang
kelas dalam kondisi rusak berat sebanyak 80 buah dan rusak ringan sebanyak 1.213
buah. Kondisi ruang kelas jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen mayoritas
dalam kondisi rusak ringan untuk SD/MI 61,05% dan SMP/MTs sebesar 53,69% . Kondisi
ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara
lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Uraian | 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2020
SD / MI
Jumlah seluruh ruang kelas 5.863 6.026 6.026 5.867 5.771
Jumlah ruang kondisi baik 1.407 1.507 1.326 1.173 1.223
Jumlah ruang kondisi rusak ringan 3.342 3.616 3.676 3.579 3.523
Ruang rusak sedang 410 458 446 463 420
Jumlah ruang kelas rusak berat 704 446 578 651 605
% kondisi baik 24,00 25,01 22,00 19,99 21,19
% rusak ringan 57,00 60,01 61,00 61,00 61,05
% rusak sedang 6,99 7,60 7,40 7,89 7,27
11-87
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Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
% rusak berat 12,01 7,40 9,59 11,10 10,48
SMP/MTs
Jumlah seluruh ruang kelas 2.281 2.296 2.296 2.259 2.259
Jumlah ruang kondisi baik 760 792 822 770 795
Jumlah ruang kondisi rusak ringan 1.364 1.306 1.336 1.290 1.213
Ruang rusak sedang 43 106 69 115 171
Jumlah ruang kelas rusak berat 77 92 69 84 80
% kondisi baik 34,19 35,63 36,98 34,64 35,19
% rusak ringan 61,36 58,75 60,10 58,03 53,69
% rusak sedang 1,93 4,77 3,10 5,17 7,56
% rusak berat 3,46 4,14 3,10 3,78 3,54

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting.
Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh
pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum,
derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus Balita Gizi Buruk (BGB),
Balita Kurang Gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Angka
Harapan Hidup (AHH). Oleh karena itu, AHH memiliki korelasi yang sangat erat dengan
Angka Kematian Bayi atau /nfant mortality rate (AKB/IMR). Kemudian angka kematian
bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan
persalinan, perawatan neonatal dan status gizi bayi (0-11 bulan). Secara umum capaian
kinerja bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

1 | % Balita Gizi Kurang 0,31% | 0,28 % 0,29% 0,80% 0,50%
2 | % Balita Gizi Buruk 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
3 | Ibu hamil KEK 0,63% 0,63% 0,67% 8,97% 8,26%
4 | Angka Melahirkan Ibu Hamil 19.583 19.812 19.629 19.526
5 | AKI (per 100.000 kelahiran 80,01 61,38 50,52 | 45,85| 76,73
6 | Angka Kelahiran Bayi 19.697 19.952 19.774 | 19.690
7 | AKB (per 1.000 kelahiran hidup) 8,95 7.21 6,76 6,92 6,95
8 | AHH 72,87 72,98 73,11 73,22 73,40
9 | Cakupan Ibu hamil K1 100,00 | 100,00% | 100,00% 100,00 | 100,00
10 | Cakupan Ibu hamil K4 94,19 | 95,50% | 96,15% | 99,89% | 99,93%
11 | Cakupan persalinan oleh Nakes 99,74 | 99,77% | 99,86% | 99,91% | 99,95%
12 | Jumlah penderita Stunting - - 5019 14.057 10.484
13 | Jumlah Desa ODF 36 67 109 422 460

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian
bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu yang merupakan
salah satu indikator yang menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat.
Angka kematian bayi di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2018 cenderung
menurun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan sebelum kelahiran,
status gizi ibu hamil yang semakin baik, kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial
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masyarakat. Namun AKB pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari 6,92% menjadi 6,95%
pada tahun 2020 meskipun jumlah kasus kematian yang sama (136 kasus),
persentasenya lebih tinggi karena jumlah kelahiran hidup yang lebih sedikit jika
dibandingkan dengan tahun 2019. Penyebab kematian bayi salah satunya disebabkan
pandemi Covid-19 yang memicu keadaan kesehatan ibu hamil dan bayi tidak maksimal
mendapatkan pelayanan kesehatan karena pembatasan melakukan kunjungan
pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta sosial ekonomi masyarakat sehingga status
gizinya menurun. Selain itu penyebab kematian bayi pada tahun 2020 yaitu berat badan
lahir rendah, asfiksia atau gagal nafas, infeksi, cacat bawaan, dan penyakit penyerta
lainnya. Angka kematian bayi Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat
dilihat pada gambar berikut:

8,95

7,21
676 92 695

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.41
Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ayah 5 5 5 10 4
2 Buayan 8 5 2 2 3
3 Puring 8 14 6 6 3
4 Petanahan 11 14 6 4 4
5 Klirong 7 9 12 8 9
6 Buluspesantren 13 5 5 9 3
7 Ambal 13 10 11 10 11
8 Mirit 9 7 7 6 7
9 Bonorowo 1 3 3 4 3
10 Prembun 6 4 8 4 5
11 Kutowinanangun 1 4 7 2 7
12 Alian 9 5 6 6 3
13 Padureso 4 2 4 3 2
14 Poncowarno 5 2 0 6 2
15 Kebumen 11 10 5 10 14
16 Pejagoan 1 3 0 1 1
17 Sruweng 7 5 4 7 10
18 Adimulyo 8 2 2 0 3
19 Kuwarasan 7 2 4 5 7
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No Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020
20 Rowokele 6 6 6 4 4
21 Sempor 10 8 4 6 6
22 Gombong 3 3 2 4 4
23 Karanganyar 2 0 0 1 5
24 Karanggayam 11 6 14 9 6
25 Sadang 4 5 4 2 2
26 Karangsambung 9 2 7 7 8
Total 179 141 134 136 136

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data per kecamatan didapatkan gambaran kecenderungan angka
kematian bayi tinggi selama kurun waktu 2016-2020 antara lain Kecamatan Kebumen,
Ambal, dan Karanggayam. Ketiga kecamatan tersebut hampir selalu menempati jumlah
kasus kematian bayi tertinggi selama 2016-2020. Faktor penyebab kematian bayi secara
umum disebabkan oleh keterlambatan penanganan, penyakit penyerta, kondisi
kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta status gizi ibu dan bayi.
Upaya penurunan AKB antara lain melalui peningkatan akses bayi untuk memperoleh
pelayanan kesehatan dasar untuk mengetahui adanya kelainan, penyakit, pemeliharaan
kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas bayi. Selain itu pendampingan kelas ibu
dan balita, optimalisasi peran Posyandu, intervensi gizi terhadap bayi, termasuk
penanganan kasus gizi buruk.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari Angka Harapan Hidup
masyarakat. AHH tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, artinya derajat kesehatan
masyarakat semakin baik. Masyarakat memiliki peluang hidup yang lebih panjang dan
sehat. Meskipun peningkatan AHH berkontribusi pada peningkatan proporsi penduduk
usia lanjut karena kondisi kesehatan yang semakin baik. Pemerintah seharusnya
menyusun kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat usia lanjut agar tetap
produktif.

73,40

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.42
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
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Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, Kabupaten Kebumen telah
berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup sebesar 0,53 tahun. Pada tahun 2016
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen 72,87 tahun dan pada tahun 2020 Angka
Harap Hidup 73,40 tahun.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2019 mengalami
penurunan dari 80,10 di 2016 menjadi 45,85 pada 2019. Namun pada 2020 AKI
Kabupaten meningkat tajam menjadi 76,73. Kematian ibu menunjukkan jumlah wanita
yang meninggal dikarenakan gangguan kehamilan atau penanganannya selama
kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Peningkatan kematian ibu pada tahun 2020
disebabkan perdarahan, eklamsia, covid-19 dan penyakit lainnya. Angka Kematian Ibu
Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.
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76,73

61,38
50,52

45,85
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Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Gambar 2.43
Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Salah satu upaya dalam menurunkan angka kematian ibu adalah dengan
menurunkan prevalensi ibu hamil KEK, untuk mengurangi resiko komplikasi pada saat
kehamilan. Persentase ibu hamil KEK pada tahun 2019 sebesar 8,97% menjadi 8,26%
pada tahun 2020. Penururun ibu hamil KEK terkait dengan pemberian PMT ibu hamil,
bimbingan bagi calon pengantin dan adanya kelas ibu hamil. Persentase ibu hamil KEK
Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021
Gambar 2.44
Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tabel 2.52
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ayah 1 0 1 0 2
2 Buayan 0 0 1 0 0
3 Puring 0 1 1 0 0
4 Petanahan 1 1 0 1 1
5 Klirong 0 1 1 1 0
6 Buluspesantren 2 1 0 0 0
7 Ambal 3 1 1 1 0
8 Mirit 0 0 0 0 0
9 Bonorowo 0 0 0 0 0
10 Prembun 1 1 0 1 0
11 Kutowinanangun 0 0 0 0 1
12 Alian 1 1 0 1 2
13 Padureso 0 0 0 0 0
14 Poncowarno 0 0 0 0 0
15 Kebumen 3 1 2 1 0
16 Pejagoan 1 2 0 1 1
17 Sruweng 0 2 0 1 1
18 Adimulyo 0 0 0 0 0
19 Kuwarasan 1 0 0 0 2
20 Rowokele 0 0 0 0 1
21 Sempor 1 0 1 0 1
22 Gombong 0 0 0 0 1
23 Karanganyar 0 0 0 0 0
24 Karanggayam 0 0 2 0 1
25 Sadang 1 0 0 0 1
26 Karangsambung 0 0 0 1 0
Total 16 12 10 9 15

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021
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Berdasarkan data per kecamatan didapatkan gambaran kecenderungan terjadi
kasus angka kematian ibu selama 2016-2019 antara lain Kecamatan Kebumen, Ambal,
Pejagoan, dan Prembun. Namun pada tahun 2020 kasus kematian ibu terjadi pada 12
Kecamatan. Faktor penyebab kematian ibu antara lain disebabkan oleh penyakit
penyerta, keterlambatan penanganan, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta
faktor sosial ekonomi masyarakat. Penyebab kematian ibu melahirkan dan nifas lainnya
adalah pendarahan, hipertensi, infeksi, dan pengetahuan ibu hamil mengenai jaga jarak
kelahiran, maupun usia ideal hamil dan melahirkan. Ketersediaan layanan PONEK
(Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/ Emergensi Komprehensif) dalam rangka
penyelamatan ibu dan anak baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu
wilayah masih terbatas. Kabupaten Kebumen baru memiliki 2 fasilitas layanan PONEK
yaitu RSU dr. Soedirman dan RSU PKU Gombong.

Angka Kematian Ibu salah satunya dapat ditekan dengan pertolongan ibu bersalin
oleh tenaga kesehatan. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di
Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun
2016 persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 99,74 persen
meningkat menjadi 99,95 persen di tahun 2020. Persentase ibu bersalin yang ditolong
oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.53
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumiah Ibu Bersalin yang ditolong 19.968 | 19.538 | 19.784 | 19.610 | 19.518
oleh Tenaga Kesehatan
Jumlah total Ibu Bersalin 20.020 | 19.583 | 18.812 19.626 | 19.526
Persentase (%) 99,74 99,77 99,86 99,91 99,95

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Status Gizi

Selain AKI dan AKB, status gizi masih menjadi permasalahan. Hal ini ditandai masih
ditemukannya kasus gizi kurang, gizi buruk dan tingginya angka stunting. Kecukupan gizi
menjadi salah satu hal yang penting guna mempersiapkan generasi sumberdaya manusia
yang gemilang di masa yang akan datang. Pemenuhan gizi tidak dapat diselesaikan hanya
dengan pemberian makanan tambahan dan vitamin, namun perlu upaya edukasi dalam
pola asuh anak mulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Optimalisasi peran Pos
Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu sebagai wadah edukasi pada masyarakat menjadi
sangat penting untuk dilakukan, selain itu kader kesehatan menjadi agent screening awal
kejadian kasus di sekitarnya.

Persentase balita gizi kurang pada tahun 2016 mencapai 0,31% dan meningkat
pada tahun 2019 menjadi 0,80%, dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 0,50%. Kasus
balita gizi kurang disebabkan karena faktor ekonomi yang mengakibatkan asupan nutrisi
yang diberikan kepada bayi kurang, penyakit penyerta pada bayi. Faktor lain yang paling
penting adalah pola asuh. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sampai dengan
2019 adalah 0,01%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,02%. Kasus balita gizi buruk
terjadi karena adanya penyakit penyerta pada bayi seperti penyakit jantung bawaan,
cacat bawaan terkait alat pencernaan, TBC, HIV, Hidrocepalus.
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Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021
Gambar 2.45
Persentase Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang Tahun 2016-2020

Isu stunting adalah isu strategis bidang kesehatan yang juga harus menjadi
perhatian seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di
masa depan. Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang
terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kesehatan
lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2020
berdasarkan data ePPGBM tercatat 15,34 persen anak termasuk dalam kriteria stunting
di Kabupaten Kebumen. Penanganan stunting telah melibatkan seluruh stakeholder mulai
dari perencanaan hingga pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Besarnya
prevalensi stunting menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten
prioritas nasional dalam penanganan stunting. Pada tahun 2017 prevalensi stunting
sebesar 28,5% dan setelah dilakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif jumlahnya
berangsur menurun hingga prevalensinya pada tahun 2020 sebesar 15,34%. Penanganan
stunting telah melibatkan seluruh stakeholder mulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Besarnya prevalensi stunting pada
tahun 2017 menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten prioritas
nasional dalam penanganan stunting dan dalam kurun waktu 3 tahun mampu
menurunkan prevalensi stunting sebanyak 13,16%.
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Gambar 2.46
Angka Stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Angka Kesakitan

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan
dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan
secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya).
Pada tahun 2016, angka kesakitan belum tersedia data pilah gender. Angka kesakitan
Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 cukup fluktuatif. Hasil Susenas 2020
menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 21,52, dengan
angka kesakitan laki-laki sebesar 19,85 dan angka kesakitan perempuan 23,17 atau
mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 20,19. Jika melihat pada
perkembangan angka kesakitan Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan bahwa kondisi
kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen cenderung menurun selama kurun waktu
tahun 2017-2020. Angka Kesakitan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat
termasuk aktivitas ekonomi. Semakin tinggi Angka Kesakitan menunjukkan rendahnya
derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.54
Perkembangan Angka Kesakitan Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Rata-rata Angka Kesakitan 46,04 | 1291 | 13,16 | 20,19| 21,52
laki-laki Na| 13,57 13,07 19,5| 19,85
perempuan Na| 12,25| 13,24| 20,86 | 23,17

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, 2021

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian penyakit baik
penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Prevalensi penyakit menular utama di
Kebumen adalah kasus HIV/AIDS, TB, dan Demam Berdarah di Kebumen masih tinggi.
Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran akan kesehatan reproduksi,
penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan yang tidak sehat.
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Tabel 2.55
Perkembangan Kasus Penyakit Menular Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Case Notification Rate semua kasus TB
per 100.000 penduduk 135) 156 1451 180 2
Kasus baru HIV AIDS 178 267 219 184 227
Angka Kesakitan DBD 52,7 4,26 3,0 17,8 12

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Perkembangan penemuan HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu
2016 sampai dengan 2020 tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah kasus terbesar ada di
Kecamatan Gombong, Kebumen, Alian, dan Buayan. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kebumen
termasuk yang terbesar di wilayah Jawa Tengah. Sebaran kasus HIV/AIDS per kecamatan
adalah sebagai berikut:

Keterangan:
B - Kasus » 20
= Kasus 10~ 20
0 = Kasus < 10

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021
Gambar 2.47
Sebaran Kasus HIV/AIDS per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Kasus persebaran penyakit TB yang terdaftar dan diobati serta angka kesakitan
DBD berdasarkan kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Kasus Penyakit Menular (TB dan DBD) per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

Vo | ocamaten | Yera | | ‘e | | Kmsr | | Gesm | | ke
Telg:'i:tar LY Terdaftar RED Terdaftar ReD Terdaftar ReD Terdaftar L)

Diobati CEW Chm CEL G

Diobati Diobati Diobati Diobati
1 Ayah 24 19 16 4 28 6 36 2 53 7
2 Buayan 20 118 16 2 27 4 53 9 59 11
3 Puring 34 44 14 0 27 0 48 5 62 1
4 Petanahan 22 3 29 2 37 0 26 2 69 7
5 Klirong 10 20 11 3 22 1 16 6 78 8

Buluspesantre
6 n 6 5 7 14 11 1 28 0 92 4
7 Ambal 13 14 30 0 30 0 39 2 67 5
8 Mirit 16 4 32 0 14 0 17 26 57 4
9 Bonorowo 23 21 19 0 22 0 20 7 24 2
10 Prembun 8 0 7 0 8 0 12 14 37 7
Kutowinanan

11 gun 28 5 12 1 14 1 21 3 45 0
12 Alian 15 16 20 1 41 1 28 10 86 7
13 Padureso 1 2 8 1 9 1 4 14 15 9
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2016 2017 2018 2019 2020
Kasus TB Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
No | Kecamatan | . Y2ng Yang Nang ang Nang

Te':::ar 22y Terdaftar Ly Terdaftar )y Terdaftar Ly Terdaftar LY

Diobati dan dan dan dan

Diobati Diobati Diobati Diobati
14 Poncowarno 7 1 8 0 9 0 9 1 12 3
15 Kebumen 1276 34 1417 6 1476 6 1950 26 222 10
16 Pejagoan 19 5 19 5 14 5 23 10 82 2
17 Sruweng 7 16 17 0 18 0 9 13 67 3
18 Adimulyo 10 7 10 3 11 3 27 6 67 3
19 Kuwarasan 11 0 16 2 30 2 26 12 64 18
20 Rowokele 17 11 18 0 13 1 9 4 56 2
21 Sempor 32 88 27 5 31 7 39 21 100 12
22 Gombong 16 124 29 15 17 6 18 12 81 26
23 Karanganyar 18 27 21 1 18 1 17 14 39 2
24 Karanggayam 25 3 35 4 33 0 36 14 59 0
25 Sadang 8 0 1 1 8 0 19 2 28 0

Karangsambu

26 ng 11 13 8 1 17 0 20 8 57 4
Total 1.677 588 1.847 58 1985 41 2550 247 1678 157

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Upaya yang telah dilakukan untuk menekan Angka Kesakitan penyakit menular
adalah dengan menggiatkan konseling dan penyuluhan, screening calon pengantin,
pemeriksaan VCT di Puskesmas dan rumah sakit, serta bekerjasama dengan NGO dalam
pengawasan minum obat dan penemuan kasus baru untuk TB. Deteksi dini menjadi hal
yang penting dalam penanganan HIV/AIDS dan TB yang seperti fenomena gunung es
penyakit yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari estimasi kasus yang ada di
masyarakat.

Pola hidup masyarakat yang kurang sehat dan rendahnya kesadaran untuk
menjaga kebugaran dengan berolahraga meningkatkan risiko penyakit tidak menular
(PTM) seperti obesitas, stroke, jantung, kanker dan diabetes. Selain itu kebiasaan
merokok menjadi salah satu pemicu penyakit tidak menular seperti gangguan
pernafasan, kanker, penyakit paru dan jantung. Peningkatan kasus penyakit tidak
menular menimbulkan dampak ekonomi dan produktivitas karena kasus PTM ditemukan
pada penduduk usia produktif. Cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan baru
dilakukan ketika sudah dalam kondisi lanjut, upaya preventif untuk PTM masih kurang.

Optimalisasi Posbindu di desa, Puskesmas, maupun di lingkungan kerja menjadi
salah satu upaya yang telah dilaksanakan. Jumlah Posbindu PTM di Kabupaten Kebumen
sebanyak 500 pos tersebar di seluruh kecamatan. Screening PTM menjadi hal yang terus
digalakkan melalui pendekatan keluarga. Peningkatan kasus PTM mengakibatkan
penurunan produktivitas penduduk dan berdampak pada kondisi ekonomi daerah. Selain
itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi salah satu gerakan promotif
preventif yang seyogyanya menjadi budaya bagi masyarakat demi generasi yang sehat
dan unggul. Data penyakit tidak menular tersaji dalam tahun 2016-2020 secara rinci
dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 2.57
Penyakit Tidak Menular Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
No Jenis Penyakit tahuin
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Caservik 6 45 444 34 138
2 | Ca Mamae 40 243 380 245 356
3 | Ca Hepar 4 12 9 Na Na
4 | Ca Paru 2 11 11 Na Na
5> |IDDM 210 273 915 500 782
6 | ND DM 1.586 7.001 48.824 10221 11902
7 | AMI 14 148 168 129 258
8 | Dekom Kordis 190 871 1.019 993 1118
9 | Hemoragik 40 552 297 2431 1776
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. . Tahun

A LS L0 2016 2017 2018 2019 2020

10 | Non-Hemoragik 132 1.496 1.322

11 | PPOK 175 1.877 1.755 1700 1356
12 | Asma Bronkial 1.101 3.214 3.274 2500 1614
13 | Psikosis 589 406 904 Na Na
14 | Hipertensi Na Na Na 90706 75469
15 | Diabetes Na Na Na 10721 12684
16 | Tumor Benjolan Na Na Na 35 38
17 | ODGJ Na Na Na 3970 3465
18 | Iva positif Na Na Na 88 48

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Kesehatan Lingkungan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu strategi dalam
menjaga kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya kesehatan lingkungan. Kesehatan
lingkungan mempengaruhi tingginya kasus stunting di Kebumen. Akses air minum
perpipaan dan sanitasi yang baik meminimalisir infeksi yang mungkin terjadi pada
masyarakat termasuk Ibu dan anak. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memfasilitasi
akses air minum baik melalui Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan
maupun air minum yang disediakan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada
Tahun 2020 jumlah rumah tangga mengakses SPAM Pedesaan sebanyak 20.764 rumah
tangga dan jumlah rumah tangga yang mengakses air minum dari PDAM sebanyak 2.681
rumah tangga sehingga akses air minum perpipaan sebesar 15,36 % dari jumlah rumah
tangga 347.988 rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah
melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencapai target Open
Defecation Free (ODF). Jumlah desa ODF di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 adalah
45 desa dan untuk tahun 2020 adalah 460 desa/kelurahan (100%). Angka ODF 100%
menggambarkan akses sanitasi yang baik. Meskipun demikian, Kabupaten Kebumen
masih perlu meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

Tabel 2.58
Data akses Air Minum Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Tahun 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Js‘gfﬁrl‘agfdrgzgatsngga mengakses 7777 11.531| 13.813| 16.972| 20.764
;‘B";:fj‘lh rumah tangga mengakses 23.539 | 25.563| 29.033| 30.678| 2.681
Jumlah rumah tangga 344.667 | 345.494| 346.323| 347.155| 347.988
Akses Air Minum Perpipaan 9,09% | 10,74% | 12,37% | 13,73% | 15,36%

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, data diolah,2021

Tabel 2.59
Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen Sampai dengan Tahun 2020
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Jumlah Desa
No Kecamatan s/d
s/d 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ayah 0 0 5 13 18
2 Buayan 0 5 4 5 20
3 Puring 1 2 5 15 23
4 Petanahan 1 3 4 13 21
5 Klirong 4 3 7 11 24
6 Buluspesantren 5 2 8 7 21
7 Ambal 4 4 8 16 32
8 Mirit 2 2 0 18 22
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Jumlah Desa
No Kecamatan s/d
s/d 2016 2017 2018 2019 2020

9 Bonorowo 1 0 2 8 11
10 Prembun 0 5 5 3 13
11 Padureso 3 1 2 3 9
12 Poncowarno 4 1 1 4 11
13 Kutowinangun 1 1 7 10 19
14 | Alian 1 1 3 11 16
15 Kebumen 1 8 11 9 29
16 | Adimulyo 3 4 0 16 23
17 Pejagoan 1 4 4 4 13
18 | Sruweng 3 2 5 11 21
19 Kuwarasan 4 9 3 6 22
20 Rowokele 2 0 3 6 11
21 Sempor 0 0 8 2 16
22 Gombong 1 7 6 0 14
23 Karanganyar 2 3 3 3 11
24 Karanggayam 0 0 2 5 19
25 | Karangsambung 1 0 1 0 13
26 Sadang 0 0 1 0 7

Total 45 67 108 199 460

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pelayanan Kesehatan yang prima perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung yang memadai. Pandemi COVID-19 menyadarkan bahwa sistem
kesehatan pemerintah daerah belum optimal. Dari sisi sarana kesehatan jumlah fasilitas
pelayanan Kesehatan, rasio dokter dan perawat dalam kondisi jauh dari ideal. Pemerintah
Daerah perlu segera menyusun kebijakan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan
kesehatan termasuk pendukungnya. Rasio Posyandu dan balita di Kabupaten Kebumen
cukup baik yaitu 1 : 25 per 1000 balita tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Posyandu 2.114 2.119 2112 2.123 2.116
Jumlah Balita 87.636 85.612 85.239 84.924 83.924
Rasio Posyandu per 1000 balita 1:24 1:25 1:25 1:25 1:25

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen dan SIPD, 2021
*) data sementara

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen cenderung
menurun pada kurun waktu 2016-2020. Rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan
penduduk relatif stagnan. Pada tahun 2016 sebesar 1 : 38.813 penduduk atau 1
Puskesmas melayani 38.813 penduduk menurun menjadi 1 Puskesmas melayani 39.999
penduduk di tahun 2020. Nilai rasio tersebut masih belum dalam kondisi ideal rasio
Puskesmas per satuan penduduk, yaitu 1 : 30.000. Meskipun demikian, keberadaan Pustu
dan Poliklinik yang tersebar secara merata dapat membantu masyarakat untuk
mengakses fasilitas kesehatan. Rasio Puskesmas dan klinik per satuan penduduk
Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.61
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

g |Jumiah 35 35 35 35 35
Puskesmas
Jumlah
2 | Puskesmas 91 35 35 35 35
Keliling
Jumlah
3 | Poliklinik/PKD/ 347 385 385 385 387
Polindes
Jumlah
4 | Puskesmas 76 76 76 76 77
Pembantu
Jumlah
5 | Puskesmas, 549 531 531 531 534
Poliklinik, Pustu
Jumlah
6 1.358.448 | 1.364.905| 1.375.221| 1.385.577 | 1.399.976
Penduduk
Rasio Puskesmas
7 | per satuan 1:38.813 1:38.997 1:39.292 1:39.587 1:39.999
penduduk
Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Jika dilihat dari sebarannya, terutama pada wilayah terluar perlu dikembangkan
Puskesmas rawat inap untuk mendekatkan pelayanan rujukan pada masyarakat. Selain
itu dalam mendukung pelaksanaan sistem rujukan berjenjang perlu peningkatan
pelayanan Puskesmas dan pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen stabil selama
kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 1 rumah sakit melayani lebih dari 120.000 penduduk.
Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020
secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah RSUD 2 2 2 2 2
Jumlah RS Swasta 11 9 9 9 9
Jumlah RS
AD/AU/AL/POLRI 0 0 0 0 0
Jumlah Seluruh RS 13 11 11 11 11
Jumlah Penduduk 1.358.448 1.364.905 1.375.221 1.385.577 1.399.976
Rasio 1:104.496 | 1:124.082 | 1:125.020 | 1:125.020 | 1:127.270

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen dan SIPD, 2021

Kondisi ideal rasio dokter dan penduduk yaitu 1 : 2.500. Rasio dokter dan
penduduk tahun 2020 sebesar 1 : 3.341 atau sekitar 1 dokter melayani 3.341 penduduk.
Hal ini menunjukkan pertumbuhan rasio dokter dan penduduk selama kurun waktu 2016-
2020 mengalami pertumbuhan positif. Rasio dokter dan penduduk di Kabupaten
Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.63
Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Dokter 277 222 211 409 419
Jumlah Penduduk 1.358.448 | 1.364.905 | 1.375.221 | 1.385.577 1.399.976
Rasio Dokter/Penduduk 1:4.904 1:6148 1:6517 1:3387 1: 3341

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Jaminan Kesehatan

Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan bantuan
pembayaran premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
maupun penyediaan jaminan kesehatan daerah. Adanya peningkatan penerima PBI dari
tahun 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.61. Hal ini menunjukkan upaya
Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan sudah cukup
optimal, namun usaha ini masih perlu ditingkatkan. Adapun persentase penduduk yang
memperoleh jaminan kesehatan tahun 2016 sebesar 58,66% dan tahun 2020 meningkat
menjadi 82,62% atau meningkat 23,96% dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2.64

Jaminan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
PBI 644.386 719.233 764.783 803.523 802.532
PPU 86.051 71.635 77.681 80.739 205.551
PBPU/Mandiri 36.368 74.407 93.339 120.733 124.789
Bukan Pekerja 30.000 29.689 29.216 29.301 23.846
Total 796.805 894.964 965.019 1.034.296 | 1.156.718
Jumlah Penduduk 1.358.448 | 1.364.905 | 1.375.221 1.385.577 | 1.399.976
Persentase (%) 58,66 65,57 70,17 74,65 82,62

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2021

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Jalan dan Jembatan

Untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera dibutuhkan penyediaan
infrastruktur jalan yang baik. Infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen terdiri dari Jalan
Nasional sepanjang 60,72 km, Jalan Provinsi sepanjang 30,09 km, Jalan Kabupaten
sepanjang 960,358 km (berdasarkan SK. Bupati No 050/889 tahun 2017 tentnag Status
Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten) dan jalan non-status sepanjang 60 km.

Tabel 2.65
Panjang dan Proporsi Jalan Provinsi di Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

. Panjang Jalan (Km)
No Uraian 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Kondisi Baik 7,85 29,67 28,84 29,67 28,57
2 | Kondisi Sedang 21,82 0,00 0,83 0,00 0,50
3 | Kondisi Rusak Ringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
4 | Kondisi Rusak Berat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 | Jalan secara keseluruhan 29,67 29,67 29,67 29,67 29,67
6 | Proporsi Kondisi Baik (%) 26,46 | 100,00 97,20 | 100,00 96,29
7 | Proporsi Kondisi Sedang (%) 73,54 0,00 2,80 0,00 1,69
8 (Plg/:?or5| Kondisi Rusak Ringan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02
9 E’or/g)porg Kondisi Rusak Berat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumber: Dinas PUBMCK Prov. Jawa Tengah, 2021
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Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

Tabel 2.66
Panjang dan Proporsi Jalan Nasional di Kabupaten Kebumen

. Panjang Jalan (Km)

A2 SLELEL 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Kondisi Baik 31,70 35,50 27,80 41,40 32,20
2 | Kondisi Sedang 17,60 15,70 18,90 9,50 19,70
3 | Kondisi Rusak Ringan 4,70 2,80 7,30 3,10 2,10
4 | Kondisi Rusak Berat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 | Jalan secara keseluruhan 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
6 | Proporsi Kondisi Baik (%) 58,70 65,74 51,48 76,67 59,63
7 | Proporsi Kondisi Sedang (%) 32,60 29,07 35,00 17,59 36,48
8 (Por/g)porﬂ Kondisi Rusak Ringan 8,70 5,19 13,52 5,74 3,89
9 (Pg/g)porm Kondisi Rusak Berat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sumber: Satker PIN Wilayah I Prov. Jawa Tengah, 2021

Sementara itu, kondisi Jalan Kabupaten cenderung menurun selama 5 tahun
terakhir. Hal itu dapat dilihat proporsi jalan kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 60,56
persen menurun menjadi 10,64 persen di tahun 2020. Penurunan yang cukup tajam pada
tahun 2020 tersebut disebabkan oleh perubahan standar kondisi jalan dan adanya
pembaharuan data melalui survey langsung menggunakan alat ukur SNI PARVID
(Positioning Accurated Roughness with Video). Penggunaan alat ukur tersebut juga
berakibat pada penambahan panjang jalan menjadi 974,377 km. Selain adanya perubahan
standar dan pembaruan data, penurunan kualitas jalan juga disebabkan oleh kerusakan
jalan akibat kualitas konstruksi, kondisi iklim dan curah hujan tinggi, tersumbatnya
drainase jalan oleh sampah yang menyebabkan genangan pada jalan (merupakan salah
satu penyebab kerusakan konstruksi), dan over dimension over loading (ODOL)
kendaraan logistik yang melewati ruas-ruas jalan kabupaten. Jalan kewenangan
kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung JILS dan jalan nasional mengalami
kerusakan parah vyaitu ruas Purwodeso-Petanahan dan ruas Tamanwinangun-Bocor.
Panjang dan proporsi jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.67
Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

. Panjang Jalan (Km)

No Uraian 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 | Kondisi Baik 590,56 | 508,71 | 523,36 | 525,233 | 103,665
2 | Kondisi Sedang 89,720 | 177,45| 160,11 | 187,625 | 417,494
3 | Kondisi Rusak Ringan 126,57 | 121,13 | 114,24 | 121,138 | 169,279
4 | Kondisi Rusak Berat 168,30 | 153,07 | 162,65 | 126,362 | 283,939
5 | Jalan secara keseluruhan 975,15| 960,36 | 960,36 | 960,358 | 974,377
6 | Proporsi Kondisi Baik (%) 60,56 52,97 54,50 54,69 10,64
7 | Proporsi Kondisi Sedang (%) 9,20 18,48 16,67 19,54 42,85
8 (Por/:?orﬂ Kondisi Rusak Ringan 12,97 12,61 11,90 12,61 17,35
9 E’Or/g)porg Kondisi Rusak Berat 17,25 15,94 16,94 13,16 29,14

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Jenis permukaan jalan kabupaten sebagian besar sudah berupa aspal (82,40%),
diikuti kerikil (11,64%), beton (2,95%), tanah (2,54%) dan belum dirinci (0,47%).
Permenpu No 19/Prt/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan
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Teknis Jalan, mengatur bahwa jalan Arteri (Kelas I, II, III, Khusus) dan Kolektor (Kelas
I, II, III) serta Lokal (Kelas II, IIT) wajib berpenutup aspal/beton. Hal ini menunjukkan
bahwa masih terdapat jalan kerikil (111,81 km) dan tanah (24,37 km) yang memerlukan
pengerjaan jalan.

Tabel 2.68
Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020
No Uraian Aspal Beton Kerikil Tanah T_|c!ak_ Jumlah
Dirinci
1 | Panjang (km) 805,35 28,37 111,81 24,37 4,48 | 974,377
2 | Persentase 82,40% 2,95% 11,64% 2,54% 0,47% 100%

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Kondisi jembatan kabupaten cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Adapun
kondisi jembatan tahun 2020 dalam kondisi baik 49,21 persen, kondisi sedang 41,99
persen, kondisi rusak ringan 2,23 persen dan kondisi rusak berat 6,56 persen. Penurunan
kualitas jembatan disebabkan karena usia konstruksi yang terus bertambah atau tergerus
aliran sungai yang debit airnya tinggi. Adapun perkembangan kinerja penanganan jalan
dan jembatan nasional kewenangan pusat serta jalan provinsi pada tahun 2016-2020

tidak tersedia data secara rinci.

Tabel 2.69
Kondisi Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Kondisi Baik 306 462 454 484 375
2 Kondisi Sedang 23 20 21 21 320
3 Kondisi Rusak Ringan 6 13 13 10 17
4 Kondisi Rusak Berat 0 3 3 2 50
5 Jembatan secara 432 719 719 719 762
keseluruhan
6 Proporsi Kondisi Baik (%) 70,83 64,26 63,14 67,32 49,21
7 | Proporsi Kondisi Sedang (%) 22,69 20,31 20,58 20,86 41,99
8 Proporsi Kondisi Rusak 6,25 12,66 13,21 9,46 2,23
Ringan (%)
9 Proporsi Kondisi Rusak Berat 0,23 2,78 3,06 2,36 6,56
(%)

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Pada Tahun 2015-2019, KEMENPUPR telah selesai membangun jaringan jalan
lintas selatan (JILS) ruas Tambakmulyo-Wawar. Proyek JILS tersebut di bawah Direktorat
Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V melalui Satuan Kerja
Pelaksana Jalan Nasional 1 Jateng. Pekerjaan fisik konstruksi jalan dimulai dari Desa
Tambakmulyo, Kecamatan Puring ke timur melewati enam kecamatan dan 24 desa
sampai dengan batas Sungai Wawar (Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit). Pada tahun
2017 sudah dimulai pembangunan jembatan sungai Luk Ulo, panjang 170 meter dan
lebar 24 meter dan diresmikan pada tahun 2018. Pekerjaan konstruksi JILS ruas
Tambakmulyo-Wawar dengan panjang 55,8 km telah selesai tahun 2019.

Pada tahun 2020 dilakukan pembangunan JILS ruas Jladri — Tambakmulyo dengan
panjang 4,5 km, oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Tengah.
Pekerjaan ini 60% merupakan jalan eksisting dan sisanya merupakan jalan baru. Jalan
eksisting sebelumnya hanya selebar 4,5 meter dilebarkan agar standar dengan lebar 7,5
meter. Di tengah lokasi ruas ini juga terdapat 1 jembatan eksisting yaitu Jembatan
Karangbolong yang lebarnya lalu lintasnya 7 meter. Pada jembatan ini dilakukan
penyesuaian berupa marka pengarah, coldmilling dan pengaspalan ulang.
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Tahun 2021-2024, Kementerian PUPR merencanakan pekerjaan berupa
pembebasan lahan dan konstruksi fisik jalan ruas Jladri — Ayah (Logending). Tahapan
yang sudah dilakukan Kemenpupr adalah survei geologi, pemetaan trace, dan
penyusunan pra DED dengan spesifikasi panjang 14,5 km, lebar as jalan 5,5 m, dan
estimasi kebutuhan luas lahan 57,25 Ha. Ruas ini sangat menantang dari segi teknis
konstruksi karena melewati pegunungan dengan kemiringan lahan yang curam dari Desa
Jladri Buayan, Desa Banjararjo Ayah, Desa Argosari Ayah, Desa Kalipoh Ayah dan Desa
Ayah tembus jembatan Ayah-Jetis Cilacap. Tahap selanjutnya adalah pekerjaan
pengadaan lahan (Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)) yang
membutuhkan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

b) Jaringan Irigasi

Kabupaten Kebumen memiliki Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten seluas
8.621 ha dengan jumlah 172 buah DI (PermenPUPR 14/PRT/ M/2015 Tentang Kriteria
Dan Penetapan Status Daerah Irigasi). Selain itu Kabupaten Kebumen juga memiliki DI
kewenangan pusat yaitu DI Sempor (6.478 ha), DI Serayu (380 ha) dan DI Waduk
Wadaslintang (21.422 ha). Terdapat juga DI kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI
Buniayu (180 Ha). Daerah irigasi pada Kabupaten Kebumen didominasi oleh daerah irigasi
kewenangan pusat, hal ini mempengaruhi kewenangan kabupaten dalam intervensi
kebijakan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan yang hanya dapat dilakukan pada
23,2% DI kewenangan kabupaten. Data DI Kabupaten Kebumen secara lengkap disajikan
pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Data Daerah Irigasi Kabupaten Kebumen
No Daerah Irigasi Luas (ha) Persentase
1 172 DI Kabupaten 8621 23,2%
2 Sempor (Pusat) 6478 17,5%
3 Wadaslintang (Pusat) 21422 57,8%
4 Serayu (Pusat) 380 1,0%
5 Buniayu (Prov) 180 0,5%
37081 100,0%

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

Jika dilihat kondisi jaringan irigasi Kabupaten Kebumen, pada tahun 2020 kondisi
jaringan irigasi lebih baik dari lima tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari proporsi
jaringan irigasi dalam kondisi baik yang meningkat dari 60,0 persen di tahun 2017
menjadi 73,70 persen pada tahun 2020. Pengelolaan irigasi di Kabupaten Kebumen
berkolaborasi dengan masyarakat untuk menjaga jaringan irigasi dan pengelolaan air.
Sejak tahun 2018, terdapat program hibah dari pemerintah pusat untuk pengelolaan
irigasi di daerah vyaitu Integrated Participatory Development and Management of
Irrigation Program (IPDMIP). Program IPDMIP berfokus pada pemberdayaan organisasi
petani sampai dengan operasi dan pemeliharaan irigasi.

Pada tingkat desa, terdapat juga organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A). P3A adalah semua petani yang mendapat manfaat baik langsung maupun tidak
langsung dari dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah,
penggarap sawah, pemilik kolam dan pemakai air irigasi lainnya. Faktor yang
menyebabkan peningkatan kualitas jaringan irigasi selain karena adanya alokasi APBD,
hibah IPDMIP dan DAK untuk irigasi, juga didukung dengan kesadaran masyarakat untuk
menjaga dan melaporkan kondisi jaringan irigasi rusak sehingga penanganan dapat
segera dilaksanakan dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Data kondisi saluran
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irigasi Kabupaten Kebumen tahun 2018-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.71
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

1 Irigasi Teknis 184.418 184.418 184.418 184.418 184.418
Sekunder (m)

2 Irigasi Teknis 28.300 28.300 28.300 28.300 28.300
Tersier (m)

3 Irigasi Kondisi Baik 60,0 61,94 67,09 68,18 73,30
(%)

4 Irigasi Kondisi 3,79 2,76 3,34 3,20 1,73
Sedang (%)

5 Irigasi Kondisi Rusak 1,05 1,12 1,06 0,97 1,28
Ringan (%)

6 Irigasi Kondisi Rusak 35,16 34,18 28,51 27,65 23,69
Berat (%)

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

c) Sistem Penyediaan Air Minum
Sistem penyediaan air minum merupakan pelayanan dasar yang merupakan

kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembangunan infrastruktur
air minum Kabupaten Kebumen memiliki prioritas antara lain:
1. Pembangunan jaringan perpipaan PDAM pada daerah perkotaan
2. Peningkatan layanan PDAM pendukung SPAM Keburejo di Kecamatan Poncowarno,

Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Buluspesantren, Ambal, Mirit, dan Bonorowo.
3. Peningkatan PDAM IPA Banyumudal di kecamatan Puring, Petanahan, dan Klirong.

Rumah tangga yang membutuhkan pelayanan air minum terus bertambah setiap
tahun, harus diiringi dengan penambahan pelayanan SPAM Perdesaan (Pamsimas) atau
SPAM Perkotaan (PDAM). Pertumbuhan jumlah rumah tangga yang dilayani sistem
perpipaan air terus meningkat selama lima tahun terakhir. Jumlah rumah tangga yang
dilayani SPAM perdesaan pada tahun 2016 sebesar 7.777 meningkat menjadi 20.764
rumah tangga di tahun 2020, sedangkan jumlah rumah tangga yang dilayani PDAM
meningkat dari 23.539 menjadi 32.671 di tahun 2020. Peningkatan terbanyak terjadi
pada tahun 2017 dan 2018, dikarenakan Kabupaten Kebumen mendapat Hibah Air Minum
Perdesaan (AUSAID) ke PDAM, pengembangan SPAM Regional Keburejo, penambahan
desa penerima bantuan Pamsimas serta DAK Air Minum. Capaian akses air minum
perpipaan masih belum mencapai target nasional akses air minum perpipaan sebesar
30% di tahun 2019.

Tabel 2.72
Jumlah Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
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Jumlah rumah S . . s Akses Air
tangga estimasi jumlah !
Tahun | tangga mengakses menaakses rumah tanaga Minum
SPAM Perdesaan Plg AM 99 Perpipaan
2016 7.777 23.539 344.667 9,09%
2017 11.531 25.563 345.494 10,74%
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Jumlah rumah AL . - Akses Air
tangga estimasi jumlah .
Tahun | tangga mengakses menaakses rumah tanaaa Minum
SPAM Perdesaan g 99 Perpipaan
PDAM
2018 13.813 29.033 346.323 12,37%
2019 16.972 30.678 347.155 13,73%
2020 20.764 32.681 347.988 15,36%

Sumber : Bappeda, dokumen RAD AMPL, data diolah 2020

d) Drainase

Drainase yang ditangani oleh kabupaten terdiri dari drainase jalan kabupaten dan
drainase buangan irigasi. Panjang drainase jalan kabupaten adalah 974,377 Km dan
drainase buangan irigasi adalah 72,272 Km. Pada tahun 2020, kondisi drainase kabupaten
dalam kondisi baik adalah 15%. Selain itu, ada saluran drainase permukiman yang
ditangani oleh Pemerintah Desa dan saluran drainase sungai yang ditangani oleh BBWS

Serayu Opak.

Tabel 2.73
Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Nama Saluran Panjan

— Drainase —— I L SaIuraJn (Ig(’m)
1 | Aren Jagasima-Pandanlor Klirong 5,5
2 | Bedogol Bumiharjo-Banjarwinangun | Petanahan 2,2
3 | Bengkelung Redisari Rowokele 0,5
4 | Binangun Bumiharjo-Trikarso Sruweng 1,6
5 | Bojongsari Bojongsari Alian 1,5
6 | Badongan Podoluhur-Kebadongan Klirong 4
7 | Buatan Demangsari Ayah 2
8 | Era Redisari Rowokele 2
9 | Garung Jlegiwinangun Kutowinangun 2
10 | Jomboran Purwosari-Tukinggedong Puring 4,536
11 | Jogomulyo Jogomulyo-Purbowangi Buayan 2,7
12 | Kaligending Krandegan Puring 0,65
13 | Kaliori Rowokele Rowokele 2,74

Tambakagung-
14 | Kebantengan Karangglonggong Klirong 2,5
15 | Kedungkeji Kretek Rowokele 1,5
16 | Kenteng Kenteng Sempor 2
17 | Klepupayung Sugihwaras Adimulyo 2
18 | Krandegan Krandegan Puring 0,665
19 | Krasak Jatimalang Klirong 2
20 | Lumpang Bumiagung Rowokele 1,5
Petanahan,

21 | Munggu Munggu-Tambakmulyo Puring 10
22 | Pacor Jemur Clowok Kebumen 2
23 | Rangga Ula Pringtutul Rowokele 2,5
24 | Siwarak Jatiroto Buayan 2,5
25 | Semali Semali Sempor 1
26 | Sosogan Seling Karangsambung 2,5
27 | Sokadana Kajoran Karanggayam 2
28 | Tanjungrejo Tanjungrejo-Sangubanyu Buluspesantren 2,75
29 | Tembelang Mangunweni Ayah 1,6
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No B S Al Desa Kecamatan Panjang
Drainase Saluran (Km)
30 | Widakan Purwoharjo Puring 0,95
31 | Kalibeji Karangsari Buayan 0,381
Total 72,272

Sumber : Sk Bupati Kebumen Nomor 611/216/Kep/2016, Tentang Daerah Irigasi Dan Saluran Drainase
Yang Menjadi Kewenangan Pemkab Kebumen

Secara umum ada beberapa masalah drainase yang ada di Kabupaten Kebumen:

1. Sedimentasi lumpur dan sumbatan sampah menyebabkan kapasitas tampungan
saluran menjadi kecil sehingga air drainase dapat limpas atau menggenangi
sekitarnya

2. Run off yang semakin besar dengan semakin sedikitnya daerah resapan tidak
diimbangi dengan makin besarnya dimensi saluran drainase

3. Saluran irigasi ada yang dimanfaatkan untuk saluran drainase, sehingga saat air
irigasi penuh, air yang akan dibuang dari lingkungan tidak bisa dibuang, yang
berakibat menggenangi lingkungan di sekitarnya

4. Saluran drainase alami yang bertebing tanah sehingga saluran gampang tertutup
(tebing saluran longsor) dan juga sedimentasi menyebabkan kecepatan aliran air
relatif kecil sehingga sering terjadi penumpukan air di hulu saluran.

5. Jalan kabupaten sebagian besar belum memiliki saluran yang berfungsi sebagai
penatusan (pembuangan air hujan) sehingga jalan mudah rusak karena air yang
menggenang.

e) Penataan Ruang

Dalam rangka mengikuti dinamika pembangunan dan amanat UU Tata Ruang,
Kabupaten Kebumen melakukan Proses Penyusunan Revisi RTRW. Pada tahun 2019,
Dokumen Revisi RTRW sudah memperoleh rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi
Geospasial, kemudian pada tahun 2020 sudah memperoleh Persetujuan Substansi
Gubernur. Dalam Dokumen Revisi RTRW, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen
bertujuan mewujudkan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata
pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan,
aman, nyaman, dan produktif, kemudian dijabarkan menjadi rencana struktur ruang
wilayah, rencana pola ruang wilayah dan rencana kawasan strategis wilayah. Dokumen
tata ruang secara lebih detail kemudian dijabarkan dalam dokumen Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR), atau Rencana Kawasan Strategis ataupun dokumen kajian strategis tata
ruang. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk menyelesaikan Peraturan Daerah
(Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menerapkan Online Single Submission
(OSS). Pengaturan RDTR oleh suatu daerah menjadi sangat krusial karena dapat
berdampak pada upaya peningkatan investasi sesuai dengan program pemerintah saat
ini. Melalui RDTR investor dapat mengetahui dan memiliki kepastian bahwa lokasi yang
akan dipilihnya telah sesuai dengan rencana pengembangan yang tertuang di Perda
RDTR termasuk ketentuan perizinannya. Berikut merupakan data kondisi dokumen tata
ruang Kabupaten Kebumen.
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Tabel 2.74
Kondisi Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Dokum Peninja Materi Rekomen Proses Proses Proses Perda
No Uraian en uan Teknis dasi Peta Rekom Persub | Evaluasi Baru
Evaluasi | Kembali BIG Gub ATR Gub
Revisi RTRW Tidak Tidak )
1 Kebumen Ada Ada Ada Ada Ada ada ada Tidak ada
2 RDTR Perkotaan Tidak Tidak Ada Tidak ada Tidak Tidak Tidak Tidak ada
Kebumen ada ada ada ada ada
RDTR Perkotaan Tidak Tidak . Tidak Tidak Tidak .
3 Gombong ada ada Ada Tidak ada ada ada ada Tidak ada
4 RDTR Perkotaan Tidak Tidak Ada Tidak ada Tidak Tidak Tidak Tidak ada
Karanganyar ada ada ada ada ada
Kajian Strategis
Tata Ruang
7 - Kota Pusaka Tidak Tidak Ada Tidak ada Tidak Tidak Tidak Tidak ada
- Geopark ada ada ada ada ada
- Kawasan
Industri

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan amanat UU No. 26/2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang
harus dicukupi pada kawasan perkotaan sebesar 20%, akan tetapi Pemerintah Kabupaten
Kebumen baru dapat mencukupi RTH sebesar 17,18% pada tahun 2020. Ruang terbuka
hijau perkotaan memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi ekologi (menghijaukan kota,
membersihkan udara, menghasilkan oksigen, memberikan keteduhan, menjadi area
resapan air, dan meredam kebisingan), sebagai sarana olahraga dan rekreasi, fungsi
estetika, atau dimanfaatkan secara ekonomi sebagai lokasi wisata alam dan ekowisata.

Tabel 2.75
Peruntukan Ruang di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per 40,46 4.876 6.439 29,02 48.913

Data HGB (ha)
2 | Satuan luas wilayah per HGB 18,05 150,12 | 113,68 25,22 14,97
3 (P;or)sentase Ruang Terbuka Hijau 17,14 17,18 17,18 17,18 17.18
Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu target kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemenuhan
kebutuhan pelayanan dasar dengan indikator proporsi pemenuhan rumah tangga yang
menempati hunian layak. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, rumah tangga yang
menempati hunian layak pada tahun 2018 sebesar 54,1% dan ditargetkan menjadi 70%
pada tahun 2024.

a) Kepemilikan Rumah
Kepemilikan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap rumah tangga.

Namun, ketersediaan lahan yang terbatas maupun kemampuan finansial setiap rumah
tangga yang berbeda memunculkan isu backlog perumahan. Backlog dalam perumahan
adalah selisih antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan rumah yang dihitung dari
banyaknya rumah tangga. Status back/og kepemilikan rumah di Kabupaten Kebumen
pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 angka backlog
sebesar 63.272 meningkat menjadi 64.093 di tahun 2020. Status backlog kepemilikan
rumah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap tersaji pada tabel
berikut.
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Tabel 2.76
Status Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Rumah 316.469 | 326.053 | 331.638 | 349.022 | 354.807
Jumlah Rumah Tangga 339.924 | 359.668 | 379.412 | 412.294 | 418.900
Backlog 23.455 33.615 47.774 63.272 64.093

Sumber: Susenas, 2018 dan Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data backlog tahun 2016-2020 diatas, jumlah backlog (ketiadaan
ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah) di Kabupaten Kebumen semakin
tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan KK akibat terbentuknya
keluarga-keluarga baru. Oleh karena itu, perlu kebijakan holistik dan komprehensif untuk
mengurangi ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten
Kebumen yang cenderung semakin tinggi, terutama pemenuhan hunian bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Backlog yang besar di tahun 2020 tersebut perlu mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Selama ini kebijakan yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah membantu fasilitasi FLPP yaitu
dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan
rendah (KPR Bersubsidi).

b) Permukiman dan Kawasan Kumuh Perkotaan
Penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen selama lima tahun

terakhir berjalan semakin baik. Hal ini terlihat dari persentase wilayah kumuh perkotaan
dari 7,65% di tahun 2016 menurun menjadi 5,04% pada tahun 2020. Akan tetapi, pada
tahun 2020 masih terdapat 290,92 Ha kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen
yang memerlukan penanganan. Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh perkotaan
secara lebih lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Kondisi Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Uraian Luas (ha) 2016 2017 2018 2019 2020

1 [ Luas Area Permukiman 32.217,82 | 32.217,82 32.217,82 | 32.217,82 | 32.217.82
a. Permukiman Perkotaan 5.776,96 5.776,96 5.776,96 5.776,96 5.776,96
b. Permukiman Perdesaan 26.440,85 |  26.440,85 26.440,85 | 26.440,85 | 26.440,85

2 | Luas Permukiman Kumuh 402,072 | 442,072 420,606 | 372,601 343,27
perkotaan

3 | Luas Permukiman kumuh 0 21,466 48,005 50,245 52,35
perkotaan yang tertangani

4 Luas permukiman kumuh
perkotaaan yang belum 442,072 420,626 372,601 322 290,92
tertangani

> | Persentase wilayah kumuh 7,65% 7,28% 6,45% 5,58% 5,04%
perkotaan

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

c) Persentase Rumah Layak Huni
Penanganan rumah tidak layak huni selama kurun waktu 2016-2020 di Kabupaten

Kebumen menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase rumah tidak
layak huni yang berkurang dari 7,95 persen di tahun 2016 berkurang menjadi 1,96 persen
pada tahun 2020. Pada Tahun 2020 terdapat 1,96% atau sebesar 5.412 RTLH.
Berdasarkan pemutakhiran database perumahan terdapat penambahan kebutuhan
penanganan RTLH sebesar 39.680 rumah atau sekitar 11,2%. Penanganan kebutuhan
rumah layak huni perlu diprioritaskan dalam rangka pemenuhan SPM bidang perumahan.

RPIMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 11-109



Tabel 2.78
Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah rumah (sesuai 306.885 | 306.885 306.885 306.885 306.885
SK 2014)

2 Jumlah rumah layak 288.009 | 293.614 299.720 300.873 306.285
huni

3 Jumlah rumah tidak 24.390 18.876 13.271 7.165 6.012
layak huni

4 Persentase rumah tidak 7,95% 6,15% 4,32% 2,33% 1,96%
layak huni

5 Penanganan RTLH 5.514 5.605 6.106 1.153 5.412

6 Sisa 18.876 13.271 7.165 6.012 600

7 Penyediaan dan - - 100,00% 100,00% 100,00%

Rehabilitasi Rumah
Yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota

8 Fasilitasi Penyediaan - - 100,00% 100,00% 0,00%
Rumah Yang Layak
Huni Bagi Masyarakat
Yang Terkena Relokasi
Program Pemerintah
Kabupaten/Kota
Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 20201

Kebutuhan penyediaan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena faktor
bencana dan teknis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis layanan terkait Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota; dan

2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah kabupaten/kota.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kesinambungan dan kesuksesan pembangunan daerah membutuhkan prasyarat
terjaganya kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi ketenteraman di
Kabupaten Kebumen selama periode 2016-2020 cukup kondusif. Hal ini terlihat dari
jumlah tindak kriminal yang secara umum terus menurun. Pada tahun 2016, jumlah
tindak kriminal di Kabupaten Kebumen adalah 229 kasus, dan menurun menjadi 66 kasus
pada tahun 2020. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kebumen masih perlu
melakukan usaha yang keras untuk menurunkan kasus narkoba yang angkanya
cenderung meningkat dari 20 kasus pada tahun 2016 menjadi 28 kasus pada tahun 2020.

Berdasarkan rilis BNN pada tahun 2020, pada kasus penyalahgunaan narkoba, usia
muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena
dalam tahap pencarian jatidiri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda
kadangkala hanya bersifat instan, dan mencari yang termudah manakala menghadapi
sesuatu yang sulit. Ada beberapa faktor sebagai penyebab atau yang mempengaruhi
perilaku seorang remaja, diantaranya faktor pertemanan, perkembangan teknologi
informasi, pengaruh budaya, dan gaya hidup hedonisme.
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Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya krisis di berbagai aspek
kehidupan, diantaranya penurunan  aktivitas perekonomian yang menyebabkan
bertambahnya jumlah pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran ini akan
berdampak pada aspek sosial, khususnya meningkatnya angka kriminalitas yang perlu
diantisipasi. Angka kriminalitas di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.79
Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Tindak Kriminal 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Narkoba 20 18 23 35 28
2 | Pembunuhan 1 2 2 1 0
3 | Kekerasan Seksual 40 28 21 27 28
4 | Penganiayaan 3 7 7 9 6
5 | Pencurian 121 177 99 74 46
6 | Penipuan 44 32 17 6 16
7 | Pemalsuan Uang 0 0 1 0 0
Jumlah Total 229 264 170 152 66

Sumber: Polres Kebumen, 2021

Sepanjang tahun 2016-2020, terdapat kasus gangguan ketertiban umum yang
cukup menyita perhatian publik, di antaranya:

1. Bentrok antara warga dan TNI di wilayah Urut Sewu. Konflik perebutan tanah antara
TNI dan warga pun terus berlanjut dan belum menemui titik temu meski sudah
dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak.

2. Konflik penolakan kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di wilayah Kecamatan
Adimulyo. Hal ini dipicu perbedaan ajaran, perbedaan ideologi, dan budaya menjadi
salah satu masalah dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an karena dianggap tidak sesuai
dengan budaya masyarakat setempat.

Upaya pencegahan konflik antar umat beragama di Kabupaten Kebumen
dilaksanakan melalui optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal
ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada para pemeluk agama di seluruh
wilayah Kabupaten Kebumen yang dilakukan untuk mengajak seluruh komponen umat
beragama yang ada di Kebumen supaya bersama-sama menjaga iklim sejuk dalam
kehidupan beragama, baik sesama pemeluk agama maupun dengan pemeluk agama lain,
termasuk meningkatkan keshalehan sosial dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten
Kebumen mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini terlihat
dari menurunnya jumlah pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) dari
480 kasus di 2016 menurun menjadi 21 kasus pada 2020. Hal ini tidak terlepas dari
adanya dukungan sarana prasarana keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu,
penanganan kasus pelanggaran K3 dan cakupan penyelesaian kasus pelanggaran perda
di Kabupaten Kebumen berjalan optimal karena realisasinya mencapai 100%.
Perkembangan capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat Kabupaten Kebumen di tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut:
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Tabel 2.80
Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Aparat Keamanan (Polisi) 903 1.022 1.022 852 814
Jumlah Pos Keamanan (Polisi) 8 7 7 7 7
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja 132 69 58 65 50
Kabupaten
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja 99 99 98 98 98
Non ASN
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
per 10.000 Penduduk 111 0,58 0,49 0,47 0,45
Jumlah Pos Siskamling 4.044 4.045 4.045 4045 4028
Jumlah Desa/Kelurahan 460 460 460 460 460
Rasio Pos Kamling per 9 9 9 9 9

desa/kelurahan

Jumlah Patroli Petugas Satpol PP
Pemantauan dan Penyelesaian 20 36 48 54 49
Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam
Jumlah Petugas Perlindungan

9.636 8.832 8.832 10.033 10,033

Masyarakat

Rasio jumlah Linmas per 10.000 81 24 73 72,4 72,4
Penduduk

Jumlah Pelangga_ran K3 (Ketertiban, 480 250 220 88 21
Ketentraman, Keindahan)

Jumlah Penyelesaian Pelanggaran

K3 (Ketertiban, Ketentraman, 480 750 720 88 21
Keindahan)

Presentase Penyelesaian 100 100 100 100 100
Penegakkan K3

Jumlah Pelanggaran Perda 800 750 529 634 72
Jumlah Penyelesaian Penegakkan 800 250 529 634 72
Perda

Persentase Penyelesaian 100 100 100 100 100

Penegakkan Perda
Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2021

Pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk perlindungan
masyarakat cenderung menurun pada tahun 2016-2020. Hal ini terlihat dari rasio jumlah
Polisi Pamong Praja per jumlah 10.000 penduduk yang menurun selama kurun waktu
tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, rasio jumlah Polisi Pamong Praja sebesar 1,11. Nilai
tersebut menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,45. Penurunan rasio ini
disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan kenaikan jumlah
aparatur Polisi Pamong Praja. Sebaliknya, jumlah Polisi Pamong Praja semakin menurun
karena pensiun. Sampai dengan tahun 2020, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM)
Satpol PP berjumlah 148 orang yang terdiri dari 50 ASN di Satpol PP dan 98 Satpol-PP
Non ASN. Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan
Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah ideal Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kebumen
serendah-rendahnya 251 orang dan setinggi-tingginya 350 orang. Angka ini didapatkan
dari perhitungan total skor Kabupaten Kebumen sebesar 736 (masuk kategori interval
500-750). Untuk menutup kekurangan jumlah tenaga Satpol PP tersebut, diadakan
tenaga Banpol PP sejumlah 91 orang, sehingga total ketersediaan tenaga Satpol PP
sejumlah 172 orang. Meskipun demikian, masih terdapat selisih kurang ketersediaan ideal
tenaga Satpol PP sejumlah 79 orang (minimal) sampai dengan 178 orang (maksimal).
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Tabel 2.81
Perhitungan Jumlah Kebutuhan Tenaga Satpol PP
Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012

No | Kriteria Jumlah | Interval Skala | Bobot | Nilai
A Kriteria Umum 116
1 Jumlah Penduduk | 1.385.577 < 10juta 400 6 24
2 Luas Wilayah 1.281,115 < 50.000 400 6 24
km?2 km?2
3 Jumlah APBD Rp 2,8 > Rp 800 1000 4 40
Trilyun Milyar
4 Rasio Belanja 40% 30 - 50% 700 4 28
Aparatur
B Kriteria Teknis 620
1 Klasifikasi Besaran 28 <40 400 15 60
OPD
2 Jumlah Perda > 100 > 100 1000 15 150
3 Jumlah Perbup > 100 > 100 1000 15 150
4 Jumlah 460 > 100 1000 10 100
Desa/Kelurahan

Sumber: Permendagri 60 Tahun 2012, data diolah, 2021

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Trantibum, Kabupaten Kebumen telah
memenuhi SPM terutama respond time kebakaran selama 15 menit pada tahun 2018-
2020 khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun meskipun di tengah
keterbatasan SDM aparatur. Nilai respond time kebakaran selama 15 menit tersebut
merupakan nilai minimal waktu tanggap sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian,
terdapat wilayah lain yaitu Ayah dan Sadang yang belum dapat memenuhi SPM respond
time karena belum adanya Pos Damkar. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di
dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM respond time kebakaran 15 menit. Capaian
SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada
Tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Indikator Kegiatan Nilai 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Persentase warga negara Na Na Na 100% 100% 100%

terkena dampak gangguan

trantibum akibat

penegakan hukum

terhadap pelanggaran

Perda dan Perkada
2 | Tingkat waktu tanggap Na Na Na 15 15 15

(respon time) kebakaran menit menit menit

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2021

Sementara untuk capaian SPM sub urusan bencana tahun 2018-2020 terkait
pelayanan informasi rawan bencana masih perlu didorong untuk peningkatan kinerja
pelayanan informasi rawan bencana terkait komunikasi, informasi dan edukasi rawan
bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terkait gladi
kesiapsiagaan terhadap bencana.
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Tabel 2.83
SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

o,
vo | peavavay | TOIOROR | ots | zo1s | 202
DASAR 016 0 018 019 020
1. | Pelayanan Presentase jumlah Na Na | 16,67% 32% | 32%
informasi rawan | penduduk dikawasan
bencana rawan bencana yang
memperoleh informasi
rawan bencana sesuai
jenis ancaman bencana
2. | Pelayanan Persentase (%) jumlah Na Na | 7,69% 7,79% 8%
pencegahan warga negara yang
dan memperoleh layanan
kesiapsiagaan pencegahan dan
terhadap kesiapsiagaan terhadap
bencana bencana
3. | Pelayanan Persentase (%) jumlah Na Na | 100% 100% | 100%
penyelamatan Warga Negara yang
dan evakuasi memperoleh layanan
korban bencana | penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

6) Sosial

Penanganan bidang sosial di Kabupaten Kebumen berfokus pada Penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan melalui
penanganan yang menjadi kewenangan kabupaten Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 yang membagi kewenangan penanganan PMKS,
sesuai peraturan tersebut kewenangan Kabupaten Kebumen menangani PMKS hanya
yang ada di luar panti. Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial
bagi PMKS non-produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada
saat dan pasca kejadian bencana di Kebumen. Sedangkan program rehabilitasi sosial
diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS.

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
Kabupaten Kebumen semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016
persentase penanganan PMKS sebesar 17,69% meningkat menjadi 96,12% pada tahun
2020. Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap
dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.84
Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PMKS 198.651 191.430 195.564 638.092 640.654
PMKS Yang Tertangani 35.151 51.970 119.282 450.840 615.792
Persentase Penanganan 17.69% 27.14% 60.99% 70,60% 96,12%
PMKS

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021
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Tabel 2. 85
Jumlah Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No Jenis Disabilitas . Je|_1|s £l Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 | Tuna daksa/cacat tubuh 1368 926 2294
2 | Cacat mental retardasi 1479 1244 2723
3 | Mantan penderita
gangguan jiwa 738 486 1224
4 | Cacat fisik & mental 463 354 817
5 | Tuna netra/buta 516 548 1064
6 | Tuna rungu 583 581 1164
7 | Tuna wicara 317 275 592
8 | Tuna rungu & wicara 267 240 507
9 | Tuna netra & cacat tubuh 74 71 145
10 | Tuna netra, rungu & wicara 37 38 75
11 | Tuna rungu, wicara & cacat
tubuh 78 67 145
12 | Tuna rungu, wicara, netra
& cacat tubuh 53 39 92
Total 5973 4869 10842

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Tabel 2.86
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan
dan Jenis Pekerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Jenis Jenis pekerjaan Jumlah
Disabilitas 1 2 3 4 5 6 7 8 Null

Tuna
daksa/cacat
tubuh 268 130 11 145 65| 124 | 78| 1473 2294
Cacat mental
retardasi 63 15 7 45 51 50| 66| 2426 2723
Mantan
penderita
gangguan jiwa 92 34 6 38 47 65| 42 900 1224
Cacat fisik &
mental 30 7 3 24 1 13 25 15 699 817
Tuna
netra/buta 85 29 5 24 25 36| 26 834 1064
Tuna rungu 161 71 7 49 79 39 38 720 1164
Tuna wicara 36 15 1 44 25 29| 33 409 592
Tuna rungu &
wicara 40 23 2 39 18 40 34 311 507
Tuna netra &
cacat tubuh 5 4 2 5 4 4 3 118 145
Tuna netra,
rungu & wicara 1 5 3 3 2 61 75
Tuna rungu,
wicara & cacat
tubuh 8 1 10 4 2 2 118 145
Tuna rungu,
wicara, netra &
cacat tubuh 4 1 4 6 7 2 68 92
Jumlah 793 335 44 | 427 1340 | 424 | 341 | 8137 | 10842

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021
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Keterangan jensi pekerjaan :

Berusaha sendiri;

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;

Berusaha dibantu butuh tetap / dibayar;

Buruh /karyawan/pegawai swasta;
PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Angggota legislatif;

Pekerja bebas pertanian;

Pekerja bebas non pertanian;

Pekerja bebas non pertanianpekerja keluarga / tidak dibayar;
Null : disabilitas tidak bekerja.

OoOoNOU AW

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang masuk di DTKS adalah
sebanyak 10.842 orang. Dari jumlah tersebut dibedakan jenis kelamin terdiri dari 5.973
laki-laki dan 4.869 perempuan. Adapun disabilitas yang produktif atau bekerja sebanyak
2.705 orang dan tidak produktif sebanyak 8.137 orang. Dari segi analis demografi struktur
umur penduduk dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Kelompok umur muda yaitu dibawah 15 tahun;
b. kelompok umur produktif usia 15-64 tahun;
c. kelompok umur tua usia 65 tahun keatas.

Tabel 2.87
Rekap Disabilitas Berdasarkan Produktifitas Per Kecamatan Tahun 2020
Non Produktif Produktif
KECAMATAN <15 thn 1564thn | 265thn | 15-64thn | >65thn | UM
ADIMULYO 24 226 54 44 18 366
ALIAN 24 239 61 61 19 404
AMBAL 18 242 83 108 33 484
AYAH 17 209 55 95 17 393
BONOROWO 5 113 43 52 16 229
BUAYAN 30 230 95 95 26 476
BULUSPESANTREN 20 276 88 88 27 499
GOMBONG 14 201 72 49 12 348
KARANGANYAR 18 183 47 46 7 301
KARANGGAYAM 25 206 65 99 24 419
KARANGSAMBUNG 20 177 57 81 29 364
KEBUMEN 36 488 102 118 17 761
KLIRONG 24 364 166 132 76 762
KUTOWINANGUN 7 201 50 67 13 338
KUWARASAN 17 242 119 107 16 501
MIRIT 18 205 127 76 37 463
PADURESO 5 78 31 30 12 156
PEJAGOAN 16 218 99 116 25 474
PETANAHAN 13 243 90 143 48 537
PONCOWARNO 12 64 12 35 17 140
PREMBUN 13 174 62 61 10 320
PURING 19 254 58 84 18 433
ROWOKELE 18 181 72 88 20 379
SADANG 19 116 58 55 17 265
SEMPOR 18 275 96 96 26 511
SRUWENG 20 276 124 76 23 519
Jumlah 470 5.681 1.986 2.102 603 10.842

Sumber: DTKS Finalisasi Oktober 2020 Status Kesejahteraan 1 sd 5 Disabilitas

RPIMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 11-116



Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kebumen
cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat
peningkatan jumlah Tagana menjadi 50 orang, jumlah pendamping PKH menjadi 257
orang, dan jumlah PSM menjadi 93 orang. PSKS yang ada di Kabupaten Kebumen untuk
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana telah memiliki sertifikat
pelatihan dasar. Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah
kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen lebih baik. Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial yang dimiliki masih belum cukup untuk menangani keseluruhan
masalah sosial yang ada di Kabupaten kebumen. Beberapa hal yang menjadi penyebab
antara lain status Tagana yang merupakan relawan, status pendamping PKH yang
merupakan tenaga bantuan dari Kementrian Sosial sehingga kinerjanya tidak sepenuhnya
dapat dikendalian oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, sinergitas semua stakeholder
tersebut, dan aksi kolaboratif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan
masalah sosial. Profil PSKS di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lengkap
dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.88
Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Indikator Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Jumlah Pekerja Sosial 98 98 98 71 93
Masyarakat (PSM)
2 | Jumlah Tagana 11 11 11 45 50
3 | Jumlah Pendamping PKH 162 146 239 245 257

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang masuk di DTKS pada
tahun 2018 sebanyak 11.515 orang mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi
10.842 orang. Pada Tahun 2020 jumlah disabilitas dibedakan menurut jenis kelamin
terdiri dari 5.973 laki-laki dan 4.869 perempuan. Adapun disabilitas yang produktif atau
bekerja sebanyak 2.705 orang dan tidak produktif sebanyak 8.137 orang.

Tabel 2.89
Data Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Status Produktifitas
Tahun 2016-2020

Jenis Kelamin Status Produktifitas
Tahun Laki- Jumlah i Tidak Jumlah
Laki Perempuan Produtif Produktif
2016 na na na Na na na
2017 na na na Na na na
2018 6,374 5,141 11,515 2,781 8,734 11,515
2019 6,079 4,964 11,043 2,719 8,324 11,043
2020 5,973 4,869 10,842 2,705 8,137 10,842

Sumber: Dinsos-PPKB Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar

Kabupaten/Kota meliputi:
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

pelayanan pada SPM Sosial di
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4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar
panti; dan

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi
korban bencana kabupaten/kota.

SPM tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang
memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat
sebagai pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan.
SPM bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial.
Perlu adanya semacam sistem layanan rujukan terpadu sebagai pusat data, informasi
dan pelayanan dalam upaya pemenuhan SPM sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS
masih belum mencukupi layanan pemenuhan SPM sosial dengan optimal. Selain itu PSKS
seringkali bertugas ganda sebagai pengumpul dan pengelola data. Keterbatasan ini
seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan
SPM bidang Sosial.

Salah satu amanat SPM bidang sosial adalah layanan data. Data sosial merupakan
aspek penting dalam penanganan masalah sosial dan kemiskinan. Pengelolaan data sosial
telah diupayakan secara terpadu menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Next Generation (SIKS NG) yang dimutakhirkan secara periodik dan berkelanjutan. Data
sosial ini yang kemudian digunakan sebagai dasar penanganan PMKS, penentuan sasaran
program penanggulangan kemiskinan, maupun program dan kegiatan lain dari Perangkat
Daerah.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar

1) Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi
pada masing-masing sektor ekonomi. Besarnya persentase penduduk yang telah bekerja
belum merupakan suatu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan
dapat dikatakan telah teratasi atau belum. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek
ketenagakerjaan pada suatu daerah, diantaranya seberapa banyak penduduk yang telah
terserap dalam kegiatan ekonomi dan kualitas dari tenaga kerja akan mempengaruhi
output produksi.

Angkatan Kerja

Menurut BPS, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia
kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak
bekerja dan pengangguran. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020 di Kabupaten
Kebumen terdapat 633.687 penduduk termasuk dalam angkatan kerja dari 910.114
penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, 595.203 penduduk bekerja (yang terdiri dari
343.127 laki-laki dan 252.076 perempuan) atau sebesar 65,40% serta 38.484 penduduk
(yang terdiri dari dari 24.965 laki-laki dan 13.519 perempuan) atau 4,23% adalah
pengangguran. Secara rinci data mengenai angkatan kerja, penduduk bekerja dan
pengangguran dapat dilihat dalam Tabel berikut:
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Tabel 2.90
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan
Pengangguran Tahun 2017-2020

Jumlah | Jumlah Penduduk
Tah | Pendud | Angkat Bekerja Perse Pengangguran Persen
un | uk Usia an Laki- Peremp | ntase Laki- | Perem | tase
Kerja Kerja laki uan laki puan

2017 | 888.138 | 593.658 | 332.558 | 227.990 | 63,11 21.242 | 11.868 3,73
2018 | 894.326 | 586.034 | 327.163 | 226.514| 61,91 21.658 | 10.699 3,62
2019 | 900.240 | 616.494 | 345.666 | 241.504 | 65,22 14.594 | 14.730 3,26

2020 | 910.114 | 633.687 | 343.127 | 252.076 65,40 24.965 | 13.519 4,23
Sumber: BPS, 2021

Tingkat Kesempatan Kerja

Persentase penduduk bekerja (persentase jumlah penduduk usia kerja yang
bekerja terhadap jumlah angkatan kerja) menggambarkan Tingkat Kesempatan Kerja
(TKK). Tingkat Kesempatan Kerja menunjukkan peluang seseorang yang termasuk dalam
angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin baik
kesempatan kerja di suatu wilayah menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu
daerah semakin baik.

Tabel 2.91
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja
Tahun 2017-2020

Angkatan Kerja Penduduk Bekerja Tingkat
Tahun ) i ) i Kesempatan
Laki-laki | Perempuan | Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Kerja (%)
2017 353.800 239.858 593.658 332.558 227.990 560.548 94,42
2018 348.821 237.213 586.034 327.163 226.514 553.677 94,48
2019 360.260 256.234 616.494 345.666 241.504 587.170 95,24
2020 368.092 265.595 633.687 343.127 252.076 595.203 93,93

Sumber: BPS, 2021
Keterangan : data tahun 2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja
Nasional tingkat Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data pada tabel di atas, TKK di Kabupaten Kebumen menunjukkan
adanya kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, namun kesempatan
kerja menurun pada tahun 2020 yang salah satunya disebabkan adanya pandemi Covid-
19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, tingkat
kesempatan kerja yang rendah di Kabupaten Kebumen mengindikasikan masih adanya
kesenjangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja yang pada akhirnya
mendorong tingginya angka migrasi dari desa ke kota besar dan Angka Pengangguran
Terbuka.

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut lapangan
kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan,
kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan, serta sektor
manufaktur. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak
tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang
layak. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan sektor utama dapat dilihat pada
Tabel berikut:
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Tabel 2.92

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

No Sektor 2017 2018 2019 2020

1 Pertanian Kehutanan 23,3 23,83 33,71 32,4
Peternakan dan Perikanan (%)

2 Pertambangan dan Penggalian 1,05 0,98 0,37 1,03
(%)

3 Manufaktur (%) 20,09 22,69 21 20,1

4 Listrik Gas dan Air (%) 0 0,21 0,54 0,15

5 Konstruksi (%) 8,78 9,86 6,3 6,4

6 Perdagangan Restoran dan 24,08 23,94 24,37 25,32
Perhotelan (%)

7 Transportasi Pergudangan dan 2,56 2,13 2,51 2,5
Komunikasi (%)

8 Keuangan dan Asuransi (%) 2,4 1,65 1,59 0,63

9 Jasa Masyarakat Sosial dan 17,75 14,73 9,63 11,96
Personal (%)

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan selama kurun waktu 2017-2020
didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak
dibayar, berusaha sendiri, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan ini
memengaruhi besaran pendapatan yang akan diterima oleh pekerja. Status pekerjaan
sebagai buruh dan pekerja keluarga/tidak dibayar memiliki upah yang kurang layak atau
di bawah UMK, selain itu pekerjaan tersebut seperti pekerjaan paruh waktu atau musiman
seperti di sektor pertanian. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan status
pekerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.93
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

No Status Pekerjaan 2017 2018 2019 2020

1 Berusaha dibantu buruh tetap/ 4,22 4,36 3,47 2,96
buruh dibayar (%)

2 Buruh/karyawan/pegawai (%) 30,38 25,43 24,97 27,26

3 Berusaha sendiri (%) 18,8 20,37 19,11 19,49

4 Berusaha dibantu buruh tidak 17,8 20,68 21,3 23,77
tetap/ buruh tidak dibayar (%)

5 Pekerja keluarga/tidak dibayar 13,04 13,41 16,58 15,17
(%)

6 Pekerja Bebas (%) 15,76 15,75 14,58 11,36

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut pendidikan
tertinggi didominasi oleh pekerja tidak sekolah/tidak tamat SD, SD, dan SMP sebesar
69,59 persen. Sedangkan 24,25 persen memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan
6,14 persen memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Artinya tenaga kerja yang terserap
bukan pada level manajerial dengan tingkat pendapatan yang rendah. Secara rinci jumlah
penduduk bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 2.94

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

No Tingkat Pendidikan 2017 2018 2019 2020

1 Tidak/belum sekolah atau 14,32 16,26 17,89 9,58

tamat SD (%)

2 SD (%) 35,74 32,84 32,69 40,70
3 SMP (%) 20,71 19,97 20,27 19,31
4 SMA (%) 7,99 8,00 8,64 8,39
5 SMK (%) 13,11 14,54 14,85 15,86
6 Diploma (%) 2,36 1,87 1,76 1,54
7 Sarjana (%) 5,76 6,51 3,92 6,67

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK menurut BPS adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang
merupakan angkatan kerja dan mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia
kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan
pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian semakin meningkat. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020 TPAK di
Kabupaten Kebumen cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2018 mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2017. Secara lebih rinci perkembangan persentase TPAK
dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.95
Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase TPAK Tahun 2017-2020
No Tahun Jumlah Angkatan Kerja (orang) Persentase TPAK
1 2017 593.658 66,84
2 2018 586.034 65,53
3 2019 616.494 68,48
4 2020 633.687 69,63

Sumber: BPS, 2021
Keterangan : data tahun 2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja
Nasional tingkat Kabupaten Kebumen

Persentase TPAK tahun 2017 sebesar 66,84% kemudian turun menjadi 65,53%
pada tahun 2018, dan kembali naik pada tahun 2019 dan 2020, berturut-turut sebesar
68,48% dan 69,63%. Kenaikan TPAK dari tahun 2019 ke tahun 2020, atau naik sebesar
1,15 poin menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total
penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) mengalami kenaikan.

Pencari Kerja Terdaftar

Pencari kerja terdaftar, diperoleh berdasarkan data pemohon kartu kuning atau
kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu AK1. Pemilik kartu AK1
secara otomatis akan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sehingga bila
sewaktu-waktu ada informasi lowongan kerja, maka pihak dinas akan memprioritaskan
pemilik kartu AK1 untuk mendapatkan informasi. Disnaker KUKM juga akan
mempromosikan pemilik kartu AK1 kepada perusahaan-perusahaan yang mencari
karyawan baru melalui Disnaker KUKM. Adapun data jumlah pencari kerja terdaftar di
Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.96
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten KebumenTahun 2016 — 2020

No Tahun Pencari Kerja Terdaftar Jumlah
L P
1 2016 7.707 8.338 16.045
2 2017 8.730 8.518 17.248
3 2018 8.493 9.447 17.940
4 2019 8.169 8.303 16.472
5 2020 6.866 6.716 13.582

Sumber : Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2021

Pelayanan kartu AK-1 merupakan bentuk pelayanan publik sebagai salah satu
persyaratan untuk melamar pekerjaan di perusahaan/ instansi baik negeri maupun
swasta. Pembuatan kartu AK-1 mendasari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor 7 tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Sampai dengan saat ini,
kesadaran perusahaan masih relatif rendah untuk melaporkan data penempatan tenaga
kerja di perusahaannya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Pengawasan
ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, hal ini sejalan dengan pentingnya Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor
7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Dalam hal pengawasan
ketenagakerjaan perusahaan menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja di tingkat
Provinsi. Menurunnya lowongan perkerjaan sebagai dampak adanya Covid -19 sehingga
banyak perusahaan merumahkan tenaga kerja bahkan melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada tenaga kerja yang ada. Kondisi itulah yang menjadi salah satu
penyebab menurunnya jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kebumen dalam dua
tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sebesar 16.472 orang dan tahun 2020 menjadi sebesar
13.582 orang. Adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020, menjadi penyebab lain
menurunnya jumlah pencari kerja terdaftar.

Pencari Kerja yang Ditempatkan
Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Kebumen pada
kurun waktu tahun 2016 — 2020 cenderung mengalami penurunan. Meskipun pada tahun
2017, jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan mengalami kenaikan menjadi
sebanyak 4.359 orang dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.894 orang. Secara
lebih rini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.97
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020

Jumlah pencari Persentase pencari
Jumlah pencari np kerja yang
NO Tahun . kerja yang .
kerja terdaftar . ditempatkan
ditempatkan
(persen)
1 2016 16.045 3.894 24,27
2 2017 17.248 4.359 25,27
3 2018 17.940 3.840 21,40
4 2019 16.472 2.291 13,91
5 2020 13.582 2.137 15,73

Sumber : Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2021
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Berdasarkan data jumlah pencari kerja terdaftar dan data pencari kerja yang
ditempatkan, maka dapat dikatakan bahwa persentase pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan paling besar baru mencapai 25,27% yaitu sebanyak 4.359 orang dari 17.248
pencari kerja terdaftar, yang terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2020, persentase
pencari kerja terdaftar yang ditempatkan mencapai 15,73% yaitu sebanyak 2.137 orang
dari 13.582 pencari kerja terdaftar. Pada tahun 2017 persentase jumlah pencari kerja
yang ditempatkan cukup tinggi karena banyaknya kesempatan bekerja dan upaya untuk
menjalin kerjasama dengan perusahaan (job canvasing) dapat terwujud serta
memperluas informasi lowongan pekerjaan dengan kegiatan Job Fair.

Tahun 2020 persentase pencari kerja yang ditempatkan naik dibandingkan tahun
2019, walaupun adanya pandemi Covid 19 banyak perusahaan yang mengurangi jumlah
karyawan bahkan mem-PHK. Kenaikan persentase tersebut naik dibandingkan dengan
tahun 2019 disebabkan karena jumlah pencari kerja yang terdaftar berkurang sebagai
angka pembagi jumlah penempatan kerja. Walaupun dalam kondisi Covid 19 Dinas
Tenaga Kerja dan KUKM tetap berupaya untuk mencari lowongan pekerjaan di
perusahaan dengan Job Canvasing. Upaya seleksi calon pekerja tetap dilaksanakan di
Kabupaten Kebumen dengan tetap sesuai standar protokol kesehatan Covid 19 sehingga
penempatan tahun 2020 sebanyak 2.137 orang atau sebesar 15,73%.

Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) yang menunjukkan jumlah perselisihan
antara pengusaha dengan pekerja, buruh, tenaga kerja selama tahun 2016 - 2020
cenderung fluktuatif meskipun kasus yang terjadi relatif sedikit. Namun demikian, semua
kasus di setiap tahun semuanya dapat diselesaikan 100 persen, yang antara lain
disebabkan adanya peningkatan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan
ketenagakerjaan. Kasus HI yang relatif sedikit, menunjukkan penyelesaian pekerja
dengan pengusaha dan antarburuh dapat diselesaikan secara internal di perusahaan.
Demikian juga terkait dengan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan
pemerintah daerah tidak pernah terjadi, mengindikasikan kerjasama tripartit antara
pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja berjalan dengan

Tabel 2.98
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020

No Tahun Jumlah Kasus Status
1 2016 7 100% terselesaikan
2 2017 7 100% terselesaikan
3 2018 6 100% terselesaikan
4 2019 10 100% terselesaikan
5 2020 10 100% terselesaikan

Sumber: Disnaker-KUKM Kab. Kebumen, 2021

Rasio Upah Minimum (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu upah tanpa tunjangan
atau upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri
atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah
minimum. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah
minimum sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang
dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja 1 (satu) tahun arau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
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Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Kabupaten Kebumen selama periode
tahun 2016 - 2019 relatif mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
pendapatan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu
ke depan perlu dilakukan upaya-upaya agar rasio antara UMK dengan KHL semakin
mendekati 100 persen.

Tabel 2.99
Rasio Upah Minimum dibanding KHL Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020
Tahun UMK (Rp/BIn/Org) KHL (Rp/Bin/Org) Rasio (%)
2016 1.324.600 1.324.566 100,00
2017 1.433.900 1.445.000 99,23
2018 1.560.000 1.573.000 99,17
2019 1.686.000 1.700.000 99,18
2020 1.835.000 - -

Sumber: BPS, Kab. Kebumen, 2020

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya
memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya preventif,
kuratif dan rehabilitatif. Adapun cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.100
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020

1 Cakupan Perempuan dan anak korban 129 85 117 135 112
kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu

2 | Cakupan Perempuan dan anak korban 65 62 66 71 60
kekerasan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas
mampu tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di rumah sakit

3 Cakupan penegakan hukum dari 24 9 24 35 26
tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan
anak

4 Cakupan perempuan dan anak korban 27 9 24 36 26
kekerasan yang mendapatkan layanan
bantuan hukum

5 Cakupan layanan pemulangan bagi 2 2 2 4 0
perempuan dan anak korban
kekerasan

Sumber: Dispermades P3A, 2021

Dalam mengukur kesetaraan gender, terdapat beberapa indeks yang digunakan
yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup manusia
dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian
digunakan untuk mengukur IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-
laki dan perempuan di berbagai bidang. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif
perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan
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perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan
perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Pencapaian
pembangunan gender antara lain terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam
memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta
memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Di samping itu persamaan
status dan adil dalam pembangunan. Di samping itu persamaan status dan
kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan
dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi dalam juga
dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.101
IPM dan IPG Tahun 2016-2020
. L. Capaian

No Indikator Kinerja 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. | Indeks Pembangunan Manusia 67.41 68.29 68,8 | 69.60 | 69.81

(IPM)

Laki-Laki n/a 72 72,49 73,15 | 73,39

Perempuan n/al| 66,73| 6748 | 68,28 | 68,29
2. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) n/a| 92,68| 93,09| 93,34| 93,05

Sumber: BPS, 2021
Kebijakan yang diterbitkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di
Kabupaten Kebumen dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 tentang Pengarusutamaan Gender. Capaian IPG Kabupaten Kebumen tahun 2020
sebesar 93,05 kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 93,34.
Untuk mengejar ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Kebumen
telah melaksanakan kebijakan yang mendukung antara lain dengan membuat Perda
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan melaksanakan Wajib
Belajar 9 Tahun tanpa membedakan status gender. Perempuan di Kabupaten Kebumen
telah mendapat kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Semakin tinggi
jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai
berkurang, yang tercermin dari persentase yang menerima ijazah akhir, rasio APMnya,
serta angka harapan lama sekolah. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-
laki masih lebih tinggi dari perempuan.

Selain itu terdapat beberapa kebijakan antara lain Perda Nomor 18 Tahun 2017
tentang ASI Eksklusif, Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perbup Nomor 80 Tahun 2020
tentang Peran Desa dalam Pencegahan Stunting. Termasuk Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Kebumen terkait Penggunaan APBD Kab. Kebumen termasuk Dana Desa
untuk pencegahan dan penanganan pendidikan dan kesehatan.

Jika diperhatikan dalam data pilah gender menunjukkan bahwa IPM laki-laki jauh
lebih tinggi dibanding IPM perempuan, artinya masih ada kesenjangan antara laki-laki
dan perempuan. Secara rinci data pilah gender terhadap IPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.102
Tabel IPM Pilah Gender Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
. .. Capaian

No Indikator Kinerja 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. | Indeks Pembangunan Manusia 67.41 | 68.29 68,8 69.60 69.81

Laki-Laki n/a 72 72,49 73,15 73,39

Perempuan n/a| 66,73 67,48 68,28 68,29
2. | Harapan Lama Sekolah 12,61 | 12,90 12,91 13,04 13,34
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. .. Capaian
No Indikator Kinerja 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Laki-Laki n/a| 12,87 12,88 13,01 13,33
Perempuan n/al 12,94 13,35 13,48 13,53
3. | Rata-Rata Lama Sekolah 7,05 7,29 7,34 7,53 7,54
Laki-Laki n/a 7,90 7,94 7,97 7,98
Perempuan n/a 6,82 6,87 7,09 7,10
4. | Angka Harapan Hidup 72,87 | 72,98 73,11 73,22 73,40
Laki-Laki n/al 71,02 71,15 71,26 71,50
Perempuan n/al| 74,83 74,96 75,06 75,24
5. | Pengeluaran Perkapita 8.276 | 8.446 8.757 9.066 8.901
Laki-Laki n/a| 10.988 | 11.396 | 11.904 | 11,636
Perempuan n/a| 7.895 8.037 8.305 8.205

Sumber: BPS, 2021

Hampir seluruh komposit pembentuk IPM menunjukkan bahwa nilai capaian IPM
Laki-Laki lebih baik jika dibandingkan dengan perempuan. Hanya pada komposit Angka
Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah perempuan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan laki-laki terdapat selisih 3,26 tahun, sedangkan 2 komposit pembentuk IPM
lainnya menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Namun meskipun
Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, Rata-rata
Lama Sekolah perempuan jauh berada di bawah laki-laki. Artinya kesempatan perempuan
mengenyam pendidikan tidak sama besarnya dibandingkan dengan laki-laki. Dari analisis
kesetaraan gender dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Kebumen
masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada
partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik,
pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi. IDG
Kabupaten Kebumen mengalami penurunan pada periode 2017-2020 dari 70,13 di 2017
menjadi 66,89 pada 2020. Hal tersebut mengindikasikan ketimpangan gender di
Kabupaten Kebumen semakin membesar.

70,13

68,09

67,15 66,89

2017 2018 2019 2020

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.48
IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020

IDG terdiri dari tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator
persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan
indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi
pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non-pertanian disesuaikan antara
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laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender menunjukkan apakah perempuan
dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data
perkembangan komposit IDG, ketimpangan gender terlihat menonjol pada kontribusi
pendapatan perempuan, dan keterlibatan perempuan pada pengambilan kebijakan.

o

Tabel 2.103
Komposit Pembentuk IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020
. . Capaian
No. Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020
1. | Keterlibatan Perempuan di 28,00 24,00 22,00 22,00
parlemen (%)
2. | Perempuan Sebagai 46,71 45,53 49,12 54,20
Tenaga Profesional (%)
3. | Sumbangan Pendapatan 25,20 25,59 25,67 25,79
Perempuan (%)
Sumber: BPS, 2021, Dispermades P3A, data diolah

Di Kabupaten Kebumen upaya affirmative action dapat dilihat pada data
keterwakilan perempuan dalam parlemen, dimana pada tahun 2017 keterwakilan
perempuan dalam lembaga politik baru mencapai 28% dari keterwakilan perempuan dan
parlemen dan menurun menjadi 26% pada 2018, serta pada tahun 2019 dan tahun 2020
menurun menjadi 22%.

Tabel 2.104

Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Variabel 2016 2017 2018 2019 2020
1 Laki-Laki 36 36 34 34 39
Perempuan 14 14 13 12 11
Total 50 50 50 47 50

Sumber: Dispermades P3A 2021
Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan mengalami peningkatan
dalam lima tahun terakhir. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dari
tahun 2016 — 2020 meningkat dari 48,44% menjadi 53,54%.

6867
6452
5990 6089 5008

5817 5.661

3565 5341

I I I I 4913I

2016 2017 2018 2019 2020
M |aki-laki ™ Perempuan

Sumber: Data profil gender, Dispermas P3A dan BKPPD, 2021
Gambar 2.49

Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020
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Partisipasi perempuan yang dapat berperan dalam pengambilan kebijakan di
lembaga pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah perempuan yang
menempati posisi Eselon II-IV. Berdasarkan data perkembangan partisipasi perempuan
pada posisi strategis di pemerintahan menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang
menduduki jabatan Eselon II mengalami peningkatan mulai tahun 2017. Sementara
untuk pejabat Eselon III, jumlah perempuan yang menduduki jabatan mengalami
peningkatan yang signifikan dari 15 orang menjadi 48 orang. Pada jabatan Eselon 1V,
partisipasi perempuan juga meningkat dari 132 orang dan menjadi 220.

Tabel 2.105
Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian LELILL
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Perempuan yang menempati 2 5 5 5 5
Jabatan Eselon II
Jumlah Perempuan yang menempati 15 42 45 49 48
Jabatan Eselon III
Jumlah Perempuan yang menempati 132 227 223 212 220
Jabatan Eselon IV

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2021

Tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kebumen baik
kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan
tersendiri. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,
tetapi kasus kekerasan berbasis gender dan anak masih terjadi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga dibentuk unit
pelayanan terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor
44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil
Gender Anti Kekerasan dan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 72 Tahun 2013
tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus
Kekerasan terhadap Anak. Di dalam penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan
Anak di Kabupaten Kebumen ditangani oleh P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan)
yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana Harian yang terdiri dari lintas sektor
termasuk di dalamnya pelibatan instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.106
Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan
lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
. Jumlah © © © © ©
Lehend Korban/ | % | & | % |& | |8 |x |&8 |x | &
embesa | e 12 2 %2 |F 05 3 % %3
(a] (a] (a] [a) (a]
Jumlah 81| 40| 60| 20| 61| 43| 68| 60| 70| 32
P2TP2A Korban
KARTIKA Rumah 41| 36| 37| 16| 23| 35| 43| 42| 45| 24
Tangga
Tempat Kerja 0 0 0 0 1 0 3 10 0 2
Sekolah 16 0 0 0| 15 0 8 0 8 1
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2016 2017 2018 2019 2020
. Jumlah © © © © ©
ekl Korban/ | % | & |% |8 | & | & |x |2
tembaga | e B (2 |2 |3 |2 5 |2 |3 |2 |3
(=] (a] (a] (=] (=]
Fasilitas 15 4 0 0 22 7 11 6 14 5

Umum
Lainnya 17 0 14 1 0 1 3 2 3 0

Sumber: P2TP2A "KARTIKA” (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Kebumen
Adil Gender anti Kekerasan”), 2021

Dalam lima tahun terakhir jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di
Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 121 kasus di tahun 2016 menjadi 102
kasus di tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya sinergitas antara
pemerintah daerah dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim P2TP2A Kartika.

Tabel 2.107
Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Jenis Rasus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Keterangan

Fisik 6 3 8 0 3 | Perkelahian, Pengeroyokan

Psikis 0 0 1 2 3 | Perundungan,
Pengancaman melalui HP

Pencurian 3 2 4 4 4 | Pencurian Sepeda motor,
Bensin, HP, Rokok

Pembunuhan 0 0 0 1 0 | Pembunuhan bayi baru
lahir (di luar nikah)

Jumlah 9 5 13 7 10

Sumber: P2TP2A KARTIKA, Dispermades, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum
cukup memprihatinkan. Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun
2016 — 2020 meningkat 9 kasus menjadi 10 kasus. Kasus tersebut bervariasi mulai dari
perkelahian dan perundungan sampai pencurian. Diperlukan komitmen pelaksanaan
kebijakan yang benar-benar memperhatikan kepentingan dan kondisi masyarakat,
khususya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, baik dalam hal pemenuhan
kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan jiwa, penanganan dan pendampingan bagi
korban kekerasan serta peningkatan ekonomi pemberdayaan perempuan.

3) Pangan

Dilihat dari jumlah produksi dibandingkan kebutuhan, ketersediaan pangan utama
Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 hingga tahun 2020 relatif aman meskipun terjadi
fluktuasi dengan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan
utama (beras) yang selalu dapat memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.108
Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan (Beras)
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Ketersediaan Ketersediaa Ketersediaan
Jumlah Kebutuhan Produksi Pangan n Pangan
Tahun . - Pangan
Jiwa Pangan (ton) (ton) Berdasarkan dari Luar (ton)
Produksi (ton) Daerah (ton)
2016 1.346.606 108.671,10 273.761,33 273.761,33 - 273.761,33
2017 1.358.448 109.626,75 273.650,62 273.650,62 - 273.650,62
2018 1.375.221 110.980,33 282.199,89 282.199,89 - 282.199,89
2019 1.385.377 111.816,06 290.693,39 290.693,39 - 290.693,39
2020 1.394.038 112.498,87 265.101,09 265.101,09 - 265.101,09

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021
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Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, terlihat bahwa terjadi
fluktuasi jumlah desa rawan pangan se-Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 sampai
2020. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kerawanan pangan sangat mudah berubah
dikarenakan pengaruh faktor internal maupun eksternal sehingga sangat penting untuk
diintervensi. Tingkat kerawanan pangan melibatkan banyak variabel dari ketersediaan,
akses dan pemanfaatan pangan serta variabel pada sektor lainnya (kemiskinan, tenaga
kesehatan, air bersih, sarana pangan, tenaga kesehatan).

Tabel 2.109
Data Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa Rawan Pangan 249 170 293 131 131
Prioritas 1, 2 dan 3

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Terkait dengan cadangan pangan daerah, sampai dengan tahun 2020 cadangan
pangan daerah berjumlah 2,4 ton dari jumlah ideal 521 ton. Hal ini antara lain disebabkan
oleh belum optimalnya kondisi sarana prasarana penyimpanan cadangan pangan serta
banyaknya prioritas daerah yang harus diselesaikan sehingga membatasi kemampuan
pengadaan cadangan gabah. Langkah yang sudah ditempuh adalah melalui perbaikan
sarana prasarana penyimpanan meskipun masih terbatas pada kegiatan pemeliharaan,
bukan pembangunan baru sesuai standar. Selain itu, pengadaan gabah tahunan juga
sudah mengalami peningkatan pada tahun 2020 meskipun belum mampu mencapai
angka ideal. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat se-Kabupaten Kebumen sudah
mencapai 697 Unit. Namun dari 460 desa/ kelurahan, baru ada 266 desa/ kelurahan
(57,82%) yang memiliki lumbung pangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat
194 desa/ kelurahan (42,17%) yang belum memiliki lumbung pangan.

Stabilitas harga pangan bisa dilihat berdasarkan koefisien variasi (CV) dari data
harga secara runtun waktu. Semakin kecil nilai koefisien variasi dapat diinterpretasikan
bahwa harga relatif stabil atau memiliki fluktuasi yang rendah. Secara umum, harga
komoditas pangan di Kabupaten Kebumen berada pada posisi stabil, namun masih terjadi
fluktuasi pada komoditas cabai merah.

Tabel 2.110
Harga Rata-Rata Pangan Strategis Tahun 2017-2020
2017 2018 2019 2020

i Koefi Koefi Koefi .

No | Komoditas | gjen | Ketera | sien | Kete- | sien | Ketera | KOSfisi
Varia ngan Varia | rangan | Varia ngan en KetSanoan

. . . Variasi

si si si
1 Beras 3,2 Stabil 3,3 Stabil 6,34 Tlda!< 2,77 Stabil
Stabil

2 Jagung 17,9 Stabil 5,0 Stabil 3,22 Stabil 6.29 Stabil
3 Kedelai 0,0 Stabil 0,8 Stabil 0,99 Stabil 8,99 Stabil
4 Cabe Merah 33,9 Tidak 32,0 Tidak | 48,71 Tidak . .
Keriting stabil stabil Stabil 43,22 Tidak Stabil
5 Bawang 26,5 Tidak 15,1 Stabil | 20,41 Stabil .
Merah stabil 16,77 Stabil
6 'Fl;(;lsur Ayam 7,4 Stabil 8,1 Stabil 5,78 Stabil 10,13 Stabil
7 Egglng Ayam 5,3 Stabil 8,9 Stabil 4,35 Stabil 8,06 Stabil
8 Daging Sapi 1,3 Stabil 2,3 Stabil 2,58 Stabil 6.5 Stabil
9 Gula Pasir 4,8 Stabil 2,8 Stabil 4,86 Stabil 13,15 Stabil

s
RS

b
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2017 2018 2019 2020
i Koefi Koefi Koefi . .
No | Komoditas | jen | Ketera | sien | Kete- | sien | Ketera | KOSfisi
. - . en Keterangan
Varia ngan Varia | rangan | Varia ngan ..
. . - Variasi
si Si si
10 | Minyak 4,5 Stabil 3,8 Stabil 1,01 Stabil 5,35 Stabil
Goreng
11 Tepung 0,6 Stabil 3,6 Stabil 0 Stabil 0 Stabil
Terigu

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

Salah satu penyebab tingginya harga pangan adalah rantai pasok yang terlalu
panjang dimana pihak yang menikmati keuntungan besar adalah para pedagang
perantara. Untuk sampai ke konsumen akhir, komoditas melewati beberapa tahapan dari
mulai petani, pengepul/ tengkulak, pedagang besar/ penggilingan, grosir, pedagang
eceran dan konsumen akhir. Lemahnya kelembagaan pemasaran khususnya gabungan
kelompok tani/ kelompok tani menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar dalam
penentuan harga jual sehingga petani menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut
menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi tinggi sedangkan harga yang diterima
petani relatif rendah. Dalam rangka mempersingkat rantai distribusi, intervensi yang telah
dilakukan pemerintah daerah antara lain melalui pengembangan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (LDPM), kegiatan pasar tani maupun beberapa pameran yang
memberikan akses kepada petani untuk langsung menjual produknya kepada konsumen.

Asal bahan baku Importir
e | =
i i Eksportir
1 " 1 Sub Kegiatan
i Petani i Agen . Agen " |Usaha Lainnya | *]
i i - +
1 : )
! ¥ : s A
: Pedagang : Produsen Di tSu;)t : Pedagang i Iﬂduft:
i Pengumpul i | Distributor R bl ok Eceran T EEREgaEn, | =t
i (gabah) i > el
i i 1‘
1 I - ¢
e e B ! i d .
Pedagang | Grosir | _ * | Konsumen
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Sumber: BPS-Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi (VPDP 2009)
Gambar 2.50
Diagram Rantai Distribusi Pangan

Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan
dalam rangka penguatan ketahanan pangan mandiri. Data memperlihatkan bahwa
jumlah kelompok yang telah dibina dan diberi stimulan pemanfaatan pekarangan masih
sangat kecil yaitu 36,3 persen dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.111
Data Kelompok yang Telah Dibina dan Memperoleh Bantuan Stimulan
Pemanfaatan Pekarangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Kelompok 46 40 41 40 30

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

RPIMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 1I-131



e

Terkait dengan keamanan pangan, di Kabupaten Kebumen masih ditemukan
adanya bahan pangan segar yang mengandung bahan berbahaya (pestisida). Oleh
karena itu, perlu dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan terus-menerus kepada pelaku
usaha pertanian.

Tabel 2.112
Data Hasil Rapid Tes PSAT (Positif Pestisida) Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Temuan pada Sampel 6 4 7 2 6
Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2021

4) Pertanahan

Kinerja pertanahan dapat dilihat dari permohonan sertifikat di Kabupaten Kebumen
yang cenderung meningkat selama kurun waktu 2016-2020. Peningkatan tersebut
meliputi permohonan hak milik, hak pakai, dan hak tanggungan. Sementara itu, frend
penyelesaian permohonan sertifikat juga mengalami peningkatan selama lima tahun
terakhir. Peningkatan penyelesaian meliputi permohonan hak milik, hak guna bangunan,
hak pakai dan hak tanggungan. Persentase luas lahan bersertifikat masih rendah
meskipun terdapat peningkatan yang disebabkan kesadaran masyarakat dalam mengurus
legalitas tanah masih cukup rendah.

Jumlah permohonan dan penyelesaian sertifikat di Kabupaten Kebumen tahun
2016-2020 secara detail disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.113
Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

. . Tahun
N° LTS BRI £ 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Permohonan
a. Hak milik 1.667 1.507 1.423 2.405 34.063
b. Hak guna bangunan 279 205 282 361 271
¢. Hak pakai 71 71 285 40 857
d. Hak tanggungan 3.615 3.615 3.582 4.085 3.640
e. Roya 2.010 2.010 2.160 2.263 2.139
2 | Penyelesaian
a. Hak milik 1.398 1.398 1.166 2.375 33.244
b. Hak guna bangunan 168 168 306 350 255
¢. Hak pakai 85 85 292 35 864
d. Hak tanggungan 3.642 3.642 3.538 4.134 3.627
e. Roya 2.034 2.034 2.130 2.157 2.100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2021

Kinerja penanganan dan kebijakan pertanahan Kabupaten Kebumen selama 2016-
2020 diantaranya koordinasi dan fasilitasi Program Nasional Agraria (Prona) bagi usaha
kecil menengah (UKM); program sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR); program sertifikasi tanah bagi nelayan melalui Program Surat Perjanjian
Kerjasama (SPKS); serta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); serta
fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah di wilayah Urut Sewu. Program PTSL
merupakan satu program strategis nasional dalam rangka legalisasi aset hak-hak atas
tanah masyarakat, dengan target nasional pada 2025 mencapai seluruh bidang-bidang
tanah di Indonesia harus sudah terdaftar dan bersertifikat.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat penyelesaian masih lebih rendah dengan
permohonannya, hal ini disebabkan karena perhitungan permohonan yang masuk
berdasarkan tahun berjalan sesuai dengan jumlah berkas yang masuk di tahun tersebut,
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sedangkan untuk permohonan yang masuk memerlukan waktu penyelesaian yang
berbeda-beda, contohnya permohonan hak milik terdiri dari:
a) Permohonan penerbitan sertifikat dari Letter C, membutuhkan waktu kurang lebih
98 hari, selama waktu tersebut proses yang berjalan adalah pengukuran,
pengumuman, dan penerbitan sertifikat. Jangka waktu tersebut belum termasuk
apabila terdapat kendala dan permasalahan di lapangan.
b) Pemecahan dan penggabungan sertifikat, membutuhkan waktu kurang lebih 5
hari, termasuk proses pengukuran dan penerbitan sertifikatnya.
c) Peralihan hak (meliputi jual beli, hibah, waris, APHB, lelang) memerlukan waktu
kurang lebih 5 hari.

5) Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup yang dibangun dari komponen kualitas air, udara, tanah, dan penanganan sampah.
Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
No Indikator Kinerja 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Indeks Kualitas Lingkungan 61,56 68,67 72,25 75,89 | 73,92
Hidup
2 | Indeks Kualitas Air 51,25 56,67 | 56,67 | 63,33| 57,69
3 | Indeks Kualitas Udara 75 93,3| 87,83| 88,44| 90,72
4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan 59,21 | 59,21 70,66 | 70,66| 70,66

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen semakin meningkat
lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, nilai IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 61,56
meningkat menjadi 73,92 di tahun 2020. Peningkatan IKLH dicapai seiring peningkatan
indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan yang menandakan kualitas lingkungan hidup
yang semakin membaik di Kabupaten Kebumen.

a) Pencemaran
Berdasarkan analisis kualitas air sungai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, 50% sungai
yang dipantau di wilayah Kabupaten Kebumen masuk kategori memenuhi syarat, 33%
cemar ringan dan 17% cemar sedang.
Beberapa parameter pemantauan yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan,
yakni:
1. Pada Sungai Kedung Bener, Sungai Ketek, dan Sungai Gombong melebihi baku mutu
Parameter BOD.
2. Pada bagian hilir Sungai Wawar, hilir Sungai Luk Ulo dan Sungai Pucang melebihi baku
mutu Parameter TSS.
3. Pada Sungai Mawar Bagian Tengah, Hilir Sungai Wawar melebihi baku mutu Parameter
Fosfat.
4. Pada Sungai Wawar bagian tengah melebihi baku mutu Parameter Fecal Coli.
5. Pada Sungai Luk Ulo (hilir), Sungai Wawar (tengah dan hilir) melebihi baku mutu
Parameter Total Coliform.
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Kinerja pengendalian pencemaran air/sungai Kabupaten Kebumen selama 2016-
2020 diantaranya penetapan kelas air dan baku mutu sumber air; penerbitan izin
pembuangan air limbah ke sumber air; penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air
limbah (IPAL) baik industri maupun limbah rumah tangga (bagi masyarakat
berpenghasilan rendah); pemantauan kualitas air paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat; penghentian
sumber pencemaran air; pembersihan air dan pemulihan kualitas air.

b) Persentase Penanganan Sampah

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan
dalam lima tahun terakhir. Hal itu dapat dilihat dari persentase sampah terangkut yang
meningkat dari 37,80% di tahun 2016 menjadi 58,73% pada tahun 2020. Peningkatan
persentase sampah terangkut tersebut diikuti pula dengan penambahan jumlah TPS dan
peningkatan rasio daya tampung dalam lima tahun terakhir, dari 1,25 menjadi 1,59.
Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020
selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.115
Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

1 Persentase sampah 37,80 45,97 51,92 51,51 58,73
terangkut (%)

2 Jumlah TPSS (unit) 155 156 190 195 196

3 Daya Tampung TPS (ton) 426,25 429 522,5 536,25 539,00

4 Jumlah volume sampah 222 270 312 314,65 372
yang terangkut (m3)

5 Jumlah volume sampah 587,28 587,28 601 610,84 | 633,42
yang dihasilkan (m3)

6 Jumlah penduduk 271.963 | 272.521 | 278.880 | 299.629 | 320.378
perkotaan (jiwa)

7 Rasio daya tampung TPS 1,25 1,26 1,54 1,58 1,59
per 1.000 penduduk

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk
meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai pendataan diri dan status
warga masyarakat.

Kinerja disdukcapil Kabupaten Kebumen pada RPJMD 2016-2021 adanya Fokus
Pemerintah terhadap Perbaikan dan Inovasi layanan terhadap KTP elektronik berbasis
NIK (Mencakup layanan Biodata Penduduk dan KK). Penerbitan Akte Kelahiran
merupakan awal pencatatan Kependudukan untuk menindaklanjuti dokumen layanan
Kependudukan dan Pencatatan sipil lainnya.

Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil selama lima tahun terakhir
cenderung meningkat, walaupun terjadi fluktuasi pada indikator rasio bayi berakta
kelahiran dan cakupan penerbitan akta kelahiran. Kepemilikan Akta Kematian
menunjukan data yang sama selama periode 2016-2020. Kepemilikan Kartu identitas
Anak baru dilaksanakan pada tahun 2018 sampai 2020. Capaian kinerja urusan
kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lebih
lengkap disajikan pada Tabel berikut:
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Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Tabel 2.116
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020

1 Rasio penduduk ber-KTP 90% | 92,52% | 96,05% | 99,88% 100%

2 Rasio bayi berakta 92,39% | 97,76% | 98,33% | 96,80% 100%
kelahiran

3 Cakupan penerbitan KTP 45,44% | 93,86% | 98,61% | 99,88% | 99,07%

4 Cakupan penerbitan akta 90% | 89,66% | 90,07% | 93,19% | 90,36%
kelahiran

5 Penerapan KTP nasional 100% 100% 100% 100% 100%
berbasis NIK

6 Kepemilikan Akta 100% 100% 100% 100% 100%
Kematian

7 Kepemilikan Kartu NA NA | 14,43% | 27,30% | 31,21%
Identitas Anak

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen, 2021

Peningkatan kinerja ini juga didukung beberapa inovasi yang dilakukan di
antaranya program KeTaPel-17 dan Baladewa Lahir. KeTaPel-17 merupakan inovasi dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen yang diperuntukan bagi
wajib KTP pemula atau usia 17 tahun, dimana pada saat usia 17 tahun, langsung
menerima KTP-el sebagai hadiah ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Sedangkan Baladewa Lahir merupakan inovasi penerbitan akta kelahiran cepat bagi bayi
yang lahir di bangsal, rumah sakit atau Puskesmas bekerjasama dengan 40 rumah sakit
dan Puskesmas di Kabupaten Kebumen.

Permasalahan penting lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan serta
sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan untuk penanganan masalah-masalah
pembangunan daerah. Contohnya adalah sinkronisasi data kependudukan/NIK dengan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk penentuan kebijakan penanggulangan
kemiskinan, yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Sinkronisasi dan
pemutakhiran data kependudukan ini juga sangat penting dalam rangka optimalisasi
upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 serta antisipasi ancaman pandemi lain di
masa yang akan datang.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan dalam rangka
meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa. Hal ini diwujudkan melalui
pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, yang menitikberatkan pada penguatan
kelembagaan di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan
masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder
di desa melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Pemberdayaan masyarakat,
penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, serta kemasyarakatan menjadi penting
dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat
ditujukan untuk membangun sinergitas pembangunan desa dan pembangunan daerah
dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pemanfaatan hasil-
hasil pembangunan. Kinerja pemberdayaan masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, salah satunya keaktifan dalam berorganisasi.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan, karena masyarakat adalah salah satu unsur pembentuk dan pendukung
desa. Sesuai Tupoksi Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, bahwa untuk
Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial
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ekonomi masyarakat di desa melalui kelembagaan yang ada di desa, antara lain PKK,
Posyandu serta BUM Desa.

Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK sudah dilakukan dengan
berbagai kegiatan selama lima tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
berikut:

Tabel 2.117
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
No Pemberdayaan Masyarakat 2016 2017 | 2018 2019 | 2020
1. | Rata-rata jumlah kelompok binaan 200 200 354 Na Na
pemberdayaan masyarakat (LPM)
2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 48 50 50 50 Na
3. | Jumlah Organisasi Masyarakat 216 202 234 240 240
5. | PKK aktif 487 487 487 487 487
6. | Posyandu aktif 2.105 1.945 1.914 1.909 | 2.122
7. | Penilaian BUM Desa tingkat dasar Na Na 179 186 124
8 | Penilaian BUM Desa Tingkat Tumbuh Na Na 123 115 246
9 | Penilaian BUM Desa Tingkat Berkembang Na Na 9 9 19
dan Maju
10 | IDM Kategori Sangat Tertinggal dan Na 176 66 22 10
Tertinggal
11 | IDM Kategori Berkembang Na 253 327 357 348
12 | IDM Kategori Maju Na 19 53 69 90
13 | IDM Kategori Mandiri Na 1 3 1 1

Sumber: Dispermades P3A dan Dinkes Kab. Kebumen, 2021

Undang-Undang Desa memberikan dorongan vyang luar biasa terhadap
perkembangan desa. Selain dalam pembangunan infrastruktur dasar, desa juga dapat
membangun ekonomi desa salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang
didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa. Penilaian kategori BUM Desa baru dimulai pada tahun 2019 karena
BUM Desa secara massif baru mulai berdiri di desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa.
Pada tahun 2019 seluruh desa di Kabupaten Kebumen telah mendirikan BUM Desa
dengan jenis usaha yang sangat bervariasi. Dalam perkembangannya pertumbuhan BUM
Desa telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa meskipun belum optimal
karena BUM Desa yang ada masih dalam tahap awal pembentukan, masih lemahnya
perencanaan bisnis, dan belum sepenuhnya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh
desa. Dari 449 desa, Berdasarkan hasil klasifikasi BUM Desa tahun 2020 dibagi menjadi
5 (lima) kategori, yaitu: kategori maju sebanyak 5 desa, kategori berkembang sebanyak
44 desa, kategori tumbuh sebanyak 275 desa, dan kategori tidak aktif sebanyak 47 desa.

Dari sudut pandang Indeks Desa Membangun (IDM) kemandirian desa didasarkan
pada konsepsi bahwa desa maju mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan
di seluruh aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dalam
menjaga potensi desa untuk mensejahterakan kehidupan desa (DitjenKemendes PDTT,
2020). Pada Tahun 2020, sebagian besar desa di Kabupaten Kebumen dalam tahapan
desa berkembang, terdapat 10 desa dengan kategori tertinggal, 90 desa dengan kategori
maju dan baru 1 desa dengan kategori mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk
berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan
Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Adapun penyajian data IDM di Kabupaten
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Kebumen sudah di update sesuai SOP Pengukuran IDM Tahun 2020 (sesuai lampiran
surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
RI nomor 3/PR.01.02/11/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, perihal : Update Data Indeks
Desa Membangun (IDM) Tahun 2020). Berdasarkan indikator-indikator yang sudah
ditentukan untuk mendapatkan data desa yang akurat sesuai fakta yang ada di desa.
Adapun hasil update Status klasifikasi desa di Kabupaten Kebumen sesuai dengan data
IDM pada tahun 2020 adalah : Desa Mandiri sebanyak 1 desa, Desa Maju sebanyak 90
desa , Desa Berkembang sebanyak 348 desa, Desa Tertinggal sebanyak 10 desa, dan
untuk desa sangat tertinggal sudah tidak ada.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a) Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Selama 5 tahun terakhir tingkat kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dari 13,41%
di tahun 2016 menjadi 13,37% di tahun 2020. Artinya Keluarga Pra Sejahtera mengalami
peningkatan status menjadi